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SAMBUTAN BUPATI

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun 2017 ini Penyusunan Dokumen
Strategi Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Pembangunan Rendah Emisi
Kabupaten Merauke dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun oleh Tim Teknis yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Merauke.

Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan setelah tim teknis dilatih dan didampingi
partner pembangunan yang terdiri dari World Agroforestry Centre (ICRAF), Centre for Climate
Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pasific (CCROM - SEAP)-Institute Pertanian
Bogor (IPB), Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit (GI1Z) GmbH, Universitas
Brawijaya, dan PLCD Task Force Provinsi Papua yang tergabung dalam Kegiatan Locally
Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I).

Dalam prosesnya, untuk mendapatkan masukan dan informasi tambahan dalam
penyempurnaan dokumen yang telah disusun, Pokja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah
Emisi (Poka TIPRE) telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) / Konsultasi Publik.
Kegiatan tersebut melibatkan Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait untuk dapat berperan
aktif dalam program pembangunan rendah emisi lebih khusus pada sektor berbasis lahan.

Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) selalu menyelenggarakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) sehingga diharapkan Strategi Perencanaan Tata Guna
Lahan untuk Mendukung Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Merauke dapat
berkontribusi dalam penyusunan RPJMD khususnya pada periode saat ini, sehingga
program dan kegiatan dapat ditindaklanjuti melalui dokumen Rencana Strategis OPD
dilanjutkan dapat dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD (Renja) pada akhirnya
dapat diimplementasikan. Mudah-mudahan inisiatif ini akan dapat dilaksanakan dengan
membawa manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Merauke pada khususnya. Atas
perhatian dan kerjasama semua pihak sehingga terselesaikannya dokumen ini, kami
sampaikan terima kasih. “Izakod Bekai Izakod Kai” (Satu Hati Satu Tujuan).

Merauke, Maret 2017

BUPATI MERAUKE

FREDERIKUS GEBZE
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia
dan hikmatnya maka penyusunan dokumen Pembangunan Rendah Emisi dan Ekonomi
Hijau di Kabupaten Merauke dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini tersusun dalam
10 (sepuluh) Bab yang membahas mengenai Profil Kabupaten Merauke, Unit Perencanaan
Kabupaten, Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Merauke, Perkiraan Emisi
Karbon Dioksida (CO,) Akibat Perubahan Penggunaan Lahan, Skenario Baseline Sebagian
Dasar Penentuan Reference Emission Level (REL), Penyusunan Aksi Mitigasi, Tingkat Emisi
dan Manfaat Ekonomi dan Aktifitas Mitigasi serta Strategi Implementasi Pembangunan
Rendah Emisi Kabupaten Merauke.

Dokumen Strategi Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Pembangunan Rendah
Emisi Kabupaten Merauke ini tersusun atas kerjasama para pihak di Kabupaten Merauke
yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,
perwakilan adat, dan perwakilan masyarakat. Dokumen ini diharapkan dapat dipakai
sebagai acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan rendah emisi dan ekonomi
hijau di Kabupaten Merauke dalam mendukung program Rencana Aksi Nasional Gas
Rumah Kaca (RAN GRK) dan Nationaly Determine Contribution (NDC) yang berkomitmen
dalam penurunan emisi 29% di Tahun 2030.

Akhirnya semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Merauke dan Provinsi
Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam upaya merencanakan
pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada aspek pengurangan emisi pada
sektor berbasis lahan. Harapan kemudian adalah dokumen ini dapat menjadi acuan dalam
proses perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kabupaten Merauke.

Merauke, Januari 2017
TIM PENYUSUN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Merauke merupakan salah satu Kabupaten di Papua yang memiliki luas lahan
4,6 juta hektar yang terdiri dari 3,1 Juta hektar berupa tutupan hutan dan 1,5 juta ha
berupa tutupan non-hutan. Tutupan hutan yang berkisar + 66% tersebut terdiri dari Hutan
Primer, Hutan Sekunder Kerapatan Tinggi, Hutan Sekunder Kerapatan Rendah, Hutan
Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Eucalyptus/Akasia, Hutan Mangrove Primer
dan Hutan Mangrove Sekunder. Hasil analisis perubahan tutupan lahan di Kabupaten
Merauke Tahun 1990 sampai 2014 menunjukan beberapa tutupan lahan yang dominan
mengalami penurunan adalah hutan primer, hutan sekunder kerapatan rendah, hutan
rawa sekunder, hutan mangrove primer, dan hutan eucalyptus.

Perkiraan emisi pada periode 1990 sampai dengan tahun 2000 menunjukan bahwa bahwa
total emisi yang bersumber dari sektor berbasis lahan berjumlah 115.138.606,12 ton
CO, eq, dengan sekuestrasi sebesar 95.650.870,89 ton CO, eq, sehingga laju emisi bersih
sebesar 1.948.773,52 ton CO,/tahun, dan laju emisi per-unit area 0,42 ton CO,eq/(ha.tahun).
Periode tahun 2000-2005 total emisi Kabupaten Merauke meningkat 124.387.508,18 ton
CO, eq dengan sekuestrasi sebesar 93.630.296,61 ton CO, eq, sehingga laju emisi bersih per
tahun yaitu sebesar 6.151.442,31 ton CO,/tahun, dan laju emisi per unit area sebesar 1,3 ton
CO2eq/ha.tahun. Periode pengamatan 2005-2010, total emisi dan laju emisi per tahun terjadi
peningkatan yang sangat signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa total emisi sebesar
212.443.788,24 ton CO, eq dengan total sekuestrasi 5.512.689,38 ton CO, eq, sehingga laju
emisi bersih dari sektor lahan di Kabupaten Merauke sebesar 41.386.219,77 ton CO,/tahun
dan laju emisi bersih per tahun sebesar 9,4 ton CO, eg/(ha.tahun). Periode pengamatan
tahun 2010-2014 total emisi Kabupaten Merauke sebesar 269.926.215,79 dengan total
sekuestrasi sebesar 22.658.638,72 ton CO, eq, sehingga laju emisi bersih per tahun sebesar
61.816.894,26 ton CO, dan laju emisi bersih per unit area yaitu 13,93 CO,eq/(ha.tahun).

Kabupaten Merauke telah menentukan Reference Emission Level (REL) berdasarkan
pendekatan forward looking dimana perkiraan penggunaan lahan dimasa yang akan datang
dari berbagai tutupan lahan akan terkonversi untuk meningkatkan ekonomi wilayah dan
berbagai rencana penggunaan lahan, hal ini juga merupakan konsekuensi dari berbagai
rencana pembangunan dari lokal hingga nasional yang akan dilakukan di Kabupaten
Merauke. Perkiraan emisi bersih kumulatif 2014-2030 dari pendekatan forward looking
sebesar 334.603.893 ton CO2 eq, hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan emisi
historis sebesar 187.901.552 ton CO2 eq.

Sebagai bagaian mitigasi perubahan iklim dari sektor berbasis lahan, Kabupaten Merauke
mengusulkan enam (6) aksi mitigasi untuk mengurangi emisi dimasa yang akan datang.
Enam (6) aksi mitigasi yang ditawarkan untuk kabupaten merauke diharapkan dapat
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menurunkan emisi kabupaten sampai 2030 mendatang sebesar 15,4 % atau setara dengan
51.548.990 ton CO, eq, adapun 6 aksi mitiigasi dan lokasi prioritas pelaksanaan kegiatan
penurunan emisi adalah:

1.

Mengurangi emisi pada wilayah yang berpotensi mengalami pembukaan skala
besar (perkebunan) dengan mencegah pembakaran dan mencegah konversi hutan
berbasis kearifan lokal dengan lokasi prioritas di Distrik Ulilin.

. Pelaksanaan Agroforestri berbasis tanaman unggulan lokal pada lahan-lahan yang

tidak dimanfaatkan (pada wilayah hutan produksi) dengan lokasi prioritas yaitu di
Distrik Kimaam.

. Peningkatan serapan karbon melalui Penanaman mangrove di areal yang dialokasikan

sebagai hutan bakau dan mencegah konversi hutan mangrove menjadi areal galian C
dengan lokasi prioritas penurunan emisi di Distrik Waan.

. Mempertahankan cadangan karbon di areal yang dialokasikan sebagai resapan

air dengan mencegah konversi hutan menjadi penggunaan lahan lainnya, lokasi
penurunan emisi berdasarkan analisis bahwa Distrik Elikobel dapat menjadi lokasi
prioritas yang dapat membantu menurunkan emisi di areal resapan air.

. Mempertahankan cadangan karbon di areal yang dialokasikan sebagai Cagar Alam

Darat dengan mencegah konversi areal hutan menjadi penggunaan lahan lainnya.
Distrik Elokobel dan Muting menjadi daerah yang dapat diprioritaskan dapat
menurunkan emisi di unit perencanaan cagar alam darat.

. Mempertahankan cadangan karbon pada areal kawasan sentra produksi pertanian

melalui peningkatan produksi di lahan pertanian produktif, pemanfaatan areal lahan
pertanian non-produktif, pelaksanaan sistem agroforestry. Lokasi prioritas di unit
perencanaan Pertanian Lahan Kering dan Pertanian Lahan Basah yang diharapkan
dapat menurunkan emisi yaitu di Distrik Kurik dan Distrik Maind.

Strategi imlementasi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi
dan ekonomi hijau di kabupaten Merauke perlu melakukan beberapa kegiatan. Adapun
strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke, yaitu sebagai berikut:

1.

u b WN

Pemetaan lembaga potensial yang dapat mendukung atau menjalankan kegiatan
program penurunan emisi secara langsung maupun tidak langsung dengan cara
mempertahankan cadangan carbon atau meningkatkan cadangan karbon.

. Mengidentifikasi peranan aturan atau lembaga baru dalam iplementasi kegiatan
. Mengidentifikasi kegiatan pendukung terhadap aksi mitigasi daerah.

. Integrasi aksi mitigasi dalam RPJMD/Renstra/RKPD/Renja OPD

. Menyusun strategi menitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan

\
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DAFTAR ISTILAH

Aforestasi (afforestation) : Konversi lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui
kegiatan penanaman (biasa disebut penghijauan), penyebaran biji, dengan menggunakan
jenis tanaman (species) asli (native) atau dari luar (introduced). Menurut Marrakech Accord
(2001) kegiatan penghijauan tersebut dilakukan pada kawasan yang 50 tahun sebelumnya
bukan merupakan hutan.

Agroforestry : Sistem pertanian dimana tanaman pangan dan tanaman kehutanan ditanam
dalam lahan yang sama.

Akumulasi : Terkumpulnya suatu zat tertentu menjadi satu kesatuan dalam kurun
waktu tertentu.

Allometric Equation : Persamaan allometrik yang disusun untuk menduga nilai karbon
hutan berdasarkan parameter tertentu. Umumnya parameter yang dipakai adalah
diameter pohon.

Annex | countries / Parties : Negara-negara industri yang terdaftar pada lampiran
1 konvensi perubahan iklim (UNFCCC) yang mempunyai komitmen untuk mengembalikan
emisi GRK ke tingkat tahun 1990 pada tahun 2000 sebagaimana tercantum pada Artikel
4.2 (a) dan (b). Termasuk negara ini adalah 24 anggota asli negara OECD, Uni Eropa, dan
14 negara transisi ekonomi (Croatia, Lichtenstein, Monaco, Slovenia, Chech Republic).
Negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex | ini secara otomatis disebut Non-Annex
| countries.

Annex Il Countries / Parties : Negara-negara yang terdaftar pada lampiran 2 Konvensi
perubahan iklim UNFCCC yang mempunyai kewajiban khusus untuk menyediakan
sumberdaya finansial dan memfasilitasi transfer teknologi untuk negara berkembang.
Negara-negara ini termasuk 24 negara OECD ditambah dengan negara-negara Uni Eropa.

Annex B Countries : Negara yang termasuk dalam lampiran B Protocol Kyoto yang telah
setuju untuk mentargetkan emisi GRK-nya, termasuk negara-negara Annex | kecuali Turkey
dan Belarus.

APL : Area untuk Penggunaan Lain, suatu kawasan hutan yang direncanakan dapat
dikonversi untuk kebutuhan sektor lain. APL disebut juga KBNK (Kawasan Budidaya Non
Kehutanan). APL ini bisa masih berhutan dan bisa sudah tidak berhutan.

BAU (business as usual) : merupakan suatu kondisi yang mengukuti proses yang sudah
ada sebelumnya tanpa adanya intervensi. Dalam dokumen ini dikaitkan dengan perkiraan
tingkat emisi gas rumah kaca pada periode yang akan datang (dalam dokumen ini periode
2000-2030) berdasarkan kecenderungan yang berlaku sekarang.
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Biodiversity Keanekaragaman hayati : Total keanekaragaman semua organisme dan
ekosistem pada berbagai skala keruangan (mulai dari genus sampai ke seluruh bioma).

Biomas (Biomass) : Massa (berat) dari organisme yang hidup yang terdiri atas tumbuhan
dan hewan yang terdapat pada suatu areal dengan satuan t/ha. Yang dimaksdu didisin
biomas adalah berat kering tumbuhan dalam satu satuan luas.

Cadangan karbon (Carbon stock) : Jumlah berat karbon yang tersimpan di dalam
ekosistem pada waktu tertentu, baik berupa biomas tumbuhan, tumbuhan yang mati,
maupun karbon di dalam tanah.

Co-benefits : Manfaat dari implementasi skema REDD selain manfaat penurunan emisi
GRK seperti penurunan tingkat kemiskinan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan
peningkatan pengelolaan hutan; multiple benefit.

Conference of Parties (COP) : Konferensi para pihak. Badan otoritas tertinggi dalam suatu
konvensi, bertindak sebagai pemegang otoritas pengambil keputusan tertinggi. Badan ini
merupakan suatu assosiasi dari semua negara anggota konvensi.

Data aktivitas (Activity data) : Luas suatu penutupan/penggunan lahan dan perubahannya
dari suatu jenis tutupan/penggunaan lahan ke tutupan/penggunaan lahan yang lain.

Deforestasi hutan : Konversi lahan hutan yang disebabkan oleh manusia menjadi areal
pembukaan lahan (definisi menurut Marrakech Accords); konversi hutan menjadi lahan
pemanfaatan lainnya atau pengurangan luas hutan untuk jangka waktu panjang di bawah
batas minimum 10% (definisi FAO).

Degradasi Hutan : Penurunan kuantitas dan kualitas tutupan hutan dan stok karbon
selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (Permenhut 30/2009).
Sampai saat tulisan ini dibuat, definisi degradasi hutan dalam mekanisme REDD belum
disepakati, atau IPCC belum mengeluarkan definisi degradasi hutan. Definisi umum
tentang degradasi hutan adalah pembukaan hutan hingga tutupan atas pohon pada
tingkat diatas 10%.

Efek rumah kaca : Suatu proses pemantulan energi panas ke atmosfer dalam bentuk
sinarsinar infra merah. Sinar-sinar infra merah ini diserap oleh karbondioksida dan di
atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu; Suatu proses pemanasan permukaan suatu
benda langit (terutama planet atau satelit) yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan
atmosfernya. Pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada 1824. Efek rumah kaca
dapat digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda: efek rumah kaca alami yang terjadi
secara alami di bumi, dan efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas
manusia (lihat juga pemanasan global). Yang belakang diterima oleh semua; yang pertama
diterima kebanyakan oleh ilmuwan, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat.
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Ekivalen karbon dioksida (Carbon dioxide equivalent) : Suatu ukuran yang digunakan
untuk membandingkan daya pemanasan global (global warming potential, GWP) gas
rumah kaca tertentu relatif terhadap daya pemanasan global gas CO2. Misalnya, GWP
metana (CH4) selama rata-rata 100 tahun adalah 21, dan nitrous oksida (N20) adalah
298. Ini berarti bahwa emisi 1 juta ton CH4 dan 1 juta t N20 berturut-turut, menyebabkan
pemanasan global setara dengan 25 juta ton dan 298 juta ton CO2.

Emisi (Emissions) : Proses terbebasnya gas rumah kaca ke atmosfir, melalui beberapa
mekanisme seperti : dekomposisi bahan organik oleh mikroba yang menghasilkan gas
CO2 atau CH4, proses terbakarnya bahan organik menghasilkan CO2, proses nitrifikasi
dan denitrifikasi yang menghasilkan gas N20O. Dalam pengertian ini emisi dari perubahan
penggunaan lahan disebabkan karena adanya kehilangan potensi penambat karbon
di atas tanah yang disebabkan karena berkurangnya vegetasi/pepohonan sebagi
penyimpan biomassa.

Fluks (Flux) : Kecepatan mengalirnya gas rumah kaca, misalnya kecepatan pergerakan
CO2 dari dekomposisi bahan organik tanah ke atmosfir dalam satuan berat gas per luas
permukaan tanah per satuan waktu tertentu (misalnya mg/(m2.jam).

Gas Rumah Kaca (GRK) : Yaitu CO2, CH4, N20, SF6, HFC dan PFC. Gas-gas ini merupakan
akibat aktivitas manusia dan menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di
atmosfer. Hal ini menyebabkan fenomena pamanasan global yaitu meningkatnya suhu
permukaan bumi secara global. Pemanasan global mengakibatkan Perubahan Iklim,
berupa perubahan pada unsur-unsur iklim seperti naiknya suhu permukaan bumi,
meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang
pada akhirnya akan mengubah pola iklim dunia.

Gigaton (10°ton) : Unit yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah karbon atau
karbondioksida di atmosfer.

HTI : Hutan Tanaman Industri adalah program penanaman lahan hutan tidak produktif
dengan tanaman-tanamanan industri seperti kayu jati dan mahoni guna memasok
kebutuhan serat kayu (dan kayu pertukangan) untuk pihak industri.

Hutan : Suatu kawasan dengan luas paling sedikit 0,001 - 1 hektar dengan tutupan atas
berupa pohon lebih dari 10-30%, dan tumbuh di kawasan tersebut sehingga mencapai
ketinggian minimal 2-5 meter (FAO); Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
(UU.41/1999). Definisi hutan yang aktual dapat bervariasi dari satu negara ke negara
lainnya karena Protokol Kyoto memperbolehkan masingmasing negara untuk membuat
definisi yang tepat sesuai dengan parameter yang digunakan untuk penghitungan
emisi nasional.
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Hutan Hak : hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
Hutan Negara : hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
Hutan Adat : hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan Desa : hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan
desa serta belum dibebani ijin/hak

Hutan Produksi : kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Lindung : kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan
erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Konservasi : Adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai
fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) : Suatu Panel ilmiah yang didirikan
pada tahun 1988 oleh pemerintah anggota Konvensi Perubahan Iklim yang terdiri dari
para ilmuwan dari seluruh dunia untuk melakukan pengkajian (assessment) terhadap
perubahan iklim, menerbitkan laporan khusus tentang berbagai topik yang relevan dengan
implementasi Kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan lklim. Panel ini memiliki tiga
kelompok kerja (working group) : I. Dasar limiah, Il. Dampak, Adaptasi, dan Kerentanan,
[ll. Mitigasi.

Karbon (Carbon) : Unsur kimia bukan logam dengan simbol atom C yang banyak terdapat
di dalam semua bahan organik dan di dalam bahan anorganik tertentu. Unsur ini
mempunyai nomor atom 6 dan berat atom 12 g.

Karbon dioksida (Carbon dioxide) : Gas dengan rumus CO2 yang tidak berbau dan tidak
bewarna, terbentuk dari berbagai proses seperti pembakaran bahan bakar minyak dan
gas bumi, pembakaran bahan organik (seperti pembakaran hutan), dan/atau dekomposisi
bahan organik serta letusan gunung berapi. Dewasa ini konsentrasi CO2 di udara adalah
sekitar 0,039% volume atau 388 ppm. Konsentrasi CO2 cenderung meningkat dengan
semakin banyaknya penggunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta emisi dari bahan
organic di permukaan bumi. Gas ini diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis.
Berat molekul CO2 adalah 44 g. Konversi dari berat C ke CO2 adalah 44/12 atau 3,67.

Kyoto Protocol : Protokol Kyoto, merupakan perjanjian internasional untuk membatasi dan
menurunkan emisi gas-gas rumah kaca — karbon dioksida, metan, nitrogen oksida, dan
tiga gas buatan lainnya. Negara-negara yang setuju untuk melaksanakan protokol ini di
negara masingmasing berkomitmen untuk mengurangkan pembebasan gas CO2 dan lima
GRK lain, atau bekerjasama dalam perdagangan kontrak pembebasn gas perdagangan
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kontrak pembebasan gas jika mereka menjaga jumlah atau menambah pembebasan
gas-gas tersebut, yang menjadi puncak gejala pemanasan global. Protokol ini di adopsi
di Kyoto pada tahun 1997 pada saat COP 3, mulai berlaku tahun 2005, dan akan berakhir
tahun 2012. Negara-negara yang termasuk dalam Annex B dari protokol ini berkewajiban
menurunkan emisi sebesar 5% dibawah emisi tahun 1990 pada tahun 2008 -2012.
Indonesia sebagai negara berkembang tidak dikenakan kewajiban untuk menurunkan
emisinya. Indonesia yang telah meratifikasi Protokol Kyoto pada 3 Desember 2004, melalui
UU no. 17/ 2004.

Lahan gambut (Peatland) : Lahan yang tanahnya kaya dengan sisa tumbuhan yang
terdekomposisi sebagian, dengan kadar C organik tanah >18% dan ketebalan >50 cm.
Tanah yang berada pada lahan gambut disebut tanah gambut. Lahan gambut banyak
terdapat pada lahan basah (wetland). Tanah gambut tropis mempunyai kisaran ketebalan
0,5 ->15 m dan yang terbanyak antara 2-8 m.

Neraca karbon (Carbon budget) : Neraca dari terjadinya perpindahan karbon dari
satu penyimpan karbon (carbon pool) ke penyimpan lainnya dalam suatu siklus karbon,
misalnya antara atmosfi r dengan biosfi r dan tanah.

Peat (gambut) : Jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tetumbuhan yang
setengah membusuk; oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi.

Peatland : Lahan gambut, salah satu jenis lahan wetland. Lahan gambut merupakan lahan
yang penting dalam perubahan iklim karena kemampuannya dalam memproses gas
yang menyebabkan efek rumah kaca, seperti CO2 dan metan. Pada kondisi alami, lahan
gambut tidak mudah terbakar karena sifatnya yang menyerupai spons, yakni menyerap
dan menahan air secara maksimal sehingga pada musim hujan dan musim kemarau tidak
ada perbedaan kondisi yang ekstrim. Namun, apabila kondisi lahan gambut tersebut
sudah mulai tergangggu akibatnya adanya konversi lahan atau pembuatan kanal, maka
keseimbangan ekologisnya akan terganggu. Pada musim kemarau, lahan gambut akan
sangat kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Gambut mengandung
bahan bakar (sisa tumbuhan) sampai di bawah permukaan, sehingga api di lahan
gambut menjalar di bawah permukaan tanah secara lambat dan dan sulit dideteksi, dan
menimbulkan asap tebal. Api di lahan gambut sulit dipadamkan sehingga bisa berlangsung
lama (berbulan-bulan). Dan, baru bisa mati total setelah adanya hujan yang intensif.

Penggunaan lahan (Land use) : Hasil dari interaksi lingkungan alam dan manusia
yang berwujud pada terbentuknya berbagai kenampakan lahan untuk berbagai fungsi
yang menampung aktivitas manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa
jenis penggunaan lahan yang umumnya ada di Indonesia seperti hutan, tanaman
semusim, perkebunan, agroforestry/pertanaian lahan kering campur, kebun campuran,
dan permukiman.
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Penyerapan karbon (Carbon sequestration) : Proses penyerapan karbon dari atmosfir
ke penyimpan karbon tertentu seperti tanah dan tumbuhan. Proses utama penyerapan
karbon adalah fotosintesis.

Penyimpan karbon (Carbon pool) : Subsistem yang mempunyai kemampuan menyimpan
dan atau membebaskan karbon. Contoh penyimpan karbon adalah biomas tumbuhan,
tumbuhan yang mati, tanah, air laut dan atmosfir.

Proyeksi emisi historis (historical BAU) : Perkiraan jumlah emisi untuk periode yang akan
datang berdasarkan kecenderungan pada satu periode tahun acuan (base year).

Proyeksi emisi forward looking : Perkiraan jumlah emisi untuk periode yang akan datang
berdasarkan kecenderungan pada satu periode tahun acuan (base year) serta dengan
memperhatikan rencana pembangunan dan kebijakan yang akan datang.

Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) : Suatu rencana aksi yang
diputuskan oleh Presiden yang tertuang dalam Perpress 61/2011. Rencana ini memuat
aksi-aksi nasional untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan lahan
gambut, pertanian, limbah, industri dan transportasi, serta energi.

REDD (Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation) : Suatu skema
atau mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif positif atau
kompensasi bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi
dan degradasi hutan. REDD mencakup semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka
pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon
yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang
berkelanjutan (Permenhut 30/ 2009). REDD merupakan suatu inisiatif untuk mengurangi
emisi GRK yang terkait dengan penggundulan hutan dengan cara memasukkan
‘avoided deforestation’ ke dalam mekanisme pasar karbon. Secara sederhana adalah
suatu mekanisme pembayaran dari komunitas global sebagai pengganti kegiatan
mempertahankan keberadaan hutan yang dilakukan oleh negara berkembang. REDD
merupakan mekanisme internasional yang dibicarakan dalam Konferensi PBB tentang
Perubahan Iklim ke-13 akhir tahun 2007 lalu di Bali dimana negara berkembang dengan
tutupan hutan tinggi selayaknya mendapatkan kompensasi apabila berhasil menurunkan
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

REDD+ (Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus) : Suatu
mekanisme penurunan emisi yang dikembangkan dari REDD (expanded REDD) dimana
penggunaan lahan yang tercakup didalamnya meliputi hutan konservasi, pengelolaan
hutan lestari (SFM), degradasi hutan, aforestasi dan reforestasi; semua upaya pengelolaan
hutan dalam rangka pengurangan dan/atau pencegahan, dan/atau perlindungan, dan/atau
peningkatan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai
kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
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Restoration (restorasi) : Suatu usaha untuk membuat ekosistem hutan asli dengan cara
menata kembali (reassembling) komplemen asli tanaman dan binatang yang pernah
menempati ekosistem tersebut.

Tingkat emisi referensi (Reference Emission Level, REL) : Tingkat emisi kotor dari suatu
area geographis yang diestimasi dalam suatu periode tertentu.

Tingkat referensi (Reference Level, RL) : Tingkat emisi netto yang sudah memperhitungkan
pengurangan (removals) dari sekuestrasi atau penyerapan C.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) : Konvensi Perubahan
Iklim PBB, sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah
kaca (GRK, atau Green House Gas-GHG) di atmosfir, pada taraf yang tidak membahayakan
kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem, sehingga dapat
menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Konvensi ini sudah
diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.6/1994.

Vegetasi : Tumbuh-tumbuhan pada suatu area yang terkait sebagai suatu komunitas
tetapi tidak secara taksonomi. Atau jumlah tumbuhan yang meliputi wilayah tertentu atau
di atas bumi secara menyeluruh.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu perubahan iklim sejak dua dasawarsa terakhir hingga saat ini semakin sering
didiskusikan seiring dengan meningkatnya suhu bumi karena pemanasan global (Stern,
2007). Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat sebesar 0,74 + 0,18 °C
(1,33 £ 0,32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak
pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi
Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar
ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua
akademi sains nasional dari negara-negara G8. Meningkatnya suhu global diperkirakan
akan menyebabkan perubahan-perubahan di bumi, seperti: naiknya permukaan air laut,
meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrem serta perubahan jumlah dan pola
presipitasi di atmosfer. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya
hasil pertanian, hilangnya gletser dan punahnya berbagai jenis flora fauna (IPCC, 2013).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2020
sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi
yang telah berjalan (Bussiness As Usual/BAU) dan sebesar 41% apabila ada dukungan
internasional. Komitmen ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam
pertemuan G-20 di Pittsburg, Amerika Serikat pada bulan September 2009 dan dalam
pertemuan Conference Of the Parties (COP) 15 di Copenhagen, Denmark pada bulan
Desember 2009. Komitmen tersebut dilanjutkan dengan diserahkannya dokumen /INDC
(Intended Nationally Determined Contribution) dimana disebutkan komitmen penurunan
emisi pasca 2020, yaitu dimana Indonesia akan tetap berkomitmen dalam penurunan
emisi sebesar 29 % hingga tahun 2030.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang memiliki peran strategis dalam
menyukseskan target penurunan rendah emisi nasional mengingat kawasan ini terbangun
di wilayah yang berupa kawasan pemukiman dan area transmigrasi yang terpusat di
Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik
Elikobel. Secara relatif konsentrasi perkembangan fisik Kabupaten berada di kawasan pusat
kota Utara dan Timur, sekarang ini mulai bergeser ke arah Barat.
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Hingga saat ini proporsi peruntukan penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang
wilayah Kabupaten Merauke dengan luas lahan 4,6 juta ha menunjukkan jenis peruntukan
penggunaan lahan untuk kawasan lindung 52,5%, kawasan budidaya 47,5%.

Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Saatini daerah mengalamiimplikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan
terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, belum memiliki regulasi
teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan
perikanan dan kelautan, urusan energi sumber daya mineral dan urusan kehutanan
sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan
urusan tersebut.

UU Nomor 23 Tahun 14 telah memberikan dasar-dasar yang sangat berbeda bagi
kewenangan kabupaten/kota dalam urusan tata kelola sumberdaya alam. Sektor
Kehutanan misalnya merupakan salah satu sektor yang paling banyak berubah. Banyak
kegiatan yang selama ini didesentralisasikan ke tingkat kabupaten/kota, kemudian di tarik
ke tingkat provinsi. Disisi lain, kabupaten/kota telah memiliki sejumlah inisiatif dalam
melaksanakan kebijakan nasional di sektor pengelolaan hutan, mulai dari pengelolaan
hutan lindung, hutan kota, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan,
pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga mendukung pelaksanaan
program pembangunan hijau seperti : REDD+, Program Pembangunan Rendah Karbon,
review perijinan dalam tata kelola sumberdaya alam, hingga pembentukan sistem
informasi terpadu dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Contoh nyata inisiatif kebijakan dan kegiatan di Kabupaten Merauke yang telah dimiliki
adalah Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi dan sudah memiliki kelompok Kerja yang
berasal dari berbagai instansi dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang
handal dan sangat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Merauke berhasil menyusun
Dokumen Pembangunan Rendah Emisi sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan
tata guna ruang di tingkat kabupaten. Tetapi dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014,
diperlukan adanya penyesuaian dimana terdapat perubahan kewenangan seperti
disebutkan sebelumnya.

Singkatnya, di sektor berbasis lahan seperti kehutanan, beban provinsi dalam pengelolaan
hutan akan semakin berat. Kedepannya good forest governance ditantang oleh kemampuan
provinsi dalam merencanakan, mengelola, menyediakan sumber daya dan mengatur tata
kelola hutan termasuk memenuhi berbagai harapan terhadap kontribusi sumber daya hutan
terhadap isu-isu perubahan iklim, dan lain-lain. Tantangannya bagaimana provinsi dapat
meneruskan inisiatif-inisatif tersebut seraya juga mengembangkan program yang lebih besar
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dan menyeluruh. Tantangan lain bagaimana alokasi sumber daya (termasuk keuangan) yang
bisa dialokasikan pemerintah provinsi untuk memenuhi tuntutan tugas yang baru ini.

Melalui dokumen ini, Tim Pokja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (TIPRE) berharap
bahwa inisiatif pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang telah dilakukan Kabupaten
Merauke tetap dapat dilanjutkan, dan tidak bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun
2014. Sebagai upaya untuk mendorong perencanaan penggunaan lahan yang baik,
maka Tim Kelompok Kerja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (Pokja TIPRE)
Kabupaten Merauke melalui beberapa tahapan proses identifikasi, inventarisasi sumber-
sumber emisi dan diskusi dengan pejabat pemangku kepentingan, swasta, Lembaga
Sosial Masyarakat (LSM) dan masyarakat, serta melakukan penyusunan aksi mitigasi
daerah yang mendukung inisiatif provinsi dan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi yang dapat mendukung dalam strategi perencanaan
pembangunan rendah emisi;

2. Mengkompilasi hasil analsisis yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkup Pemerintah Kabupaten Merauke
dan parapihak yang tergabung dalam Pokja.

3. Meningkatkan kesadaran dan dukungan dari para pihak (pemerintah, swasta,
LSM, akademisi dan masyarakat lokal) untuk berperan aktif dalam mewujudkan
perencanaan pembangunan rendah emisi.

Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya rencana kerja sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi yang diakibatkan dari perubahan penggunaan
lahan dalam mendukung pembangunan rendah emisi di Kabupaten Merauke.

1.3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan dokumen ini adalah didapatkannya data
dan informasi terkait perubahan penggunaan lahan, emisi karbondioksida, dan usulan
aksi mitigasi yang diharapkan menjadi acuan semua pihak yang dapat terlibat dalam
implementasi kegiatan untuk menurunkan emisi dari kegiatan berbasis lahan di
Kabupaten Merauke.

1.4. Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari penyusunan Dokumen Strategi Perencanaan Tata Guna
Lahan Mendukung Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Merauke, antara lain:
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1. Data dan informasi yang mendukung dalam usulan strategi perencanaan
pembangunan rendah emisi tersedia;

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kabupaten
Merauke dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan rendah emisi;

3. Dokumen strategi perencanaan pembangunan rendah emisi yang dapat berkontribusi
dalam aksi mitigasi perubahan iklim;

4. Dukungan dari para pihak (pemerintah, swasta, LSM, akademisi dan masyarakat lokal)
untuk berperan aktif dalam mewujudkan perencanaan pembangunan rendah emisi.

1.5. Ruang Lingkup

Dokumen strategi perencanaan pembangunan rendah emisi akan membahas tentang
1) menjelaskan profil pembangunan daerah yang memiliki potensi peningkatan emisi 2)
menjelaskan unit perencanaan tutupan lahan kabupaten untuk pembangunan daerah,
3) menggambarkan perubahan penggunaan lahan masa lalu hingga saat ini pada setiap
unit perencanaan di Kabupaten Merauke; 4) menjelaskan perkiraan emisi gas rumah
kaca akibat perubahan penggunaan lahan di setiap unit perencanaan, 5) menjelaskan
scenario baseline sebagai proyeksi reference emission level dengan menggunakan Historical
Baseline-Baseline dan Forward Looking-Baseline, 6) penyusunan dan penjabaran aksi
mitigasi di setiap unit perencanaan yang dapat menyumbangkan penurunan emisi CO,, 7)
pendugaan emisi, manfaat ekonomi dan jasa lingkungan lainya dari setiap aksi mitigasi, 8)
strategi implementasi dari setiap aksi mitigasi disetiap aksi mitigasi, 9) penjelasan strategi
implementasi pelaksanaan aksi mitigasi melalui integrasi dengan dokumen daerah.

1.6. Tinjauan Konsep dan Dasar Hukum
Tinjauan konsep dan dasar hukumyang menjadidasar penyusunan dokumen pembangunan
rendah emisi Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat
dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 196/90 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

¢. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

d. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1994 Pengesahan United Nations Convention On
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman
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r.

S.

Hayati (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 Pengesahan United Nations Framework

Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB, Mengenai Perubahan
Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua (Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor
21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang
(lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (LNRI Tahun 2004 Nomor

857 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
142 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45);

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tata Hutan Tanah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3294);

. Peraturan Materi kehutanan Nomor 30 tahun 2009 tentang Pengurangan Emisi dari

Deforestasi dan Degradasi;

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;

. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Merauke tahun 2010 - 2030;

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Daerah

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke (RPJMD) Tahun 2011-2016;
Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 01 tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
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t. Inpres Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Tata Kelola
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

u. Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca;

v. Perpres Nomor 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;

w. Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Invenstarisasi Gas Rumah
Kaca Nasional;

X. Perpres Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.7. Metodologi

Penyusunan Dokumen Strategi Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Pembangunan
Rendah Emisi Kabupaten Merauke dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten yang dibentuk
Tahun 2014 Data yang digunakan dalam dokumen ini terdiri dari data faktor emisi dari
beberapa penggunaan lahan, data land use profitability, dan peta tutupan lahan time
series tahun 1990, 2000, 2005, 2010 dan Tahun 2014 serta peta rencana pola ruang RTRW
Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030. Selanjutnya data diolah menggunakan perangkat
lunak yaitu LUMENS (land use planning for multiple environmental services) dengan
menggunakan pendekatan terintegrasi dan analisa trade off yang mencakup: perencanaan
pembangunan berkelanjutan, perencanaan penggunaan lahan, dan perencanaan aksi
mitigasi dari sektor secara menyeluruh (Dewi et al, 2014).

Analisa Trade-off, strategy,
termasuk skema insentif mulai
program REDD+ dan NAMA
berbasis lahan

|

Inklusif, integrative, berbasis Perencanaan penggunaan Penyedia jasa :
data REDD+ dan NAMA lahan untuk pembangunan Pembangunan
berbasis Lahan dan Jasling “Multi scenario” berkelanjutan

Penghidupan :
Pemicu, pendapatan, tenaga

kerja, ketahanan pangan,
gizi, dan lain-lain, Jasa Lingkungan
Cadangan : karbon, air,
dan hayati

PRAEG GBI I TR i

Penggunaan Lahan

Gambar 1.1. Konsep utama di perangkat lunak LUMENS
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1.8. Proses Implementasi

Dokumen Strategi Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Pembangunan Rendah
Emisi Kabupaten Merauke disusun oleh anggota pokja yang dibentuk dan disahkan
berdasarkan SK Bupati Kabupaten Merauke. Stakeholder yang sangat berperan dalam
mempersiapkan data adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan
dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertambangan dan
Energi, Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten Merauke.

Dalam kegiatan ini data dikumpulkan dari semua OPD yang ada di Kabupaten Merauke.
Beberapa data yang diperlukan terkait peta tutupan lahan, peta RTRW, RPJMD, cadangan
karbon, nilai ekonomi penggunaan lahan, perijinan penggunaan ruang, dan data lain
terkait rencana penggunaan Lahan dimasa yang akan datang. Hasil analisis/olah data
dari perangkat lunak Land Use Planning for Multiple Environmental Services (LUMENS) juga
digunakan dalam penyusunan dokumen ini.

Penyusunan Dokumen ini dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak yang ada
dan dimotori oleh Pokja TIPRE. Dalam pelaksanakaan penyusunan dokumen dimulai
dengan melakukan penguatan kapasitas pokja dalam pengolahan data lapangan.
Peningkatan kapasitas anggota pokja dalam mengenali perubahan lahan berdasarkan
data masa lalu untuk dapat memperkirakan emisi karbon dioksida, mengidentifikas
penyebab terjadinya emisi, serta menghasilkan aksi mitigasi yang dapat menurunkan
emisi di Kabupaten Merauke.

Bagian akhir dari kegiatan adalah dengan dilakukannnya kegiatan konsultasi publik
yang merupakan wahana parapihak yang lebih luas di Kabupaten Merauke dapat
memberikan saran dan masukan terkait rencana yang telah dibuat. Kesempatan ini juga
dimanfaatkan untuk meningkatkan dukungan dan komitmen parapihak untuk bersama-
sama berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana aksi mitigasi yang telah dibuat
kedalam tahapan implementasi dilapangan. Hal tersebut sangat penting dilaksanakan
karena tanpa dukungan semua pihak maka rencana yang telah disusun tidak akan sampai
pada tahap implementasi kegiatan yang secara riil dapat menurunkan emisi dari kegiatan
berbasis lahan.
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PROFIL DAERAH

2.1. Profil dan Karakteristik Daerah

2.1.1. Administrasi

Kabupaten Merauke merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Republik Indonesia
yang terletak pada 137°30'-140°00' BT dan 5°00-9°00" LS dengan batas wilayah Sebelah
Utara berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel, Sebelah Timur berbatasan dengan
Negara Papua New Guinea, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan, Sebelah
Barat berbatasan dengan Kabupaten Mappi

Letak geografis yang demikian memiliki prospek pengembangan wilayah yang strategis
karena berada pada bibir kawasan Pasifik Selatan yang berbatasan langsung dengan
Papua New Guinea dan Australia.

Luas Kabupaten Merauke 46.791,63 km? dan luas perairan 5.089,71 km? dengan jumlah
penduduk tahun 2013 sebanyak 209.980 jiwa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke
terdiri dari dataran rendah dengan kemiringan 0-8%, pesisir pantai berawa-rawa tergenang
air, bagian utara dan timur agak tinggi/bergelombang dengan sedikit berbukit. Tinggi air
pasang surut 5-7 m, air pasang laut masuk sampai sejauh 50-60 km dan beberapa tempat
telah terintrusi air asin/air laut.

Kabupaten Merauke memiliki 20 distrik yang terdiri dari 8 kelurahan dan 160 kampung
yang tersebar diseluruh Kabupaten Merauke. Posisi geografis Kabupaten Merauke
terhadap Provinsi Papua dapat dilihat pada Peta Orientasi Gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Peta orientasi

Dari luas wilayah Kabupaten Merauke 46.791,63 km? atau 14,67 persen dari keseluruhan
wilayah Provinsi Papua sehingga Kabupaten Merauke adalah kabupaten yang terluas di
Provinsi Papua dan juga diantara Kabupaten lainnya di Indonesia. Secara administratif
Kabupaten Merauke memiliki 20 Distrik, 160 Kampung dan 8 Kelurahan, dimana Distrik
Waan merupakan distrik yang terluas yaitu mencapai 5.416,84 km? sedangkan Distrik
Semangga adalah distrik yang terkecil dengan luasnya hanya mencapai 326,95 km? atau
hanya 0,70 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke. Sementara luas perairan di
Kabupaten Merauke mencapai 5.089,71 km2. Gambaran administratif Kabupaten Merauke
dan rincian luas tiap distrik dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.2.
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Tabel 2.1. Rincian luas wilayah Kabupaten Merauke tahun 2013

Persentase Luas

Distrik Luas (km?) Luas Perairan (km?) Terhadap Total (%)
(1) (2) (3) (4)

1. Kimaam 4.630,30 769,88 9,90
2. Tabonji 2.868,06 666,99 6,13
3. Waan 5.416,84 1.383,74 11,58
4. llwayab 1.999,08 501,75 4,27
5. Okaba 1.560,50 376,45 3,34
6. Tubang 2.781,18 286,22 5,94
7. Ngguti 3.554,62 - 7,60
8. Kaptel 2.384,05 - 5,10
9. Kurik 977,05 - 2,09
10. Anim Ha 1.465,60 - 3,13
11. Malind 490,60 306,20 1,05
12. Merauke 1.445,63 188,93 3,09
13. Naukenjerai 905,86 517,48 1,94
14. Semangga 326,95 92,07 0,70
15. Tanah Miring 1.516,67 - 3,24
16. Jagebob 1.364,96 - 2,92
17. Sota 2.843,21 - 6,07
18. Muting 3.501,67 - 7,48
19. Elikobel 1.666,23 - 3,56
20. Ulilin 5.092,57 - 10,88
Jumlah/Total 46.791,63 5.089,71 100,00

Sumber: Merauke Dalam Angka, 2013
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KABUPATER MERAKE TAHUN 2090 2010

PETA BATAS ADMINISTRAST

Gambar 2.2. Peta Administrasi

2.1.2. Klimatologi

Seperti kebanyakan kondisi klimatologi di wilayah Indonesia, Kabupaten Merauke memiliki
dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu rata-rata di
kabupaten Merauke pada tahun 2013 adalah sebesar 26,92° Celcius dengan suhu terendah
sebesar 22,10° C yang terjadi pada bulan Agustus dan suhu tertinggi terjadi pada bulan
November 32,20°C. Kelembaban relatif Kabupaten Merauke adalah sebesar 80,92 persen
dengan kondisi paling lembab terjadi pada bulan Mei sebesar 85,40 persen. Kabupaten
Merauke dengan rata-rata tekanan udara sebesar 1.008,99 mb dengan rata-rata kecepatan
angin sebesar 13 knot pada tahun 2013. Secara total jumlah curah hujan di Kabupaten
Merauke pada tahun 2013 adalah 194 hari. Data Tahun 2013 menunjukan bahwa curah
hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan besar 575,50 mm dan sebaliknya data
curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan hanya sebesar 6,2 mm.

2.1.3. Jenis Tanah

Tanah sebagai media tumbuh tanaman adalah salah satu sumberdaya alam yang sangat
penting dijaga kelestariannya. Tanah dalam proses pembentukannya dipengaruhi oleh
lima faktor pembentuk tanah yaitu bahan induk, iklim, relief/landform, vegetasi, dan waktu.

Tanah di Kabupaten Merauke diklasifikasikan ke dalam 5 ordo yaitu Histisols, Entisols,
Inceptisols, Spodosols, dan Ultisols. Sebaran kelima jenis tanah di dataran Kabupaten
Merauke adalah sebagai berikut:
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1  Histosol . Tersebar di Distrik Anim Ha, Muting, Ulilin, Tanah Miring, Sota, Merauke,
dan Naukenjerai.

2  Entisols . Distrik Elikobel, Ulilin, Muting, Semangga, Kurik, Malind, Tubang, Waan,
Kimaam, Tabonji, llwayab, dan Okaba.

3  Inceptisols : Tersebar di Distrik Kaptel, Ngguti, Tabonji, Kimaam, Waan, Sota, Semangga,
Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, dan Muting, Ilwayab

4 Spodosol : Distrik Merauke.
5 Ultisols : Distrik Ulilin, Elikobel, Muting, Kaptel, Ngguti, Tanah Miring, dan Kurik.

Kelima jenis tanah yang tersebar di kawasan Merauke jenis tanah yang mendominasi
adalah jenis tanah Inceptisols yaitu jenis tanah-tanah yang mengalami alterasi yang
ditunjukkan oleh perubahan warna, bentukan struktur, dan adanya akumulasi liat silikat
tetapi belum memenuhi syarat algelik. Jenis tanah Entisols juga mendominasi tanah di
Kabupaten Merauke. Entisols merupakan tanah yang belum mempunyai perkembangan
struktur dengan susunan horizon AC atau AR dan bersolum tipis. Sedangkan sebaran
tanah yang paling yaitu Spodosols, tanah Spodosols mempunyai subhorison spodik dan
albik pada kedalaman 0,50 cm. Tanah jenis Spodosols berada di sebelah utara Distrik
Merauke. Persebaran jenis tanah di Kabupaten Merauke dapat di lihat pada Gambar 2.3.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 20710 2030

KABUPATEN MAPPL KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PETA JENIS TANAH

LEGENDA
= -

.

i * Skals Pet 1 : 600.000

Gambar 2.3. Peta jenis tanah
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2.1.4. Hidrologi

a. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Merauke memiliki iklim yang sangat tegas antara musim penghujan dan musim
kemarau. Dataran Merauke mempunyai karakteristik iklim khusus yang mana curah hujan
yang terjadi dipengaruhi oleh angin muson, baik muson barat - barat laut (angin muson
basah) dan muson timur - timur tenggara (angin muson kering) dan juga dipengaruhi oleh
kondisi topografi dan elevasi daerah setempat.

Curah hujan per tahun di Kabupaten Merauke rata-rata mencapai 1.558,7 mm. Data yang
ada memperlihatkan bahwa perbedaan jumlah curah hujan pertahun antara daerah
Merauke bagian selatan dan bagian utara. Secara umum terjadi peningkatan curah
hujan pertahun dari daerah Merauke Selatan (1.000 - 1.500 mm/tahun) di bagian Muting,
kemudian curah hujan dengan jumlah 1.500 - 2.000 mm/tahun terdapat di Distrik Okaba
dan sebagian Muting selebihnya semakin menuju ke utara curah hujannya semakin tinggi.
Perbedaan tersebut juga berlaku pada jumlah bulan basah yaitu semakin kebagian utara
masa basah sangat panjang sedangkan pada bagian selatan terdapat masa basah yang
relatif pendek. Kondisi iklim yang demikian berpeluang untuk dua kali tanam. Musim hujan
yang terjadi merupakan kendala terhadap kondisi jalan-jalan tanah yang setiap tahun
mengalami kerusakan.

b. Kondisi Perwilayahan DAS

Secara umum, Kabupaten Merauke memiliki 3 (tiga) perwilayahan Daerah Aliran Sungai
(DAS) yaitu DAS Bikuma, DAS Buraka, dan DAS Dolak. DAS Bikuma sendiri terdiri dari
3 (tiga) DAS yaitu DAS Bian, Kumbe, dan Maro. Selain itu ada sebagian wilayah Kabupaten
Merauke yang termasuk dalam perwilayahan DAS Digoel. Apabila perwilayahan DAS
tersebut disesuaikan dengan perwilayahan administrasi distrik di Kabupaten Merauke,
maka perwilayahan DAS tersebut dapat dibagi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu:

1. Distrik Ulilin, Muting, Anim Ha, Kurik, Kaptel, Distrik Malind dan Distrik Okaba
tergabung dalam DAS Bian (DAS BIKUMA) dengan luas 999.918,9 ha.

2. Distrik Elikobel, Muting, Tanah Miring, Jagebob, Semangga, Merauke, Kurik, Anim
Ha dan Distrik Malind tergabung dalam DAS Kumbe (DAS BIKUMA) dengan luas
465.140,1 ha.

3. Distrik Elikobel, Muting, Tanah Miring, Jagebob, Semangga, Merauke, Kurik, Anim Ha
dan Distrik Sota tergabung dalam DAS Maro (DAS BIKUMA) dengan luas 829.112,5 ha.

4. Distrik Ulilin, Kaptel, Ngguti, llwayab, Tubang dan Distrik Okaba tergabung dalam DAS
Buraka 876.627,5 ha.

5. Distrik Ilwayab, Tabonji, Kimaam dan Distrik Waan tergabung dalam DAS Dolak
dengan luas 1.246.950,8 ha.

6. Distrik Kaptel, Ngguti, llwayab, Tabonji dan Distrik Kimaam tergabung dalam DAS
Digoel dengan luas 233.594,1 ha.
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Dalam aspek pengelolaan wilayah DAS, umumnya satuan perwilayahan DAS tersebut
dibagi lagi ke dalam tiga bagian wilayah yaitu wilayah hulu (upstream), sebagai bagian
wilayah yang menyimpan air, wilayah tengah (median), sebagai bagian wilayah yang
mengalirkan sekaligus menyimpan air, dan ketiga wilayah hilir (downstream) sebagai muara
dari aliran sungai. Ketiga bagian ini saling terkait dan harus saling mendukung kapasitas
sungai yang mengalirkan air tersebut tetap terjaga dan dapat meneruskan air tanpa harus
memberikan limpasan air pada daerah kiri kanan sungainya, bahkan pada saat curah
hujan tinggi. Pembagian daerah aliran sungai di Kabupaten Merauke di ilustrasikan pada
Gambar 2.4.
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Gambar 2.4. Peta Perwilayah DAS

2.2. Karakteristik Daerah dalam Konstelasi Pembangunan Provinsi Papua

2.2.1. Kependudukan

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama
yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten
Merauke tahun 2013 sebanyak 209.98 jiwa dengan luas wilayah mencapai hingga
46.791 km? sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Merauke sebesar 4,49 orang/
km?2 dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai hingga 2,03 persen pertahun. Dilihat
dari persebaran penduduk di Kabupaten Merauke, hingga tahun 2013 Distrik Merauke
merupakan distrik dengan persentase persebaran tertinggi, yaitu sebesar 44,77%
(93.999 jiwa) dan Distrik Kaptel adalah distrik dengan persebaran terendah, yaitu hanya
sebesar 0,87% (1.825 jiwa).
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2.2.2. Sumber daya manusia

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya
semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang, pangan,
pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah
penduduk Kabupaten Merauke dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun
2013 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan peduduk sekitar 2,03%.
Total jumlah penduduk tersebut di tahun 2010 sebesar 195.715 jiwa dan meningkat di
tahun 2013 menjadi 209.980 jiwa. Jumlah penduduk terbesar yaitu di Distrik Merauke
sebesar 93.999 jiwa di tahun 2010 dan terus meningkat hingga tahun 2013 mencapai
93.999 jiwa. Secara rinci Tabel 2.4 berikut ini menerangkan jumlah penduduk Kabupaten
Merauke di setiap distrik tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Merauke dalam kurun waktu tahun
2010 sampai dengan Tahun 2013 masih tergolong sangat rendah, akan tetapi tiap
tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata kepadatan di tahun 2010 sebesar
418 jiwa/km? menjadi 449 jiwa/km? tahun 2013, Distrik Merauke merupakan distrik dengan
rata-rata kepadatan penduduk tertinggi. Pada tahun 2013, rata-rata kepadatan penduduk
di Distrik Merauke mencapai 65 jiwa/km?2. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Distrik
Merauke disebabkan karena Distrik Merauke merupakan ibu kota Kabupaten Merauke.
Sementara distrik dengan rata-rata kepadatan penduduk terendah adalah Distrik Ngguti,
yang pada tahun 2013 rata-rata kepadatan penduduknya hanya 55 jiwa/km2.

2.3. Telaah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca
(GRK), SRAP REDD+ Provinsi dan SRAK Merauke

2.3.1. Telaah Dokumen RAD GRK Provinsi Papua

Saat ini Provinsi Papua telah melakukan Review RAD GRK mengikuti arahan dari
Pemerintah Pusat menyesuiakan target penurunan emisi hingga tahun 2030. Berikut di
bawah ini adalah beberapa aksi mitigasi yang diusulkan pada RAD GRK 2013. Aksi-aksi
tersebut telah dilaporkan melalui mekanisme Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
2011 hingga 2015.

Dalam RAD GRK tersebut dinyatakan target penurunan emisi sebesar 27 % atau sekitar
15.706.586 ton CO2 eq ditahun 2020. Melalui aksi mitigasi sebagai berikut :

. Fasilitasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada DAS Prioritas

. Pengembangan Demplot Hutan Cadangan Pangan seluas 100 ha

. Pengelolaan Industri berbasis masyarakat adat

. Penerbitan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu Masyarakat Hukum Adat
(IUPHHK-MHA) seluas 500,000 ha dan rekomendasi IUPHHK-HA seluas 500,000 ha
serta rekomendasi IUPHHK_RE seluas 250,000 ha

5. Fasilitasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada DAS Prioritas
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. Terbangunnya hutan tanaman rakyat seluas 50,000 ha

. Pembangunan industri kayu rakyat sebanyak 25 unit

. Pembentukan dan Pengembangan KPH sebanyak 56 Unit

. Meningkatnya pengetahuan teknis dan managerial bidang pengelolaan industri kayu
rakyat bagi 250 orang

10. Penanaman/reboisasi dan Pengembangan HTI

11. Sosialisasi paraturan operasi pengamanan hutan Secara Terpadu

12. Rehabilitasi hutan dan lahan disekitar kawasan lindung danau tigi, tage, dan enarotali,

seluas 800 ha
13. Penanaman pohon batas sepanjang 500 km (Wilayah Jayapura)

O 00 N O

2.3.2. Telaah Dokumen SRAP Papua

Dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Papua merupakan dokumen yang digunakan
sebagai acuan resmi pemerintah, masyarakat dan stakeholder dalam implementasi
skema REDD+ untuk penentuan prioritas program dan aksi mitigasi terkait pembangunan
rendah karbon. Hal ini terkait dengan laju deforestasi dan degradasi yang terus
meningkat dan diindikasi berpengaruh terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca
yang akan berdampak langsung terhadap perubahan iklim global. Beberapa isu terkait
dengan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua antara lain prosedur alih
fungsi kawasan, percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota sebagai dokumen legal
perencanaan pembangunan daerah berbasis lahan, illegal logging dan perambahan hutan,
hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan/lahan belum terjamin secara legal formal,
sektor pembangunan memarjinalkan hak masyarakat adat, sinkronisasi kebijakan antar
sektor belum optimal, tumpang tindah wewenang dan tanggung jawab antar OPD dan
kementerian terkait pemberian izin, belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman
hayati. Sedangkan isu terkait kebijakan adalah inkonsistensi ketentuan dan peraturan
di bidang kehutanan multilevel, belum selesainya tata batas dan fungsi kawasan hutan
di Provinsi Papua, belum terbangunnya unit manajemen tingkat tapak, timbulnya
konflik sosial di kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi, belum berhasilnya
pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, pelibatan masyarakat kurang dalam kegiatan
kehutanan terutama kegiatan konservasi dan rehabilitasi, pengelolaan Sumber Daya Alam
(SDA) belum memberikan nilai tambah signifikan, terbatasnya Sumber Daya Manusia
(SDM), teknis kehutanan, sarana prasarana dan dana, tumpang tindih kewenangan, serta
isu pemekaran kabupaten dan kota.

Cakupan aksi REDD+ dipandang dari segi negosiasi adalah skala spasial, pendekatan dan
metode penghitungan emisi karbon, tingkat rujukan (reference level), MRV (monitoring,
reporting dan verification) serta mekanisme pembayaran. Sedangkan dipandang dari segi
tingkat pengelolaan unit hutan mencakup deforestasi, degradasi hutan serta konversi
dan pemanfaatan lahan gambut. Hasil dari Reference level dihitung berdasarkan metode
pendugaan atau model pendugaan berbasis data inventarisasi. MRV merupakan dasar
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bagi pembayaran atas output/kinerja yang dilakukan oleh lembaga dana kemitraan REDD+.
Prinsip MRV yang diterapkan dalam REDD+ adalah mengacu pada /IPCC guidelines terbaru
(2006), kombinasi metode remote sensing dan ground-based inventory, memperhitungkan
ke lima penumpukan karbon, serta hasil perhitungan harus terbuka untuk diakses publik.
Dengan mengacu pada prinsip MRV tersebut, perhitungan emisi harus didasarkan pada
data perubahan tutupan hutan dari hasil pengolahan data remote sensing, penggunaan
faktor emisi dan faktor serapan karbon lokal serta tersedianya data kegiatan seperti
perubahan luas berbagai penutupan lahan sub kategori hutan, luas hutan tanaman
(hasil kegiatan misalnya program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL/
GERHAN), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR)
serta angka kerusakan hutan seperti dampak pembalakan, kebakaran, perambahan dan
data pendukung lainnya.

Total luasan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua
periode tahun 2006-2011 seluas 223.880 hektar. Berdasarkan hasil kajian didapatkan
bahwa sumber emisi terbesar berada di peruntukan kawasan hutan produksi dengan
perubahan tutupan lahan hutan lahan kering primer menjadi hutan lahan kering sekunder
sebesar 11 juta ton CO,-eqg/tahun. Beberapa aksi mitigasi yang direncanakan untuk
pengurangan emisi di Provinsi Papua terbagi dalam dua kelompok besar yakni peningkatan
serapan karbon yang dapat mengurangi emisi dan stabilisasi simpanan karbon hutan yang
dapat berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 552.303.873 ton CO,-eq (skenario
optimis) atau sebesar 65,68%.

Skenario aksi mitigasi akan berhasil ketika didukung dengan komitmen penuh seluruh
stakeholder, terimplementasi secara konsisten sesuai skenario dan kondisi pemungkin dapat
dikendalikan dan diintegrasikan dengan baik. Kondisi pemungkin yang dinilai dapat menjadi
faktor pendorong dan penghambat implementasi rencana aksi mitigasi REDD+ adalah:

a. Dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penerbitan regulasi terkait dengan
kepastian kawasan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam
serta perizinan investasi;

b. Perubahan pola pikir dan pola tindak dari pelaku pembangunan diperlukan serta
pemahaman bersama akan paradigma pembangunan rendah karbon melalui strategi
REDD+ untuk semua stakeholders baik pada tingkat pimpinan, pelaksana, masyarakat
dan pihak ketiga;

¢. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program kegiatan OPD baik di tingkat provinsi,
kabupaten/kota yang terbingkai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) serta kepastian wilayah kelola masyarakat adat merupakan kondisi
pemungkin utama yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum aksi-aksi mitigasi
diimplementasikan disetiap fokus aksi mitigasi.
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Kelembagaan pengelola, sumber pendanaan dan instrumen-instrumennya terutama
dalam MRV telah mantap dan telah terbangun baik ditingkat nasional maupun daerah.

2.3.3. Telaah Dokumen SRAK Merauke

Penyusunan Strategi Rencana Aksi Kabupaten (SRAK) Merauke merupakan tindak lanjut
dari penyusunan Dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Papua yang merupakan bukti
komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan terhadap penurunan
gas rumah kaca. Dokumen Strategi Rencana Aksi Kabupaten Merauke secara khusus
merupakan dokumen perencanaan rendah emisi/pembangunan hijau di sektor kehutanan
yang memuat beberapa hal yakni data dasar tentang Reference Emission Level (REL),
penilaian kesiapan kelembagaan, identifikasi isu strategis dan perencanaan aksi mitigasi
berdasarkan konsep partisipatif. Tujuan lebih khusus dari penyusunan Dokumen SRAK
Merauke ini adalah menyiapkan prasyarat yang dibutuhkan sesuai dengan skema nasional
maupun internasional terkait implementasi strategi REDD+ sehingga dokumen bersifat
dinamis dan fleksibel. Hal ini terkait dengan skema REDD+ baik dari segi mekanisme serta
kelembagaan di tingkat global maupun nasional yang masih terus berkembang. Begitu
pula dengan metode serta data yang digunakan masih adanya kendala terkait dengan
aspek kualitas dari data tersebut. Sehingga perlu adanya revisi secara periodik terhadap
substansi dari Dokumen SRAK Kabupaten Merauke.

Dokumen Strategi Rencana Aksi Kabupaten Merauke memuat beberapa hal yakni gambaran
umum kondisi hutan Kabupaten Merauke, strategi kebijakan REDD+ Kabupaten Merauke,
pengukuran keberhasilan rencana aksi dan sistem monitoring, Reference Emission Level (REL)
serta Aksi Mitigasi Kabupaten Merauke. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 782 Tahun 2012, peruntukan kawasan konservasi dan hutan lindung di Kabupaten
Merauke sebesar 15,1%, kawasan perairan sebesar 0,92%, peruntukan kawasan peruntukan
hutan produksi sebesar 54,06% dan areal penggunaan lain sebesar 29,92%.

Perkembangan kebijakan di sektor kehutanan memunculkan isu-isu strategis penggunaan
kawasan hutan di Kabupaten Merauke diantaranya rencana investasi berbasis lahan.
Program nasional Merauke Integrated Food and Energy Estate dengan potensi lahan seluas
1,2 juta hektar dan implementasi pada jangka pendek di tahun 2010-2014 dialokasikan
pada lahan 228.022 ha kemudian program ini dilanjutkan dengan kebijakan Nasional yang
menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lokus pengembangan lahan dalam mendukung
ketahanan pangan Nasional yang kegiatannya dimulai pada tahun 2015. Permasalahan
yang dihadapi dalam implementasi rencana investasi ini adalah konflik lahan antara
masyarakat dengan investor. Di sisi lain alokasi investasi meskipun berada di peruntukan
hutan produksi maupun areal penggunaan lain namun secara existing tutupan lahan pada
areal tersebut adalah hutan primer sehingga potensi terjadinya deforestasi akan sangat
tinggi. Strategi kebijakan yang bisa ditempuh untuk meminimalisir terjadinya deforestasi
maupun konflik sosial dalam masyarakat adalah rasionalisasi penggunaan lahan yakni
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dengan cara pelaksanaan studi kelayakan baik dari segi fisik lahan, ekonomi, sosial dan
lingkungan dalam alokasi areal investasi yang menggunakan kawasan hutan. Isu kebijakan
yang kedua adalah lemahnya alternatif usaha ekonomi produktif dan berkelanjutan
masyarakat. Potensi sumber daya alam yang melimpah serta ketergantungan masyarakat
lokal terhadap sumber daya alam membuat pendampingan peningkatan ekonomi
berkelanjutan masyarakat harus dilaksanakan berbasis pada sumber daya alam lokal.
Namun, kontinyuitas dalam proses pendampingan dipandang masih lemah dan
menjadi kendala terkait perkembangan peningkatan ekonomi lokal dan berkelanjutan
dari masyarakat.

Isu selanjutnya adalah kapasitas dan kesadaran masyarakat adat yang semakin lemah
dalam menyampaikan hak adatnya. Inkonsistensi dari masyarakat dalam mempertahankan
nilai adat akan memberikan pengaruh dari potensi terjadinya konflik horizontal dalam
masyarakat terkait penggunaan hutan oleh pihak ketiga. Di sisi lain, masyarakat memiliki
kearifan lokal dalam hal pemanfaatan hutan berkelanjutan yang dicerminkan dari adanya
lambang/totem yang melekat pada nama marga. Totem melambangkan tanaman atau
satwa yang berada di kawasan hutan mereka dan terdapat aturan internal dari setiap
marga dalam pemanfaatan tanaman atau satwa tersebut agar tetap terjaga keberadannya.
Aturan pemanfaatan tidak hanya berlaku untuk satwa maupun tanaman namun juga
terhadap ruang-ruang yang dianggap memiliki kaitan dengan keberadaan leluhur,
kejadian/mitos, jalur perjalanan dan singgah leluhur, perkampungan marga serta tempat
inisiasi adat. Kearifan lokal masyarakat yang sampai kepada arahan pemanfaatan ruang
ini harusnya yang diadopsikan dalam proses pemanfaatan ruang baik hutan maupun
non-hutan oleh pihak terkait. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan harus menekan ego
masing-masing institusi agar proses perencanaan penggunaan ruang maupun kawasan
hutan tidak mengalami tumpang tindih. Isu yang terakhir adalah kebiasaan membakar
semak oleh masyarakat adat untuk berburu binatang sehingga mengakibatkan kebakaran
hutan yang akan menjadi potensi peningkatan emisi. Untuk menekan potensi peningkatan
emisi ini, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kearifan lokal yang ada tidak
menambah peningkatan emisi dengan mengendalikan proses pembakaran lahan.

Metode perhitungan emisi Kabupaten Merauke menggunakan pendekatan forward looking
dan faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi nasional. Deforestasi diasumsikan
akan menghilangkan semua stok karbon pada seluruh tutupan hutan yang terdeforestasi
sehingga semua aktifitas yang mengakibatkan hilangnya semua stok karbon pada hutan
yang terdeforestasi. Sedangkan untuk degradasi diasumsikan bahwa hutan terdegradasi
adalah perubahan tutupan hutan dari hutan primer dan hutan sekunder yang diinterpretasi
oleh kementerian kehutanan.

Penyusunan garis acuan/baseline dengan pendekatan Bussiness as Usual/BAU untuk
penyusunan scenario REDD+ dilakukan dengan menggunakan pendekatan historical
based. Sehingga didapatkan perubahan penggunaan lahan berikut faktor pengaruh untuk
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menghitung jumlah emisi yang telah terjadi. Data yang digunakan untuk melakukan
perhitungan emisi adalah perubahan penggunaan lahan dan penutup lahan pada tahun
2000 hingga 2009. Selain itu dilakukan pula penghitungan baseline emisi berdasar rencana
pembangunan dalam RTRWK Merauke sebagai kejadian yang akan datang (forward looking).
Faktor emisi sektor kehutanan Kabupaten Merauke dominan disebabkan oleh degradasi
hutan (47,61%) kemudian disusul deforestasi hutan sebesar 46,92%. Apabila dibandingkan
dengan data provinsi dan nasional, Kabupaten Merauke memberikan kontribusi 45,29%
terhadap total emisi sektor kehutanan di Provinsi Papua dan 3,56% terhadap total emisi
sektor kehutanan nasional.

Rencana aksi mitigasi Kabupaten Merauke dalam implementasi REDD+ terbagi dalam dua
kelompok aksi yaitu peningkatan serapan karbon hutan (rehabilitasi hutan dan lahan,
pembangunan hutan kemasyarakatan, pelaksanaan restorasi ekosistem hutan) dan stabilisasi
simpanan karbon hutan (pencegahan perambahan hutan, pengurangan konversi hutan,
pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat). Berdasarkan hasil perhitungan, rencana aksi
dengan kategori stabilisasi simpanan karbon hutan (23,95%) dinilai mampu memberikan
kontribusi pengurangan emisi lebih tinggi dibandingkan dengan rencana aksi peningkatan
serapan karbon hutan (3,76%) selama kurun waktu perencanaan. Implementasi rencana aksi
tidak hanya melihat angka penurunan emisi, namun juga memperhatikan efektivitas biaya.
Tingginya emisi CO, sektor kehutanan dan lahan di Kabupaten Merauke disebabkan oleh
tingginya konversi hutan dan lahan untuk kepentingan investasi. Oleh karena itu pemerintah
daerah perlu meninjau kembali kebijakan investasi yang membutuhkan konversi hutan
primer dan mengarahkan konversi lahan-lahan marginal dan hutan kurang produktif.
Kontribusi seluruh aksi mitigasi akan menurunkan emisi kumulatif pada akhir tahun mitigasi
yakni tahun 2020 sebesar 53.457.819 ton CO,-eq/tahun atau 27,71%.

Kemungkinan implementasi tingkat kabupaten

Beberapa pra kondisi yang diperlukan untuk dapat menciptakan kondisi pemungkin
implementasi serangkaian aksi mitigasi REDD* di Kabupaten Merauke adalah
sebagai berikut:

Dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penerbitan regulasi terkait dengan
kepastian kawasan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam serta
perizinan investasi.

a. Perubahan pola pikir dan pola tindak dari pelaku pembangunan serta pemahaman
bersama akan paradigma pembangunan rendah karbon melalui strategi REDD+ untuk
semua stakeholder baik pada tingkat pimpinan, pelaksana, masyarakat dan pihak ketiga.

b. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program kegiatan OPD baik di tingkat provinsi,
kabupaten/kota yang terbingkai dalam RTRWP, RTRWK dan KPH serta kepastian
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wilayah kelola masyarakat adat merupakan kondisi pemungkin utama yang harus
dibangun terlebih dahulu sebelum aksi-aksi mitigasi diimplementasikan disetiap lokus
aksi mitigasi.

2.4. Identifikasi Rencana Pembangunan Daerah Terkait Aksi Mitigasi
Strategi Rencana Aksi Provinsi Papua merupakan dokumen perencanaan rendah emisi
yang disusun sebagai bahan acuan pelaksanaan program penurunan emisi berbasis
sektor kehutanan di tingkat provinsi. Berdasarkan identifikasi kondisi pemungkin dalam
dokumen tersebut, salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program penurunan
emisi adalah adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program kegiatan OPD
baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang terbingkai dalam RTRWP dan RTRWK.
Perkembangan kebijakan, otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah
kabupaten untuk dapat membuat perencanaan tata ruang wilayah dalam mewujudkan
proses pembangunan di tingkat kabupaten sehingga kebijakan, rencana dan program
yang tertuang dalam dokumen perencanaan kabupaten menjadi acuan bagi pemerintah
kabupaten untuk melaksanakan program kegiatan sesuai visi dan misi kabupaten
yang bersangkutan.

Sinkronisasi kebijakan antar level yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
bertujuan agar program di daerah dapat efektif baik dari segi pelaksanaan hingga
pemantauan program, maupun dari segi alokasi pendanaan. Demikian pula dalam strategi
pembangunan rendah emisi perlu diinventarisasi beberapa program Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Derah Kabupaten Merauke yang telah selaras
dengan aksi mitigasi strategi rencana aksi Provinsi Papua. Tujuannya adalah memudahkan
pelaksanaan program yang memiliki tujuan, substansi dan obyek yang sama sehingga
alokasi sumberdaya manusia pelaksana maupun pendanaan kegiatan bisa dimaksimalkan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada. Tabel 2.2. menunjukkan
identifikasi rencana pembangunan daerah OPD berbasis lahan dikaitkan dengan aksi
mitigasi SRAP Papua maupun SRAK Merauke.
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No

Tabel 2.2. Identifikasi rencana pembangunan daerah terkait aksi mitigasi
di level provinsi dan kabupaten

Aksi Mitigasi
Strategi
Rencana Aksi
Provinsi Papua

Pencegahan
perambahan
hutan pada
Kawasan
Suaka Alam
dan Hutan
Lindung

Pengurangan
konversi hutan
menjadi Areal
Penggunaan
Lain

Aksi Mitigasi
Strategi
Rencana

Aksi
Kabupaten
Merauke

Pencegahan
perambahan
hutan

Pengurangan
konversi
hutan

Rencana Pembangunan Daerah yang Terkait

Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup (konversi lahan,
perambahan)

Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan
Pelaksanaan AMDAL (konversi lahan)
Identifikasi dan survei sengketa lingkungan
hidup

Pengawasan terhadap pelaksanaan
penambangan bahan galian C (konversi
lahan)

Program pengawasan dan penertiban
kegiatan rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan

Pengembangan pengujian dan pengendalian
peredaran hasil hutan

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai
dampak perusakan hutan

Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup (konversi lahan,
perambahan)

Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan
air tanah
Identifikasi potensi air tanah

produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian

Program peningkatan produksi pertanian/
perkebunan

Pengembangan bibit unggul pertanian/
perkebunan (OTSUS)

Pemanfaatan energi alternatif

Penanggung
Jawab

BLH

Dinas
Pertambangan
dan Energi

Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan

BLH

Dinas
Pertambangan
dan Energi

Dinas
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

Dinas
Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
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Aksi Mitigasi
Strategi
Rencana Aksi

Provinsi Papua

Pengurangan
Perizinan Jatah
Tebangan
Tahunan (JTT)
berdasarkan
kemampuan
produksi RKT
berjalan.

Implementasi
Reduced
Impact
Logging (RIL)
dalam rangka
sertifikasi
PHPL dan
SVLK

Pengelolaan
Hutan
Berbasis
Masyarakat
Adat (PHBMA)

Aksi Mitigasi

Strategi
Rencana
Aksi
Kabupaten
Merauke

Pengelolaan
Hutan
Berbasis
Masyarakat
Adat
(PHBMA)
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10.

11
12.
13.

Rencana Pembangunan Daerah yang Terkait

Kegiatan pengawasan dan pemantauan
pelaksanaan AMDAL (Konversi Lahan)

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan industri
hasil hutan (DAK)

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan industri
hasil hutan (Pendamping DAK)

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan industri
hasil hutan

Kegiatan pengawasan dan pemantauan
pelaksanaan AMDAL (Konversi Lahan)

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan
industri hasil hutan (DAK)

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan
industri hasil hutan (Pendamping DAK)
Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan industri
hasil hutan

Penyuluhan polusi dan pencemaran di
Kabupaten Merauke

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Agroforestry (DAK)

Pengembangan Tanaman Pinang (DAK)
Pembangunan Hutan Rakyat (DAK)
Pengembangan Tanaman Kayu Putih (DAK)
Agroforestry (Pendamping DAK)
Pengembangan Tanaman Pinang (Pendamping
DAK)

Pembangunan Hutan Rakyat (Pendamping
DAK)

Pengembangan Tanaman Kayu Putih
(Pendamping DAK)

Pengembangan Tanaman Sagu (OTSUS)
Pengembangan Tanaman Pinang (OTSUS)
Sosialisasi peraturan daerah mengenai
pengelolaan industri hasil hutan

Penanggung
Jawab

BLH

Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan

BLH

Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan

BLH

Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan



Aksi Mitigasi
Aksi Mitigasi Strategi
Strategi Rencana . Penanggung
Rencana Aksi Aksi Rencana Pembangunan Daerah yang Terkait Jawab
Provinsi Papua  Kabupaten
Merauke

No

6. Rehabilitasi Rehabilitasi 1. Inventarisasi kerusakan lingkungan hidup
Hutan dan hutan  dan akibat eksploitasi SDA (restorasi)
Lahan (RHL) lahan 2. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan
Air dan Sumber-Sumber Air (restorasi)
3. Pengamanan Pantai dari Abrasi Air Laut BLH
dengan Penanaman Mangrove (Pendamping
DAK)
4. Pemulihan Kawasan Pantai dengan
Penanaman Mangrove

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan

6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan (DAK)

7. Penghijauan lingkungan (DAK)

8. Penghijauan lingkungan (Pendamping DAK)

9. Penghijauan Lingkungan

10. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai
dampak perusakan hutan

Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Agroforestry (DAK)
Pengembangan Tanaman Pinang (DAK)
Pembangunan Hutan Rakyat (DAK)
Pengembangan Tanaman Kayu Puth (DAK)
Agroforestry (Pendamping DAK)
Pengembangan Tanaman Pinang Dinas
(Pendamping DAK) Kehutanan
8. Pembangunan Hutan Rakyat (Pendamping dan
DAK) Perkebunan
9. Pengembangan Tanaman Kayu Putih
(Pendamping DAK)
10. Pengembangan Tanaman Sagu (OTSUS)
11. Pengembangan Tanaman Pinang (OTSUS)
12. Sosialisasi peraturan daerah mengenai
pengelolaan industri hasil hutan

7.  Pembangunan
Hutan
Tanaman
Rakyat (HTR)

NoukwNeR
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Aksi Mitigasi
Aksi Mitigasi Strategi
Strategi Rencana . Penanggung
Rencana Aksi Aksi Rencana Pembangunan Daerah yang Terkait Jawab
Provinsi Papua  Kabupaten
Merauke

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Agroforestry (DAK)
Pengembangan Tanaman Pinang (DAK)
Pembangunan Hutan Rakyat (DAK)
Pengembangan Tanaman Kayu Puth (DAK)
Agroforestry (Pendamping DAK)
Pengembangan Tanaman Pinang Dinas
(Pendamping DAK) Kehutanan
8. Pembangunan Hutan Rakyat (Pendamping dan
DAK) Perkebunan
9. Pengembangan Tanaman Kayu Putih
(Pendamping DAK)
10. Pengembangan Tanaman Sagu (OTSUS)
11. Pengembangan Tanaman Pinang (OTSUS)
12. Sosialisasi peraturan daerah mengenai
pengelolaan industri hasil hutan

8.  Pembangunan Pembangunan
Hutan Ke- Hutan Ke-
masyarakatan masyarakatan
(HKm) (HKm)

U N

9. Pembangunan Pembangu- 1. Inventarisasi kerusakan lingkungan hidup
Hutan nan Hutan akibat eksploitasi SDA
Tanaman Tanaman 2. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air
Industri (HTI) Industri (HTI) dan sumber-sumber air
3. Kegiatan pengawasan dan pemantauan
pelaksanaan AMDAL

BLH

4. Pengembangan pengujian dan pengendalian
peredaran hasil hutan
5. Pengembangan Tanaman Kayu Putih (DAK)
6. Pengembangan Tanaman Kayu Putih
(Pendamping DAK)
7. Sosialisasi peraturan daerah mengenai
pengelolaan industri hasil hutan Dinas
8. Pengawasan dan penerbitan pelaksanaan Kehutanan
peraturan daerah mengenai pengelolaan dan
industri hasil hutan (DAK) Perkebunan
9. Pengawasan dan penerbitan pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan
industri hasil hutan (Pendamping DAK)
10. Pengawasan dan penerbitan pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan
industri hasil hutan
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Sumber Data: Hasil Analisis Pokja TIPRE, 2017.
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2.5. Potensi Kabupaten Dalam Emisi GRK (Isu Pembangunan)

Sejalan dengan perkembangan pembangunan perekonomian nasional, khusus
pembangunan perekonomian di Kabupaten Merauke perlu dilakukan penyiapan kawasan
yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis dalam rangka memaksimalkan
berbagai kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan isu
pembangunan diantaranya:

1.

Adanya Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemerintah Pusat yaitu
pengembangan kawasan perindustrian, pariwisata, dan perdagangan. Dimana
Kabupaten Merauke dijadikan sebagai salah satu lokasi pengembangan untuk
pengembangan kawasan pangan dan kawasan industri.

. Pengembangan lahan pertanian di Kabupaten Merauke yang direncanakan untuk

menjadi Kawasan Lumbung Pangan Nasional.

. Penetapan Kabupaten Merauke menjadi Kawasan Lumbung Pangan Nasional

dilakukan pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Merauke pada
bulan Mei 2015 untuk pembukaan lahan persawahan dalam rangka meningkatkan
pendapatan ekonomi masyarakat.

. Adanya program dari pemerintah pusat yaitu Pengembangan Kawasan Kelautan dan

Perikanan Terintegrasi (PKKPT) dan salah satu lokasi pengembangan tersebut adalah
di Kabupaten Merauke.

. Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PKKPT) tersebut

direncanakan akan dibangun techno park seperti Litbang dan Industri. Untuk
pengembangan techno park ini memerlukan kawasan sekitar 5-10 Ha.

. Pembangunan Infrastruktur Dasar dalam rangka membuka keterisolasian

masayarakat dan juga untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat, seperti
pembukaan lahan untuk area perumahan dan pembangunan jalan penghubung antar
distrik maupun antar kabupaten.

. Adanya ketertarikan beberapa investor untuk berinvestasi di Kabupaten Merauke

pada bidang pertanian dan perkebunan yang telah mendapatkan ijin investasi dan
melakukan pembukaan lahan.
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UNIT PERENCANAAN

3.1. Definisi dan Arti Penting Unit Perencanaan

Unit perencanaan merupakan suatu definisi untuk memberikan batasan terhadap
konsep pewilayahan dimana suatu wilayah didefinisikan dalam satuan-satuan wilayah
yang disusun berdasarkan beberapa kriteria (Dewi et al, 2013). Unit perencanaan dapat
menggambarkan arahan pemanfaatan ruang dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan
sesuai dengan fungsinya. Unit perencanaan merupakan salah satu pertimbangan secara
keruangan dalam melihat secara arif terhadap suatu kegiatan pembangunan serta
menjadi pedoman penyusunan aktifitas penurunan emisi dengan mempertimbangakan
lokasi atau sumber-sumber emisi. Tujuan dari pembuatan unit perencanaan adalah agar
dapat dipahami struktur kegiatan pembangunan di sebuah daerah melalui pemahaman
mengenai skala prioritas berdasarkan kebutuhan, sektor basis dan potensi.

Unit perencanaan Kabupaten Merauke mengambil arahan perencanaan ruang yang
berwujud pola ruang yaitu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Pola ruang merupakan salah
satu aspek yang digunakan sebagai acuan dalam peruntukan kegiatan pembangunan
sehingga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengetahui lokasi yang
berpotensi menjadi sumber emisi.

3.2. Kondisi Tutupan Lahan Sebagai Salah Satu Informasi Dalam Unit
Perencanaan

Pendekatan keruangan digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan hingga
penentuan potensi terjadinya emisi dikarenakan faktor ruang sebagai visualisasi aktivitas
faktor lingkungan baik abiotik, biotik dan budaya. Aktivitas manusia dalam mengintervensi
ruang tempat mereka hidup untuk pemenuhan kebutuhan akan menghasilkan perubahan
penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Perubahan kebutuhan manusia akan ruang
menimbulkan potensi pemakaian ruang alamiah baik berupa tutupan hutan maupun
non-hutan (semak, savana, rumput dan sebagainya). Perubahan ini digunakan sebagai
tolak ukur untuk menentukan kejadian emisi yang telah terjadi maupun kecenderungan
kejadian emisi di masa yang akan datang.

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan dikenakan
beberapa perencanaan penggunaan lahan di multi tingkat (nasional, provinsi, kabupaten)
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maupun multisektor (kehutanan, pertanian, pertambangan, perumahan dan sebagainya).
Konsep rendah emisi secara dominan menilai dari segi keberadaan tutupan hutan dalam
suatu wilayah sehingga program konversi lahan hutan ke non-hutan merupakan titik berat
intervensi strategi aksi mitigasi. Gambar 3.1. menunjukkan kondisi tutupan hutan terkini
di Kabupaten Merauke (Tahun 2014).

[ 1MNon-Hutan
I Hutan

Gambar 3.1. Kondisi tutupan hutan Kabupaten Merauke (2014)

Hasil interpretasi citra penginderaan jauh Landsat, Kabupaten Merauke memiliki tutupan
hutan + 66% pada tahun 2014 (Tabel 9). Jenis tutupan hutan yang ada di Kabupaten
Merauke meliputi Hutan Primer, Hutan Sekunder Kerapatan Tinggi, Hutan Sekunder
Kerapatan Rendah, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Eucalyptus/Akasia,
Hutan Mangrove Primer dan Hutan Mangrove Sekunder. Berdasarkan perhitungan
tumpang susun Pola Ruang RTRW Kabupaten Merauke 2011 dengan kondisi tutupan
hutan, dapat dilihat bahwa tidak semua kawasan lindung merupakan kawasan berhutan.
Hal ini mengingat Kabupaten Merauke memiliki ekosistem savanna sehingga tutupan
lahan lain seperti semak belukar, savanna, padang rumput merupakan ekosistem alami
khas Kabupaten Merauke. Di sisi lain, kawasan berhutan juga terdapat pada alokasi ruang
budidaya seperti hutan produksi (18,7%), pertanian lahan kering (8,28%), pertanian lahan
basah (7,86%) dan perkebunan (4,77%). Keberadaan hutan dalam kawasan budidaya
tentunya harus menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah dalam menentukan unit
perencanaan penggunaan lahan yang efektif agar alokasi ruang budidaya yang masih
memiliki wilayah berhutan tidak menyumbang potensi emisi yang besar.
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Tabel 3.1. Kondisi tutupan hutan dan non-hutan Kabupaten Merauke

Pola Ruang RTRWK

Jenis 2011 Hutan (ha) % Non-hutan (ha) %

Resapan Air 489,604.26 15.81 117,679.94 7.48

Suaka Marga Satwa 401,406.81 12.96 255,859.66 16.27

TN Darat 250,235.22 8.08 189,665.60 12.06

w0 Hutan Lindung 224,053.78 7.24 245,886.50 15.64
é l;(aak";’jsa” AT 216,001.95 6.98 51,173.14 3.25
- Cagar Alam Darat 103,259.61 3.34 8,109.27 0.52
Sempadan Sungai 80,475.89 2.60 67,645.94 4.30
Sempadan Pantai 7,728.75 0.25 6,614.47 0.42

Total Lindung (a) 1,772,766.26 57.26 942,634.51 59.94

HP 578,961.09 18.70 147,003.13 9.35

PLK 256,271.32 8.28 89,980.68 5.72

PLB 243,457.16 7.86 243,243.70 15.47
Perkebunan 147,634.25 4.77 36,660.34 2.33

% Permukiman 50,209.41 1.62 54,814.81 3.49
% HPK 26,353.51 0.85 24,289.59 1.54
@  peternakan 4,937.12 0.16 6,121.15 0.39
Kawasan Perkotaan 12,129.45 0.39 25,411.31 1.62
Perikanan darat 2,728.13 0.09 969.45 0.06

Galian Pasir 686.44 0.02 1,474.67 0.09

Total Budidaya (b) 1,323,367.88 42.74 629,968.84 40.06

Total (a+b) 3,096,134.14 100.00 1,572,603.35 100.00

3.3. Proses dan Dinamika Penyusunan Unit Perencanaan

Unit perencanaan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pembangunan rendah emisi
diturunkan dari data pola ruang, kebijakan investasi yang merupakan arahan potensi
pengembangan wilayah yang tertuang dalam RPJMD, data perizinan serta kebijakan
tingkat nasional yang direncanakan di Kabupaten Merauke. Dalam proses penentuan
unit perencanaan, dilakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait khususnya mengenai
kebijakan, rencana dan program yang dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
resiko terjadinya emisi. Pembuatan unit perencanaan menggunakan data dengan referensi
keruangan untuk mempermudah dalam analisis, menentukan prioritas lokasi pelaksanaan
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strategi pembangunan rendah emisi, sehingga data-data yang belum berformat keruangan
harus diubah ke dalam format spasial untuk mempermudah dalam melakukan analisis.

Unit perencanaan sangat menentukan dalam proses selanjutnya dalam menentukan
strategi pembangunan rendah emisi, sehingga data-data yang digunakan sebagai masukan
merupakan data yang valid dengan sumber yang sah. Terkait dengan aspek validitas dan
keabsahan data ini dilakukan proses verifikasi data masukan kepada dinas-dinas yang
memiliki kewenangan terhadap data tersebut. Gambar 3.2 menunjukkan diagram alir
penentuan unit perencanaan strategi pembangunan rendah emisi Kabupaten Merauke.

Diskusi Para Pihak Untuk Penentuan
Unit Perencanaan

Rencana Tata Ruang RPIPD, RPIMD, RKP ‘ Data Perizinan Kebijakan Nasional
Wilayah Kabupaten
(RTRWK)
|
Pola Ruang Identifikasi Kegiatan Verifikasi Data sesuai Rancangan Peraturan
Berbasis Lahan Perkembangan Presiden Kawasan
| Perizinan Terakhir Sentra Produksi
Pertanian
|
Peta Pola Ruang Perubahan ke dalam Peta Perizinan Sektor Peta Kawasan Sentra
format spasial ] Hutan Tanaman Produksi Pertanian

Peta Perizinan Sektor
— Perkebunan

Peta Perizinan Sektor
Tanaman Pangan

Peta Peruntukan
Transmigrasi

Verifikasi Data
|

Analisis Tumpang ‘

Unit Perencanaan

Gambar 3.2. Diagram alir penentuan unit perencanaan Kabupaten Merauke
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3.4. Unit Perencanaan di Kabupaten Merauke
Unit perencanaan Kabupaten Merauke yang diperoleh dari serangkaian proses diskusi dan
hasil tumpang susun beberapa data spasial seperti dalam Gambar 3.3.

9300000 -

Unit perencanaan

Iy . Cagar Alam Darat

‘ \ Galian Pasir
HP

HPK
Hutan Lindung
Kawasan Hutan Bakau
Kawasan Perkotaan
Perikanan darat
Perkebunan
Permukiman
Peternakan
PLB
PLK
Resapan Air
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Suaka Marga Satwa
TN Darat

9200000 -

9100000 -

9000000 -

I I I I
2e+05 3e+05 4e+05 5e+05

Gambar 3.3. Unit perencanaan Kabupaten Merauke

Dari data spasial tersebut menghasilkan 21 unit perencanaan. Definisi setiap unit
perencanaan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan program penurunan emisi
tersaji dalam Tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3.2. Definisi unit perencanaan di Kabupaten Merauke

No — Definisi Unit Perencanaan Luasan (ha)
Perencanaan
Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu
Kawasan Hutan memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar
Lindung bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir
dan erosi serta memelihara kesuburan tanah

452,221.06

Kawasan yang memiliki curah hujan yang tinggi, struktur
Kawasan . .
2 . tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang 600,999.94
Resapan Air . .
mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran

Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 14,254.63
fungsi pantai

Sempadan
Pantai
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No

10

11

12

Unit
Perencanaan

Sempadan
Sungai

Kawasan
Taman Nasional

Kawasan Cagar
Alam

Kawasan Suaka
Margasatwa

Kawasan Pantai
Berhutan
Bakau

Hutan Produksi
Tetap

Hutan Produksi
Konversi

Kawasan
Pertanian
Tanaman
Pangan Lahan
Basah

Kawasan
Pertanian
Tanaman
Pangan Lahan
Kering

Definisi Unit Perencanaan

Kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai
buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi sungai

Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan system
zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan

Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya
mempunyai  kekhasan  tumbuhan, satwa dan
ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu
dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami

Tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis
satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya,
memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang
tinggi, dan/atau merupakan tempat dan kehidupan jenis
satwa migran tertentu

Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami
hutan bakau (mangrove) dan tempat berkembangbiaknya
berbagai biota laut yang berfungsi sebagai pelindung
pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha
budidaya di belakangnya

Kawasan hutan yang karena pertimbangan kebutuhan
social ekonomi dipertahankan sebagai kawasan hutan
produksi yang berfungsi untuk menghasilkan hasil-hasil
hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industry
dan ekspor. Eksploitasi hutan produksi tetap dapat
tebang pilih atau tebang habis dan tanam

Areal hutan produksi tetap yang dapat dirubah
peruntukannya guna memenuhi kebutuhan
pengembangan transmigrasi, pertanian, perkebunan,
industri, permukiman dan lain-lain

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman lahan basah
dimana perairannya dapat diperoleh secara alamiah
ataupun teknis

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman lahan kering
untuk palawija, hortikultura atau tanaman pangan
lainnya
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Luasan (ha)

144,152.84

353,659.83

100,531.05

611,776.22

242,348.01

696,247.69

45,204.22

561,097.41

295,634.58



Unit

No
Perencanaan
Kawasan
1 Perkebunan
Kawasan
14 Peternakan
Kawasan
15 Perikanan
Darat
Kawasan
16 Perkotaan

17  Permukiman

18  Galian Pasir

Kawasan
19  Sentra Produksi
Pertanian

20 Hutan Tanaman

21 Transmigrasi

Sumber:

Definisi Unit Perencanaan

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/
perkebunan baik bahan pangan dan bahan baku industri

Kawasan untuk usaha pengembangan peternakan

Kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan
perikanan, baik yang berupa tambak, kolam dan usaha
perairan lainnya

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial
dan kegiatan ekonomi

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung
baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan

Kawasan vyang diperuntukkan bagi pertambangan,
baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera
dilakukan kegiatan pertambangan berupa galian pasir

Wilayah yang terdiri dari zona lahan pertanian dan zona
industri pertanian di Kabupaten Merauke

Hutan tanaman vyang dibangun dalam rangka
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi
dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku industry hasil hutan

Kawasan Budidaya yang memiliki fungsi sebagai
permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu
system pengembangan berupa wilayah pengembangan
transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi

Luasan (ha)

170,439.70

8,994.66

2,858.24

37,869.34

97,296.33

2,850.25

1.209.787,02

748.299,16

37.844,03

1. Peraturan Daerah No 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun

2070-2030

S LA DN

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Sentra Produksi Pertanian Merauke
Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990 tentang hak penguasaan hutan tanaman industri
Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN
KABUPATEN MERAUKE

Perubahan tutupan/penggunaan lahan menggambarkan dinamika interaksi manusia
dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominnya (Lambin,
2010). Mengenali dinamika perubahan penggunaan lahan dapat dijadikan sebagai sumber
informasi dalam membuat suatu keputusan atau intervensi pembangunan. Analisis
perubahan tutupan lahan dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan di suatu
daerah pada satu kurun waktu. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data peta
tutupan lahan pada beberapa periode waktu yang berbeda. Selain itu, dengan memasukkan
data unit perencanaan kedalam proses analisa, dapat diketahui perubahan tutupan lahan
pada masing-masing kelas unit perencanaan yang ada. Informasi yang dihasilkan melalui
analisis ini dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pembuatan aksi mitigasi.
Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data peta tutupan/penggunaan lahan dan
peta unit perencanaan yang telah diuraikan pada Bab 3. Peta tutupan/penggunaan lahan
di Kabupaten Merauke masing-masing dibuat pada lima kurun waktu yaitu tahun 1990,
2000, 2005, 2010 dan 2014.

Data pendukung lain yang digunakan adalah indikasi penyebab perubahan penggunaan
lahan yang diperoleh dari beberapa kali sesi diskusi pada tingkat kabupaten diantara para
pemangku kepentingan di Kabupaten Merauke. Data ini digunakan untuk memahami
lebih jauh terhadap perubahan dan penyebab perubahan penggunaan lahan dan untuk
merumuskan strategi maupun program dalam konteks penurunan emisi dari penggunaan
lahan yang lebih tepat (Gambar 4.1).
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(a)

(d)

Jenis tutupan lahan
Wi

(b)

(<)

—ie) 4e+05

Gambar 4.1. Perubahan Penggunaan Lahan Masa Lalu Hingga Saat Ini (a) 1990, (b) 2000, (c)
2005 (d) 2010, (e) 2014

Tabel 4.1. menyajikan perubahan penggunaan lahan Kabupaten Merauke dalam kurun
waktu periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2014. Secara umum terdapat beberapa
penggunaan lahan yang mengalami penurunan luas dan terdapat pula penggunaan lahan

yang mengalami peningkatan luas.

Tabel 4.1. Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Merauke

Penggunaan Lahan

1990
Hutan primer 764.680
Hutan seku.ndelt 1556
kerapatan tinggi
Hutan sekunder
kerapatan rendah e
Hutan rawa primer 491.844
Hutan rawa sekunder 9.032

Hutan mangrove primer 162.712

Hutan mangrove

sekunder <

Hutan eucalyptus/acacia  2.815.940
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2000
746.316

2.656

5.852

470.864
4.640
155.504

8

2.837.800

Luas (ha)
2005
738.476

4.104

2456

472.008
2.668
142.888

8

2.799.104

2010
705.820

14.836

9.148

469.044
23.668
122.724

136

2.300.664

2014
673.720

17.168

1.292

427.260
2.960
123.856

2.408

2.003.800



Luas (ha)
Penggunaan Lahan

1990 2000 2005 2010 2014
Kebun campuran 2.932 5.380 16.332 44,576 65.908
Karet monokultur 1.272 3.232 8.248 10.720 19.136
Padi 2.592 3.716 21.524 23.892 41.952
Tanaman pertanian lain 1.920 872 320 7.136 23.892
Semak belukar 1.776 3.500 356 72.208 426.200
Rumput/savanna 386.280 383.780 387.424 587.060 615.536
Lahan terbuka 2.160 904 1.520 652 61.260
Pemukiman 164 624 632 4.984 5.116
Air 13.948 18.280 35.316 43.944 100.432

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

4.1. Perubahan penggunaan lahan utama di Merauke
Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Merauke memiliki pola yang berbeda antar
kurun waktu analisis hal tersebut disebabkan karena perbedaan faktor penyebab (driver)
perubahan penggunaan lahan antar periode antar waktu tersebut..

a. Periode pengamatan 1990-2000

Pada Tabel 4.2. menunjukan perubahan penggunaan lahan utama di Kabupaten Merauke
pada periode pengamatan Tahun 1990-2000 terdapat lima tipe perubahan penggunaan
lahan dominan di Kabupaten Merauke. Perubahan dominan pertama terjadi di Hutan
rawa primer ke hutan eucalyptus/acacia dengan luas perubahan 126.347 ha, diikuti dengan
beberapa perubahan penggunaan lahan dominan yang terdiri dari hutan eucalyptus/acacia
menjadi hutan rawa primer seluas 104.499 ha, hutan eucalyptus menjadi hutan rumput/
savana seluas 56.956 ha, dan rumput/savanna menjadi hutan eucalyptus/acacia seluas
55.061 ha, serta hutan hutan primer dan hutan eucalyptus/acacia seluas 39.361 ha.

Tabel 4.2. Perubahan penggunaan lahan utama tahun 1990-2000

LU_CHG Luas(ha)
Hutan rawa primer ke hutan eucalyptus/acacia 126.347
Hutan eucalyptus/acacia ke hutan rawa primer 104.499
Hutan eucalyptus/acacia ke rumput/savanna 56.959
Rumput/savanna ke hutan eucalyptus/acacia 55.061
Hutan primer ke hutan eucalyptus/acacia 39.361

Sumber : Hasil Analisis Pokja TIPRE, 2016
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b. Periode pengamatan 2000-2005

Berdasarkan Tabel 4.3 perubahan penggunanaan lahan utama di Kabupaten Merauke
pada periode pengamatan Tahun 2000-2005 hampir memiliki pola perubahan yang sama
dengan periode pengamatan sebelumnya yaitu perubahan dari hutan rawa primer,
eucalypptus dan savanna yaitu dengan luas masing-masing 26.236 ha, 15.614 ha, dan

13.136 ha.

Tabel 4.3. Periode Pengamatan 2000-2005

Tipe Perubahan Penggunaan Lahan
Hutan eucalyptus/acacia ke hutan rawa primer
Hutan rawa primer ke hutan eucalyptus/acacia
Hutan eucalyptus/acacia ke rumput/savanna
Rumput/savanna ke hutan eucalyptus/acacia
Hutan primer ke hutan eucalyptus/acacia
Hutan mangrove primer ke hutan eucalyptus/acacia
Hutan eucalyptus/acacia ke Hutan primer
Hutan eucalyptus/acacia ke hutan mangrove primer
Hutan rawa primer ke hutan primer

Hutan primer ke hutan rawa primer
Sumber data: Hasil Analisis Pokja TIPRE, 2016.

c. Periode Pengamatan 2005-2010

Perkiraan Luas Perubahan (ha)
107.608
104.935
62.452
52.544
35.754
30.585
29.733
21.514
18.847
17.999

Berdasarkan Tabel 4.4. perubahan penggunanaan lahan dominan di Kabupaten Merauke
pada periode pengamatan tahun 2005-2010 ditandai dengan perubahan penggunaan
lahan hutan eucalyptus menjadi beberapa penggunaan lahan yang dikelola secara intensif.
Penggunaan lahan sebagai akibat perubahan penggunaan lahan hutan eucalyptus menjadi
semak belukar, kebun campuran, padi, serta penggunaan lahan hutan primer menjadi

hutan eucalyptus.

Tabel 4.4. Periode Pengamatan 2005-2010

Tipe Perubahan Penggunaan Lahan

Hutan eucalyptus/acacia ke rumput/savanna
Hutan eucalyptus/acacia ke semak belukar
Hutan eucalyptus/acacia ke kebun campuran
Hutan eucalyptus/acacia ke hutan rawa sekunder
Hutan eucalyptus/acacia ke padi

Hutan primer ke hutan eucalyptus/acacia
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Perkiraan Luas Perubahan(ha)
200.239
61.530
26.468
18.355
17.386
13.594



Tipe Perubahan Penggunaan Lahan Perkiraan Luas Perubahan(ha)

Hutan mangrove primer ke hutan eucalyptus/acacia 12.743
Hutan eucalyptus/acacia ke air 12.111
Hutan eucalyptus/acacia ke hutan sekunder kerapatan tinggi 11.329
Hutan eucalyptus/acacia ke karet monokultur 9.145

Sumber data: Hasil Analisis Pokja TIPRE, 2016.

d. Periode Pengamatan 2010-2014

Tabel 4.5 menunjukan perubahan penggunanaan lahan utama di Kabupaten Merauke
pada periode pengamatan tahun 2010 - 2014. Perubahan penggunaan lahan dominan
di Kabupaten Merauke terjadi di hutan eucalyptus/acacia ke semak belukar dengan luas
perubahan 235.649 ha, sedangkan perubahan penggunaan lahan dominan lain seperti
perubahan penggunaan lahan antara savanna dan semak belukar, dan perubahan
penggunaan lahan dari hutan eucalyptus menjadi kebun campuran.

Tabel 4.5. Periode Pengamatan 2010-2014

Tipe Perubahan Penggunaan Lahan Perkiraan Luas Perubahan (Ha)
Hutan eucalyptus/acacia ke semak belukar 235.649
Rumput/savanna ke semak belukar 60.226
Semak belukar ke rumput/savanna 22.921
Hutan eucalyptus/acacia ke kebun campuran 22.779
Hutan rawa primer ke rumput/savanna 21.336
Hutan eucalyptus/acacia ke lahan terbuka 19.766
Rumput/savanna ke lahan terbuka 18.812
Kebun campuran ke rumput/savanna 17.958
Rumput/savanna ke hutan eucalyptus/acacia 16.881
Hutan eucalyptus/acacia ke air 16.439

Sumber data: Hasil Analisis Pokja TIPRE, 2016.

4.2. Perubahan Penggunaan Lahan Pada Tingkat Unit Perencanaan
Perubahan penggunaan lahan pada tingkat unit perencanaan menggambarkan secara
lebih detil mengenai tipologi perubahan pada masing-masing unit perencanaan. Data
perubahan peenggunaan lahan pada tingkat unit perencanaan ini berguna untuk
memahami proses kegiatan yang terjadi pada masing-masing lokasi.

Pada kondisi yang ideal perubahan penggunaan lahan pada masing-masing unit
perencanaan menggambarkan karakteristik perubahan penggunaan lahan yang sesuai
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dengan fungsinya, namun demikian analisis ini akan menjawab apakah perubahan
penggunaan lahan yang terjadi pada masing-masing unit perencanaan sesuai dengan
fungsinya. Informasi seperti ini diperlukan dalam evaluasi kebijakan perencanaan
penggunaan lahan dan secara khusus menjadi petunjuk dalam penyusunan aksi mitigasi
yang akan dilaksanakan di Kabupaten Merauke (Tabel 4.6 ).

Tabel 4.6. Perubahan penggunaan lahan utama pada tiap unit perencanaan

Perubahan Penggunaan Lahan Dominan Pada Tiap Unit Perencanaan

Unit
No Peren- 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2014
s Jenis (S Jenis S Jenis M Jenis (S
(ha) (ha) (ha) (ha)
Hutan Hutan Hutan Hutan
Area Cagar primer primer primer eucalyptus/
1 Alam ke Hutan 902 ke Hutan 930 ke Hutan 527 acacia ke 260
Darat eucalyptus/ eucalyptus/ eucalyptus/ Semak
acacia acacia acacia belukar
Hutan Hutan
Hutan
eucalyptus/ rawa Semak
AN acacia ke rimer AL belukar ke
2 Galian 24 p 24 acaciake 256 31
R Hutan 24 Hutan Rumput/
Pasir Rumput/
rawa eucalyptus/ savanna
. . savanna
primer acacia
Hutan Hutan Hutan Hutan
rawa eucalyptus/
Area rimer acacia ke eucalyptus/ eucalyptus/
3 Hutan P 4622 3,779 acaciake 4,368 acaciake 7,124
. ke Hutan Hutan
Produksi Rumput/ Semak
eucalyptus/ rawa
. . savanna belukar
acacia primer
AIE lLiED Hutan Hutan
Area rawa eucalyptus/
Hutan sitiinar acacia to eucalyptus/ eucalyptus/
4 . 487 412 acacia ke 766 acacia ke 608
Produksi ke Hutan Hutan
. Rumput/ Semak
Konversi  eucalyptus/ rawa
. . savanna belukar
acacia primer
Hutan Hutan Hutan Hutan
Area eucalyptus/ eucalyptus/ eucalyptus/ eucalyptus/
5 Hutan acacia ke 4486 acaciake 4,742 acaciake 6,765 acaciake 4,921
Lindung Rumput/ Rumput/ Rumput/ Semak
savanna savanna savanna belukar
Hutan Hutan Hutan Hutan
Area rawa mangrove mangrove eucalyptus/
Kawasan primer primer primer acacia ke
& Hutan ke Hutan 0 ke Hutan ERAL ke Hutan ees Hutan st
Bakau eucalyptus/ eucalyptus/ eucalyptus/ mangrove
acacia acacia acacia primer
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No

10

11

12

13

Unit
Peren-
canaan

Area
Kawasan
Perkotaan

Area
Perikanan
Darat

Area
Perkebunan

Area
Pemukiman

Area
Peternakan

Area
Pertanian
Lahan
Basah

Area
Pertanian
Lahan
Kering

Perubahan Penggunaan Lahan Dominan Pada Tiap Unit Perencanaan

1990-2000

Jenis

Hutan
rawa
primer
ke Hutan
eucalyptus/
acacia

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Hutan
mangrove
primer

Hutan
primer
ke Hutan
eucalyptus/
acacia

Hutan
rawa
primer
ke Hutan
eucalyptus/
acacia

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Hutan
rawa
primer

Hutan
rawa
primer
ke Hutan
eucalyptus/
acacia

Hutan
rawa
primer
ke Hutan
eucalyptus/
acacia

Luas
(ha)

194

26

806

689

43

4523

3229

2000-2005

Jenis

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Padi

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Padi

Hutan
primer
to Hutan
eucalyptus/
acacia

Hutan
primer
ke Hutan
eucalyptus/
acacia

Hutan
rawa
primer
ke Hutan
eucalyptus/
acacia

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Hutan
rawa
primer

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Hutan
rawa
primer

Luas
(ha)

1,028

57

735

358

43

4,146

2,045

2005-2010

Jenis

Padi ke
Kebun
campuran

Hutan
mangrove
primer
ke Hutan
eucalyptus/
acacia

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Hutan rawa
sekunder

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Kebun
campuran

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Rumput/
savanna

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Rumput/
savanna

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Rumput/
savanna

Luas
(ha)

473

10

907

1,124

57

20568

962

2010-2014

Jenis

Kebun
campuran
ke Rumput/

savanna

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Semak
belukar

Hutan
primer ke
Kelapa
sawit

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Semak
belukar

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Semak
belukar

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Semak
belukar

Hutan
eucalyptus/
acacia ke
Semak
belukar

Luas
(ha)

574

53

2,802

1,242

352

14,243

5,829
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Perubahan Penggunaan Lahan Dominan Pada Tiap Unit Perencanaan

Unit
No Peren- 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2014
censen Jenis e Jenis D Jenis S Jenis IS
(ha) (ha) (ha) (ha)
Hutan Hutan Hutan Hutan
rawa eucalyptus/
Area rimer acacia ke eucalyptus/ eucalyptus/
14  Resapan P 3277 3,274  acaciake 7980 acaciake 3,488
R ke Hutan Hutan
Air Rumput/ Semak
eucalyptus/ rawa
. . savanna belukar
acacia primer
Hutan Hutan Hutan
Area mangrove mangrove mangrove Hutan
primer primer primer eucalyptus/
15 SeFrgrrJ]i:ian ke Hutan 135 ke Hutan 281 ke Hutan 178 acacia ke 245
eucalyptus/ eucalyptus/ eucalyptus/ Air
acacia acacia acacia
Hutan Hutan
Hutan
rawa rawa Hutan
Fice) rimer primer eucalyptus/ ALY
16 Sempadan p 1168 1,117 L 645 acacia ke 1,757
. ke Hutan ke Hutan acacia ke
Uizl eucalyptus/ eucalyptus/ Air SER
yp. P . belukar
acacia acacia
Area Rumput/ Hutan Hutan Hutan
Suaka savanna eucalyptus/ eucalyptus/ eucalyptus/
17 ke Hutan 5759 acacia ke 5,891 . 1042 acaciake 2,427
Marga acacia ke
eucalyptus/ Rumput/ . Semak
Satwa . Air
acacia savanna belukar
Hutan Hutan Hutan Hutan
Area rawa eucalyptus/
Taman rimer acacia ke el il Aeetiptists]
18 . P 2727 1,160 acacia ke 6653 acacia ke 14,522
Nasional ke Hutan Hutan
Rumput/ Semak
Darat eucalyptus/ rawa
. . savanna belukar
acacia primer

Perubahan penggunaan lahan yang dominan pada setiap unit perencanaan berdasarkan
data historical menunjukkan bahwa unit perencanaan cagar alam darat didominansi
perubahan hutan primer berubah menjadi hutan eucalyptus pada tahun 1990 sampai
dengan tahun 2010. Perubahan penggunaan lahan pada tiga periode tersebut luasannya
berfluktuasi. Periode tahun 1990-2000 luasnya 902 ha meningkat di periode tahun
200-2005 menjadi 930 ha kemudian menurun pada periode tahun 2005-2010 menjadi
527 ha. Periode waktu 2010-2014 di area cagar alam darat terjadi perunahan penggunaan
lahan dominan dari hutan eucalyptus menjadi semak belukar dengan luas lahan 260 ha.

Pada unit perencanaan areal galian pasir pada periode waktu 1990-2000 terjadi perubahan
pengggunaan lahan dominan dari hutan eucalyptus menjadi hutan rawa primer dengan
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luas 24 ha, periode waktu tahun 2000-2005 terjadi perubahan lahan dominan dari hutan
rawa primer menjadi hutan eucalyptus seluas 24 ha. Terjadi perubahan penggunaan lahan
dominan menjadi savanna periode waktu 2005-2010 dari hutan eucalyptus seluas yaitu
256 ha, sedangkan pada periode waktu tahun 2010-2014 dari semak belukar seluas 31 ha.

Area hutan produksi pada periode waktu tahun 1990-2000 terjadi perubahan lahan
dominan dari hutan rawa primer ke hutan eucalyptus seluas 4.622 ha, sedangkan untuk
periode waktu tahun 2000-2005, tahun 2005-2010 dan tahun 2010-2014 terjadi perubahan
lahan dominan dari eucalyptus menjadi hutan rawa primer, savanna, dan semak belukar
dengan luas masing-masing per periode waktu yaitu 3.779 ha, 4.368 ha, dan 7.124 ha.

Area hutan produksi konversi pada periode waktu tahun 1990-2000 terjadi perubahan
lahan dominan dari hutan rawa primer ke hutan eucalyptus seluas 487 ha, sedangkan untuk
periode waktu tahun 2000-2005, tahun 2005-2010 dan tahun 2010-2014 terjadi perubahan
lahan dominan dari eucalyptus menjadi hutan rawa primer, savanna, dan semak belukar
dengan luas masing-masing per periode waktu yaitu 412 ha, 766 ha, dan 608 ha.

Area hutan lindung pada periode waktu tahun 1990-2000, tahun 2000-2005, tahun
2005-2010, terjadi perubahan lahan dominan hutan eucalyptus menjadi rumput seluas
4.486 ha di periode tahun 1990-2000, luas 4.742 ha tahun 2000-2005, luas 6.765 ha di tahun
2005-2010, kemudian periode waktu tahun 2010-2014 terjadi perubahan penggunaan
lahan dominan dari hutan eucalyptus menjadi semak belukar seluas 4.921 ha.

Kawasan hutan bakau pada periode waktu tahun 1990-2000 terjadi perubahan penggunaan
lahan dominan dari hutan rawa primer menjadi hutan eucalyptus seluas 2.401 ha, pada
periode waktu tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010 terjadi perubahan penggunaan
lahan dominan dari hutan mangrove primer menjadi hutan eucalyptus seluas 2.416 ha
dan 2.233 ha. Sedangkan pada periode Tahun 2010-2014 terjadi perubahan panggunaan
lahan dominan dari hutan eucalyptus menjadi hutan mangrove seluas 1.361 Ha.

Area kawasan perkotaan terjadi perubahan penggunaan lahan dominan pada periode
waktu tahun 1990-2000 dari hutan primer ke hutan eucalyptus dengan luas 194 ha, serta
pada periode tahun 2000-2005, tahun 2005-2010, dan tahun 2010-2014 terjadi perubahan
lahan dominan dari hutan eucalyptus ke padi, padi ke kebun campuran, dan kebun
campuran ke savanna. Perubahan itu terjadi disebabkan sebagian besar oleh aktifitas
manusia. Luas lahan perubahan lahan dominan pada tiga periode waktu tersebut adalah
1.028 ha, 473 ha, 574 ha.

Perubahan lahan dominan di area perikanan darat terjadi pada hutan eucalyptus berubah
menjadi hutan mangrove primer seluas 26 ha, hutan eucalyptus menjadi padi seluas 57 ha,
hutan mangrove primer menjadi hutan eucalyptus 10 ha, dan hutan eucalyptus menjadi
semak belukar seluas 55 ha.
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Area perkebunan beberapa periode waktu terjadi perubahan lahan dominan ke bentuk
lainnya seperti pada tahun 1990-2000 dan tahun 2000-2005 perubahan lahan dominan
dari hutan primer menjadi hutan eucalyptus dengan luas 806 ha dan 735 ha, sedangkan
pada periode tahun 2005-2010 terjadi perubahan lahan dominan hutan eucalyptus menjadi
hutan rawa sekunder. Pada periode tahun 2010-2014 perubahan lahan dominan dari
hutan primer menjadi kelapa sawit dengan luas 2.802 ha.

Area pemukiman pada periode waktu tahun 1990-2000 terjadi perubahan lahan dominan
dari hutan rawa primer menjadi hutan eucalyptus dengan luas 689 ha, periode Tahun
2000-2005 perubahan dominan dari hutan primer ke hutan eucalyptus dengan luas
358 ha, periode Tahun 2005-2010 perubahan lahan dominan dari hutan eucalyptus ke
kebun campuran seluas 1.124 ha, tahun 2010-2014 perubahan lahan dominan dari hutan
eucalyptus ke semak belukar seluas 1.242 ha.

Area peternakan pada periode tahun 1990-2000 dari hutan eucalyptus seluas 43 ha, Periode
tahun 2000-2005 dari hutan rawa primer menjadi hutan eucalyptus dengan luas 43 ha.
Pada periode Tahun 2005-2010 terjadi perubahan lahan dominan dari hutan eucalyptus
menjadi savanna, sedangkan tperiode tahun 2010-2014 perubahan lahan dominan dari
hutan eucalyptus menjadi semak belukar.

Area pertanian lahan basah beberapa periode terjadi tutupan lahan. Pada periode tahun
1990-2000 terjadi perubahan lahan dominan dari hutan primer manjadi hutan eucalyptus
seluas 4.523 ha, Tahun 2000-2005 perubahan lahan dari hutan eucalyptus ke hutan rawa
primer seluas 4,146 ha. Pada tahun 2005-2010 perubahan lahan dominan dari hutan
eucalyptus menjadi savanna. Sedangkan pada tahun 2010-2014 perubahan lahan dominan
dari hutan eucalyptus menjadi semak belukar seluas 14.243 ha.

Area pertanian lahan kering terjadi prubahan lahan dominan pada periode waktu tahun
1990-2000 dari tutupan lahan hutan primer menjadi hutan eucalyptus seluas 3.229 ha,
tahun 2000-2005 perubahan lahan dominan dari hutan eucalyptus menjadi hutan rawa
primer seluas 2.045 ha, perubahan lahan dominan pada periode tahun 2005-2010 dari
hutan eucalyptus menjadi savanna seluas 926 Ha, sedangkan pada pariode waktu tahun
2010-2014 hutan eucalyptus menjadi semak belukar seluas 5.829 ha.

Area resapan air pada periode tahun 1990-2000 terjadi perubahan penggunaan lahan
dari hutan rawa primer ke hutan eucalyptus seluas 3.277 ha, pada periode tahun
2000-2005 terjadi perubahan lahan dominan dari hutan eucalyptus ke hutan rawa primer
seluas 3.274 ha. Pada periode tahun 2005-2010 terjadi perubahan lahan dominan
dari hutan eucalyptus ke savanna seluas 7.980 ha. Sedangkan pada periode tahun
2010-2014 terjadi perubahan lahan hutan eucalyptus ke semak belukar seluas 3.488 ha.

Area sempadan pantai terjadi perubahan penggunaan lahan dominan hutan mangrove
primer menjadi hutan eucalyptus pada periode tahun 1990-2000, tahun 2000-2005, dan
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tahun 2005-2010 seluas 135 ha, 281 ha dan 178 ha. Sedangkan pada periode tahun
2010-2014 terjadi perubahan penggunaan lahan dari hutan eucalyptus ke tutupan air
seluas 245 ha.

Area sempadan sungai pada periode tahun 1990-2000 dan tahun 2000-2005 terjadi
perubahan penggunaan lahan dominan dari hutan rawa primer menjadi hutan eucalyptus
seluas 1.168 ha dan 1.117 ha. Pada periode tahun 2005-2010 terjadi perubahan lahan
dominan dari hutan eucalyptus menjadi tutupan air seluas 645 ha dan pada tahun
2010-2014 hutan eucalyptus menjadi semak belukar seluas 1.757 ha.

Area suaka marga satwa terjadi perubahan penggunaan lahan dominan. Pada periode
Tahun 1990-2000 dari savanna menjadi hutan eucalyptus seluas 5.759 ha. Periode tahun
2000-2005 terjadi perubahan penggunaan lahan dari hutan eucalyptus menjadi savanna
seluas 5.891 ha. Pada periode tahun 2005-2010 perubahan penggunaan dominan terjadi
dari hutan eucalyptus menjadi savanna seluas 1.042 ha. Sedangkan pada periode tahun
2010-2014 perubahan lahan dominan terjadi dari hutan eucalyptus ke semak belukar.

Untuk area Taman Nasional Wasur juga mengalami penggunaan lahan dominan selama
4 periode yang diamati. Pada periode waktu tahun 1990-2000 terjadi perubahan
penggunaan lahan dari hutan rawa primer menjadi hutan eucalyptus seluas 2.727 ha,
tahun 2000-2005 perubahan terjadi dari hutan eucalyptus menjadi hutan rawa primer
seluas 1.160 ha. Pada periode waktu 2005-2010 terjadi perubahan penggunaan lahan
dominan dari hutan eucalyptus menjadi savanna seluas 6.653 ha. Sedangkan tahun
2010-2014 terjadi penggunaan lahan dominan dari hutan eucalyptus menjadi semak
belukar seluas 14.522 ha.
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PERKIRAAN EMISI KARBON DIOKSIDA
AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHA

Analisis dinamika cadangan karbon dilakukan untuk perubahan cadangan karbon di suatu
daerah pada satu kurun waktu (Hairiah K, 2007). Metode yang digunakan adalah metode
Stock Difference (F Agus et al, 2013). Emisi dihitung sebagai jumlah penurunan cadangan
karbon akibat perubahan tutupan lahan. Sebaliknya, sekuestrasi dihitung sebagai jumlah
penambahan cadangan karbon akibat perubahan tutupan lahan. Analisis ini dilakukan
dengan menggunakan data peta tutupan lahan pada dua periode waktu yang berbeda dan
tabel acuan kerapatan karbon untuk masing-masing tipe tutupan lahan. Selain itu, dengan
memasukkan data unit perencanaan ke dalam proses analisis, dapat diketahui tingkat
perubahan cadangan karbon pada masing-masing unit perencanaan yang ada. Informasi
yang dihasilkan melalui analisis ini dapat digunakan dalam proses perencanaan untuk
berbagai hal, diantaranya adalah untuk menentukan prioritas aksi mitigasi perubahan
iklim, mengetahui faktor pemicu terjadinya emisi, merencanakan skenario pembangunan
di masa yang akan datang, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan perencanaan
penggunaan lahan (Harja et al, 2012).

5.1. Kerapatan karbon di Kabupaten Merauke

Gambar 5.1. Peta Kerapatan Karbon (a) 1990, (b) 2000, (c) 2005, (d) 2010,
(e) 2014 Kabupaten Merauke

PERKIRAAN EMISI KARBON DIOKSIDA (CO,) AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN | 51



Gambar 5.1 menunjukan kerapatan karbon di atas permukaan tanah multi waktu
Kabupaten Merauke. Warna gelap menunjukan keterdapat cadangan karbon yang
lebih tinggi dibandingkan dengan warna yang terang. Dengan membandingkan kelima
peta tersebut dapat diketahui dinamika perubahan cadangan karbon di Kabupaten.
Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Merauke telah
mengalami penurunan cadangan karbon.

5.2. Perhitungan Emisi CO, di Kabupaten Merauke

5.2.1. Periode pengamatan tahun 1990-2000

Periode Pengamatan 1990-2000 menunjukan laju emisi bersih sebesar 1.948.773,523 ton
CO2 eq, sedangkan laju emisi bersih perhektar menunjukan angka 0,421 ton CO,-eq/
ha.tahun.

Tabel 5.1. Perhitungan emisi periode 1990-2000

No Kategori Jumlah

1  Total Emisi (Ton CO,eq) 115.138.606,124
2 Total Sekuestrasi (Ton CO,eq) 95.650.870,892
3 Emisi Bersih (Ton CO,eq) 19.487.735,232
4 Laju emisi (Ton CO,/tahun) 1.948.773,523
5  Laju Emisi per-unit area (Ton CO,eq/ha.tahun) 0,421

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2015.

Periode pengamatan 1990-2000 ini juga dilihat area dimana terjadi emisi dan sekuestrasi
di Kabupaten Merauke seperti pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2. Peta Emisi (a) dan Sekuestrasi (b) Tahun 1990-2000
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5.2.2. Periode Pengamatan Tahun 2000-2005
Tabel 5.2. Perhitungan Emisi Periode 2000-2005

No Kategori Jumlah

1  Total Emisi (Ton CO,eq) 124.387.508,180
2 Total Sekuestrasi (Ton CO,eq) 93.630.296,608
3 Emisi Bersih (Ton CO,eq) 30.757.211,572
4 Laju emisi (Ton CO,/tahun) 6.151.442,314
5 Laju Emisi per-unit area (Ton CO,eq/ha.tahun) 1,336

Sumber Data: Hasil Analisis Pokja TIPRE, 2016.

Periode Pengamatan 2000-2005 menunjukan laju emisi perhektar menunjukan angka
1,336 ton CO,-eg/ha.tahun, hal ini menunjukan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan
periode 1990-2000.

Gambar 5.3. Peta Emisi (a) dan Sekuestrasi (b) Tahun 2000-2005

5.2.3. Periode pengamatan tahun 2005-2010
Tabel 5.3. Perhitungan emisi periode 2005-2010

No Kategori Jumlah

1 Total Emisi (Ton CO,eq) 212.443.788,236
2 Total Sekuestrasi (Ton CO,eq) 5.512.689,384
3 Emisi Bersih (Ton CO,eq) 206.931.098,852
4 Laju emisi (Ton CO,/tahun) 41.386.219,770
5  Laju Emisi per-unit area (Ton CO,eq/ha.tahun) 9,351

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.
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Periode Pengamatan 2005-2010 menunjukan laju emisi bersih sebesar 41.386.219,770 ton CO2 Eq,
sedang emisi bersih pertahun perhektar menunjukan angka 9,351 ton CO,-eq/(ha.tahun).

2405

Gambar 5.4. Peta Emisi (a) dan Sekuestrasi (b) Tahun 2005-2010

5.2.4. Periode pengamatan tahun 2010-2014
Tabel 5.4. Perhitungan emisi periode 2010-2014

No Kategori Jumlah

1  Total Emisi (Ton CO,eq) 269.926.215,792
2 Total Sekuestrasi (Ton CO,eq) 22.658.638,720
3 Emisi Bersih (Ton CO,eq) 247.267.577,072
4 Laju emisi (Ton CO,/tahun) 61.816.894,268
5  Laju Emisi per-unit area (Ton CO,eq/ha.tahun) 13,928

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

Periode Pengamatan 2010-2014 menunjukan laju emisi bersih sebesar 61.816.894,268 ton
CO2 Eq, sedang emisi bersih pertahun perhektar menunjukan angka 13,928 ton CO,-eq/(ha.
tahun), hal ini menunjukan adanya kenaikan laju emisi dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Gambar 5.5. Peta emisi (a) dan sekuestrasi (b) tahun 2010-2014
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5.3. Emisi Karbon Dioksida (CO,) pada Tingkat Unit Perencanaan

5.3.1. Periode pengamatan tahun 1990-2000

Secara lebih rinci analisis laju emisi dapat dilihat dari distribsusinya berdasarkan unit
perencanaan. Informasi ini diperlukan untuk melihat kejadian emisi dihubungkan dengan
kebijakan pengelolaan ruang dimasing-masing unit perencanaanya. Pada periode 1990-
2000 terlihat emisi dominan terjadi di Kawasan permukiman, Perkotaan, Hutan Bakau dan
Sempadan Sungai.
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Gambar 5.6. Distribusi Emisi tiap unit perencanaan periode 1990-2000

5.3.2. Periode pengamatan tahun 2000-2005

Pada periode 2000-2005 terlihat laju emisi dominan terjadi di Kawasan Perkotaan,
Sempadan Pantai, Perikanana Darat, Sempadan Sungai, dan Permukiman. Emisi tertinggi
terjadi di Kawasan permukiman yaitu sebesar 99 ton CO2 eq/(ha.tahun)
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Gambar 5.7. Distribusi Emisi tiap unit perencanaan periode 2000-2005
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5.3.3. Periode pengamatan tahun 2005-2010

Pada periode 2005-2010 terlihat laju emisi dominan terjadi di Kawasan Galian Pasir,
Pertanian Lahan basah, hutan Produksi Konversi, Perkotaan, dan beberapa unit
perencanaan lain. Laju emisi tertinggi terjadi di Kawasan Galian Pasir yang mencapai laju
sebesar 275 ton CO2 eq/(ha.tahun)

o
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CO2 eq/(ha.tahun)

Gambar 5.8. Distribusi Emisi tiap unit perencanaan periode 2005-2010

5.3.4. Periode pengamatan tahun 2010-2014

Pada periode 2010-2014 terlihat laju emisi yang tinggi hampir terjadi disemua unit
perencanaan. Empat unit perencanaan dengan laju emisi di atas 100 ton CO2 eqg/(ha.
tahun) adalah Peternakan, Perkebunan, Taman Nasional, dan Permukiman.

Gambar 5.9. Distribusi Emisi tiap unit perencanaan periode 2010-2014
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5.4. Emisi Karbon Dioksida (CO,) Berdasarkan Perubahan
Penggunaan Lahan

5.4.1. Periode pengamatan tahun 1990-2000

Pada periode pengamatan tahun 1990-2000 terdapat 10 jenis perubahan penggunaan
lahan penyebab emisi CO, terbesar di Kabupaten Merauke. Emisi CO, terbesar dihasilkan
karena perubahan penggunaan lahan hutan eucalyptus/acacia ke rumput/savana dengan
emisi 137.968.512 ton CO,eq atau 29,96% (Tabel 22).

Tabel 5.5. Perubahan penggunaan lahan penyebab emisi terbesar di Kabupaten Merauke
periode 1990-2000

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan Emisi (ton CO,eq) Persen

1  Hutan eucalyptus/acacia menjadi 137.968.512,00 29,96
Rumput/savanna

2 Hutan rawa primer menjadi Hutan 84.215.401,92 18,29

eucalyptus/acacia

3 Hutan primer menjadi Hutan eucalyptus/ 76.162.411,93 16,54
acacia

4 Hutan rawa primer menjadi Rumput/ 29.898.344,96 6,49
savanna

5  Hutan mangrove primer menjadi Hutan 29.650.135,52 6,44
eucalyptus/acacia
Hutan primer menjadi Hutan rawa primer 25.118.443,01 5,45

7  Hutan primer menjadi Karet monokultur 9.154.682,88 1,99

8  Hutan mangrove primer menjadi 8.622.797,12 1,87
Rumput/savanna

9  Hutan eucalyptus/acacia menjadi Air 8.565.580,35 1,86

10  Hutan mangrove primer menjadi Air 5.958.506,30 1,29

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

Pada periode pengamatan tahun 1990-2000 terdapat 10 jenis perubahan penggunaan
lahan penyebab sekuestrasi CO, terbesar di Kabupaten Merauke. Perubahan lahan
rumput/savana ke hutan eucalyptus/acacia menghasilkan sekuestrasi 133.376.020,8 ton
CO,eq atau 34,86% (Tabel 5.6).
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Tabel 5.6. Perubahan penggunaan lahan penyebab sekuestrasi terbesar
di Kabupaten Merauke periode 1990-2000

Sekuestrasi

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan (ton CO eq) Persen

1 Rumput/savanna menjadi Hutan eucalyptus/ 133.376.020,80 34.86
acacia

2 Hutan gucalyptus/acaaa menjadi Hutan 69.651.655.770 1820
rawa primer

3 Hgtan eucalyptus/acacia menjadi Hutan 64.398.682,01 16,83
primer

4 Rumput/savanna to Hutan rawa primer 28.872.905,85 7,55

5  Hutan eucaly.lptus/acaaa menjadi Hutan 23.991.876,32 6,27
mangrove primer
Hutan rawa primer menjadi Hutan primer 22.845.556,22 5,97
Ru.mput/savanna menjadi Hutan mangrove 9.195.786.88 2.40
primer

8 Hgtan rawa primer menjadi Hutan mangrove 4.782.603.07 1,25
primer

9 Air menjadi Hutan eucalyptus/acacia 3.550.399,10 0,93

10 Rumput/savanna menjadi Hutan primer 2.631.642,49 0,69

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

5.4.2. Periode pengamatan tahun 2000-2005

Pada periode pengamatan tahun 2000-2005 terdapat 10 jenis perubahan penggunaan
lahan penyebab emisi CO, terbesar di Kabupaten Merauke. Emisi CO, terbesar dihasilkan
karena perubahan penggunaan hutan eucalyptus/acacia ke rumput/savana dengan emisi
151.280.923,2 ton CO,eq atau 30,41% (Tabel 5.7).

Tabel 5.7. Perubahan penggunaan lahan penyebab emisi terbesar
di Kabupaten Merauke Periode 2000-2005

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan Emisi (ton CO,eq) Persen

1 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Rumput/ 151.280.923,20 3041
savanna

5 Hutan rawa prlmer menjadi Hutan 69.942.237.57 14,06
eucalyptus/acacia

3 Huta.n primer menjadi Hutan eucalyptus/ 69.181.566.94 13,90
acacia

4 Hutan mangrove primer menjadi Hutan 32.826.476,48 6,60

eucalyptus/acacia
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No

10

Jenis Perubahan Penggunaan Lahan

Hutan rawa primer menjadi Rumput/
savanna

Hutan eucalyptus/acacia menjadi Padi
Hutan eucalyptus/acacia menjadi Air
Hutan primer to Hutan rawa primer

Hutan eucalyptus/acacia menjadi Kebun
campuran

Hutan mangrove primer menjadi Rumput/
savanna

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

Emisi (ton CO,eq)

29.490.640,25

27.778.094,94
24.813.991,55
22.830.340,00

10.484.925,76

9.740.825,92

Persen
5,93

5,58
4,99
4,59

2,11

1,96

Berdasarkan Tabel 5.8 pada periode pengamatan tahun 2000-2005 terdapat 10 jenis
perubahan penggunaan lahan penyebab sekuestrasi CO, terbesar di Kabupaten Merauke.
Perubahan rumput/savana ke hutan eucalyptus/acacia menghasilkan sekuestrasi
127.272.076.8 ton CO,eq atau 33,98%.

No

8

9

10

Tabel 5.8. Perubahan penggunaan lahan penyebab sekuestrasi terbesar
di Kabupaten Merauke periode 2000-2005

Jenis Perubahan Penggunaan Lahan
Rumput/savanna menjadi Hutan eucalyptus/
acacia

Hutan eucalyptus/acacia menjadi Hutan rawa
primer

Hutan eucalyptus/acacia menjadi Hutan primer
Rumput/savanna menjadi Hutan rawa primer
Hutan rawa primer menjadi Hutan primer

Hutan eucalyptus/acacia menjadi Hutan man-
grove primer

Rumput/savanna menjadi Hutan mangrove
primer

Air menjadi Hutan eucalyptus/acacia

Hutan rawa primer menjadi Hutan mangrove
primer

Air menjadi Hutan mangrove primer

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

Sekuestrasi (ton CO,eq)

127.272.076,80

71.720.384,86

57.533.926,46
29.713.024,64
23.905.898,49

23.070.265,92

8.147.634,88
4.627.159,49
4.568.674,37

3.314.943,65

Persen

33,98

19,15

15,36
7,93
6,38

6,16

2,18
1,24
1,22

0,89
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5.4.3. Periode pengamatan tahun 2005-2010
Pada Tabel 5.9 terdapat 10 (sepuluh) perubahan penggunaan lahan penyebab emisi
CO, terbesar di Kabupaten Merauke pada periode 2005-2010 adalah perubahan lahan

dari hutan eucalyptus/acacia ke rumput/ savana dengan emisi 485.031.016,80 ton CO,eq
atau 57,08%.

Tabel 5.9. Perubahan penggunaan lahan penyebab emisi terbesar
di Kabupaten Merauke periode 2005-2010

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan Emisi (ton CO,eq)  Persen
1 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Rumput/savanna 485.031.016,80 57,08
2  Hutan eucalyptus/acacia menjadi Semak belukar 142.096.715,90 16,72
3 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Padi 41.903.367,10 4,93
4 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Air 29.450.851,58 3,47
5 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Kebun campuran 28.364.167,52 3,34
6 Hutan primer menjadi Hutan eucalyptus/acacia 26.305.867,10 3,10
7 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Karet monokultur 16.679.145,88 1,96

8 I:cl;tcai;\ mangrove primer menjadi Hutan eucalyptus/ 13.678.412.96 161

9 Igiuntan eucalyptus/acacia menjadi Tanaman pertanian 7.061.050,64 0.83
10  Hutan eucalyptus/acacia menjadi Pemukiman 6.792.342,04 0,80
Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

Pada periode pengamatan tahun 2005-2010 terdapat 10 jenis perubahan penggunaan
lahan penyebab sekuestrasi CO, terbesar di Kabupaten Merauke. Perubahan lahan
padi ke kebun campuran adalah perubahan lahan terbesar menghasilkan sekuestrasi
7.807.974,912 ton CO,eq atau 35,41 % (Tabel 5.10).

Tabel 5.10. Perubahan penggunaan lahan penyebab sekuestrasi terbesar
di Kabupaten Merauke periode 2005-2010

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan (izl:‘ugg::;; Persen
Padi menjadi Kebun campuran 7.807.974,91 35,41

2 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Hutan sekunder 4.127.029,50 18,72
kerapatan tinggi

3 Karet monokultur menjadi Kebun campuran 3.379.265,53 15,32
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Sekuestrasi

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan (ton CO eq) Persen
4 Rumput/savanna menjadi Kebun campuran 2.814.567,04 12,76
5  Air menjadi Kebun campuran 2.003.174,08 9,08
6 Rumput/savanna menjadi Semak belukar 517.704,88 2,35
7 Rumput/savanna menjadi Karet monokultur 503.112,96 2,28
8 Hutan sekunder kerapatan rendah menjadi Hutan 192.225,79 0,87

eucalyptus/acacia
9 Air menjadi Pemukiman 153.787,68 0,70
10  Air menjadi Semak belukar 116.899,77 0,53

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

5.4.4. Periode pengamatan tahun 2010-2014

Pada Tabel 5.11 terdapat 10 (sepuluh) perubahan penggunaan lahan penyebab emisi
CO, terbesar di Kabupaten Merauke pada periode 2010-2014 adalah perubahan lahan dari dari
hutan eucalyptus/acacia ke semak belukar dengan emisi 544.205.298,21 ton CO,eq atau 50,4%.

Tabel 5.11. Perubahan penggunaan lahan penyebab emisi terbesar di Kabupaten Merauke
periode 2010-2014

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan Emisi (ton CO,eq)  Persen
1 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Semak belukar 544.205.298,21 50,40
2 Hutan rawa primer menjadi Rumput/savanna 65.899.905,79 6,10
3 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Lahan terbuka 47.688.461,50 442
4 Hutan primer menjadi Kelapa sawit 45.665.487,04 4,23
5 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Air 40.082.647,81 3,71
6 Hutan primer menjadi Rumput/savanna 38.428.951,68 3,56
7 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Padi 33.987.429,60 3,15
8 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Kebun campuran 24.411.959,20 2,26
9 Kebun campuran menjadi Rumput/savanna 24.256.057,60 2,25
10  Hutan eucalyptus/acacia menjadi Rumput/savanna 22.167.974,40 2,05

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

Berdasarkan Tabel 5.12 pada periode pengamatan tahun 2010-2014 terdapat 10 jenis
perubahan penggunaan lahan penyebab sekuestrasi CO, terbesar di Kabupaten Merauke.
Perubahan lahan rumput/savana ke hutan eucalyptus/acacia menghasilkan sekuestrasi
40.896.424,8 ton CO,eq atau atau 45,12%.
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Tabel 5.12. Perubahan penggunaan lahan penyebab sekuestrasi terbesar

di Kabupaten Merauke periode 2010-2014

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan

Rumput/savanna menjadi Hutan eucalyptus/acacia
2 Semak belukar menjadi Hutan eucalyptus/acacia

3 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Hutan mangrove
primer

Rumput/savanna menjadi Semak belukar
5 Padi menjadi Kebun campuran

Hutan sekunder kerapatan rendah menjadi Hutan
eucalyptus/acacia

7 Rumput/savanna menjadi Kebun campuran
Tanaman pertanian lain menjadi Karet monokultur
9 Karet monokultur menjadi Kebun campuran

10  Air menjadi Semak belukar
Sumber data: Hasil Analisis Pokja TIPRE, 2016.

Sekuestrasi
(ton CO2eq)

40.896.424,80
19.840.337,09
7.454.327,84

6.807.932,22
5.114.277,12

1.653.555,20

1.231.710,72

1.024.658,13
925.990,91
838.709,50

Persen

45,12
21,89

8,22

7,51
5,64

1,82

1,36
1,13
1,02
0,93

5.5. Emisi Karbon Dioksida (CO,) Berdasarkan Perubahan Penggunaan

Lahan di Tingkat Unit Perencanaan Penyumbang Emisi Terbesar

Pada bagian ini disajikan hasil analisis dinamika cadangan karbon untuk masing-masing
kelas unit perencanaan yang dianalisa. Beberapa bentuk analisis yang dilakukan antara
lain: tingkat emisi, tingkat sequestrasi, laju emisi dan tipe perubahan penggunaan lahan

yang paling banyak menyebabkan emisi/sekuestrasi.

5.5.1. Periode pengamatan tahun 1990-2000

Pada periode 1990 hingga 2000 unit perencanaan Pemukiman merupakan penyumbang
emisi terbesar di Kabupaten Merauke. Jenis perubahan penggunaan lahan yang
menyebabkan emisi pada unit perencanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13. Perubahan penggunaan lahan penyebab emisi di unit perencanaan pemukiman

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan

1  Hutan primer menjadi Karet monokultur
2 Hutan primer menjadi Hutan eucalyptus/acacia

3 Hutan primer menjadi Rumput/savanna
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Emisi (ton
Co2eq)

8.718.745,60
5.285.939,17
3.433.334,91

Persen Terhadap
Emisi di UP

26,98
16,36
10,62



. Emisi (ton Persen Terhadap

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan Co2eq) Emisi di UP

4 Hutan primer menjadi Kebun campuran 2.741.895,17 8,48

5 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Rumput/ 203465 6,30
savanna

6 Hutan primer menjadi Hutan sekunder kerapatan 1961.25 6,07
rendah

7 Huta_n rawa primer menjadi Hutan eucalyptus/ 1.836.796,83 568
acacia

8  Hutan eucalyptus/acacia menjadi Padi 935.256,93 2,89

9 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Karet 911.63 2.82
monokultur

10  Hutan primer menjadi Hutan rawa primer 659.543,04 2,04

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

5.5.2. Periode pengamatan tahun 2000-2005

Pada periode 2000 hingga 2005 unit perencanaan Kawasan Perkotaan merupakan
penyumbang emisi terbesar di Kabupaten Merauke. Jenis perubahan penggunaan lahan
yang menyebabkan emisi pada unit perencanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14. Perubahan penggunaan lahan penyebab emisi di unit perencanaan kawasan

perkotaan

Emisi (ton R

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Emisi
Co2eq) N

di UP
1  Hutan eucalyptus/acacia menjadi Padi 9.911.795,07 46,39
2  Hutan eucalyptus/acacia menjadi Kebun campuran 3.112.042,56 14,57
3 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Air 2.774.355,58 12,99
4 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Rumput/savanna 1.269.232,80 5,94
5  Hutan mangrove primer menjadi Padi 766.061,12 3,59
6  Hutan primer menjadi Hutan eucalyptus/acacia 758.451,01 3,55
7 Huta'n mangrove primer menjadi Hutan eucalyptus/ 377.217,28 1,77

acacia

Hutan mangrove primer menjadi Air 307.716,29 1,44
9  Hutan primer menjadi Karet monokultur 300.646,40 1,41
10  Hutan rawa primer menjadi Padi 295.385,09 1,38

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.
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5.5.3. Periode pengamatan tahun 2005-2010

Pada periode 2005 hingga 2010 unit perencanaan Kawasan Galian Pasir merupakan
penyumbang emisi terbesar di Kabupaten Merauke. Jenis perubahan penggunaan lahan
yang menyebabkan emisi utama pada unit perencanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel
5.15.

Tabel 5.15. Perubahan penggunaan lahan penyebab emisi di unit perencanaan galian pasir

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan (to:?ci)s;eq) Pe:Es;rils;l'zli‘f:jgap
1 ?a%gannntaeucalyptus/acacia menjadi Rumput/ 2.480.332,80 83.76
2 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Semak belukar 471.069,45 15,91
3 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Air 9.700,54 0,33
4 Air menjadi Air 0 0
5 Air menjadi Hutan eucalyptus/acacia 0 0
6  Air menjadi Hutan mangrove primer 0 0
7  Air menjadi Hutan mangrove sekunder 0 0
8  Air menjadi Hutan primer 0 0
9 Air menjadi Hutan rawa primer 0 0
10  Air menjadi Hutan rawa sekunder 0 0

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

5.5.4. Periode pengamatan tahun 2010-2014

Pada periode 2010 hingga 2014 unit perencanaan Peternakan merupakan penyumbang
emisi terbesar di Kabupaten Merauke. Jenis perubahan penggunaan lahan yang
menyebabkan emisi pada unit perencanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16. Perubahan penggunaan lahan penyebab emisi di unit perencanaan peternakan

. Emisi Persen Terhadap
No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan (ton CO,eq) Emisi di UP
Hutan eucalyptus/acacia menjadi Semak belukar 3.251.302,91 55,64
2  Hutan rawa primer menjadi Rumput/savanna 840.118,78 14,38
3 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Rumput/ 591.016,80 10,11
savanna
4 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Lahan terbuka 472.449,37 8,09
5 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Tanaman 289.783,20 496

pertanian lain
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Emisi Persen Terhadap

No Jenis Perubahan Penggunaan Lahan (ton CO,eq) Emisi di UP
6 Hutan eucalyptus/acacia menjadi Padi 154.269,18 2,64

Hutan rawa primer menjadi Lahan terbuka 135.384,83 2,32
8 Igiuntan rawa primer menjadi Tanaman pertanian 24.650,65 042
9 Hutan rawa primer menjadi Padi 24.615,42 0,42
10  Kebun campuran menjadi Rumput/savanna 21.608,96 0,37

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.
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SKENARIO BASELINE SEBAGAI DASAR
REFERENCE EMISSION LEVEL (REL)

6.1. Definisi dan Arti Penting

Reference Emission Level (REL) merupakan tingkat acuan yang diukur pada suatu wilayah
yang disebabkan dari kegiatan perubahan penggunaan lahan. REL merupakan acuan
dalam menghitung penurunan atau kenaikan emisi masa depan pada suatu wilayah.
Dalam skema penurunan emisi, angka ini menjadi rujukan apakah suatu wilayah berhasil
ataukah tidak dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang telah diupayakan, yaitu dengan
cara membandingkan dengan emisi aktual yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu,

Bahwa perhitungan proyeksi emisi dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a. Berdasarkan sejarah emisi dalam kurun waktu tertentu,

b. Berdasarkan sejarah emisi yang disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian,

c. Berdasarkan prediksi yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana
pembangunan wilayah.

a. Historical Based

Metode ini secara sederhana menggunakan emisi yang telah terjadi untuk memprediksi
sejarah emisi di masa lalu. Sejarah emisi disintesis dari data perubahan penutupan lahan
dan faktor emisi atau carbon density. Sehingga dalam hal ini, proyeksi merupakan fungsi
lanjutan dari sejarah emisi. Karekteristik metode ini dibandingkan metode lain, sejarah
berbasis metode yang paling sederhana, hanya membutuhkan data sejarah tutupan lahan
dalam kurun waktu tertentu.

Historical approach menunjukan bagaimana kondisi yang terjadi pada masa lampau
diasumsikan akan terjadi pada masa yang akan datang. Hal ini sangat mungkin terjadi
jikalau tidak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan yang akan mempengaruhi
penggunaan lahan di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini tidak memberikan pandangan
dengan tidak adanya perubahan akan tetapi perubahan yang terjadi dari masing-masing
penggunaan lahan akan tetapi menggunakan laju pada masa yang lalu atau sebelumnya.

b. Adjusted Historical Based

Metode ini melakukan penyesuaian dari proyeksi didasarkan pada suatu faktor
penyesuaian. Faktor penyesuaian tersebut dapat berupa kepadatan penduduk, laju
pertumbuhan ekonomi, dan beberapa faktor penyesuai lain yang relevan.
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Karateristik metode ini antara lain mengakomodasi keadaan saat yang diwakili oleh
beberapa faktor penyesuaian seperti kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi untuk
menyesuaikan emisi masa depan yang diproyeksikan, membutuhkan hanya dua set data
yaitu sejarah tutupan lahan dan faktor penyesuaian.

c. Forward Looking

Metode Forward Looking merupakan metode yang memproyeksikan emisi masa depan
berdasarkan perkiraan kondisi yang akan datang. Skenario Forward Looking Baseline disini
berpedoman pada interpretasi dokumen perencanaan penggunaan yang ada. Berbagai
dokumen perencanaan pembangunan perlu di gunakan dan dianalisis untuk dapat
menangkap kelengkapan perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat. Hal lain
yang perlu diperhatikan adalah pemahaman dari para pihak untuk menterjemahkan
rencana pembangunan tersebut, tidak jarang rencana pembangunan tersebut belum
cukup jelas memberikan paparan sehingga diperlukan interpretasi dan pemahaman dari
para pihak yang berkompeten dalam perencanaan pembangunan daerah tersebut.

Setidaknya di Kabupaten Merauke terdapat dua opsi skenario baseline yang dapat
dijadikan dasar penentuan REL. Kedua opsi tersebut adalah baseline yang diperoleh dari
proyeksi laju perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada masa lalu (historical) dan
skenario baseline dengan menggunakan interpretasi terhadap rencana pembangunan
daerah (forward looking). Kedua metode ini telah dihitung untuk mendapatkan gambaran
dan dapat memperbandingan antara kondisi yang telah terjadi dengan kondisi yang
direncanakan dan bagaimana konsekuensinya terhadap emisi yang ditimbulkan.

6.2. Penentuan Tahun Dasar

Tahapan penting dalam membangun REL adalah kesepakatan penggunaan tahun
dasar sebagai bahan proyeksi yang akan datang. Terdapat beberapa pedoman dalam
penentuan tahun dasar diantaranya bahwa pada tahun dasar tersebut diperkirakan
terdapat kondisi-kondisi seperti: memiliki kemiripan kondisi dimasa yang akan datang,
merepresentasikan kondisi yang sebenarnya dimana diperkirakan belum dilakukan
aksi-aksi mitigasi, dan diharapkan tidak terdapat kondisi yang sangat signifikan yang
terjadi pada periode tersebut yang memungkinkan adanya kondisi luar biasa.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut telah disepakati tahun dasar proyeksi emisi
di Kabupaten Merauke menggunakan tahun dasar proyeksi tahun 2000, 2005, 2010, dan
2014. Diharapkan tahun dasar tersebut dapat menjadi acuan yang fair untuk semua pihak
dan dapat mencapai efektivitas capaian penurunan emisi di Kabupaten Merauke.
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6.3. REL Kabupaten Merauke Berdasarkan Pendekatan Historis
Penyajian skenario baseline menggunakan proyeksi emisi masa depan berdasarkan laju
perubahan penggunaan lahan masa lalu yang disajikan secara kumulatif pada Gambar 6.1.

Emisi Kumulatif ( juta ton CO2-eq)
[+ -]
(=]

Gambar 6.1. Reference emission level berdasarkan Historical Projection (nilai kumulatif)

Berdasarkan perhitungan perubahan penggunaan lahan pada periode 2000, 2005, 2010, dan
2014 diperoleh nilai emisi tahunan Kabupaten Merauke sebesar 2,6 juta ton CO, eq, akan
tetapi berdasarkan laju perubahan penggunaan lahan periode 2010-2014 memperlihatkan
kecenderungan peningkatan sehingga perkiraan emisi hingga tahun 2030 dapat dilihat
pada Gambar 6.2 sebagai berikut:
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Gambar 6.2. Nilai emisi tahunan berdasarkan historical projection

Tabel 6.1 dibawah ini menunjukan beberapa perhitungan emisi dan proyeksi emisi di
Kabupaten Merauke dari tahun 2015 hingga tahun 2030. Perhitungan tersebut dibuat
tahunan pada proyeksi emisi dari perubahan penggunaan lahan dengan tahun dasar
2000-2014.
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Tabel 6.1. Perhitungan proyeksi emisi tahunan (pendekatan historis)

No Tahun Emisi (ton CO2-eq) Sekuestrasi (ton CO2-eq) Emisi Bersih (ton CO2-eq)
1 [0] 2014-2015 34,083,223.05 31,404,005.63 2,679,217.41
2 [1] 2015-2016 33,258,872.01 23,301,182.30 9,957,689.71
3 [2] 2016-2017 32,792,982.60 20,155,210.18 12,637,772.42
4 [3] 2017-2018 32,472,253.01 18,882,305.13 13,589,947.88
5 [4] 2018-2019 32,199,594.71 18,412,234.66 13,787,360.05
6 [5] 2019-2020 31,957,969.15 18,267,796.08 13,690,173.07
7 [6] 2020-2021 31,731,589.26 18,268,619.90 13,462,969.36
8 [7] 2021-2022 31,516,318.58 18,331,388.50 13,184,930.07
9 [8] 2022-2023 31,309,025.61 18,421,840.97 12,887,184.65
10 [9] 2023-2024 31,108,523.85 18,523,591.75 12,584,932.10
11 [10] 2024-2025 30,914,005.79 18,629,210.88 12,284,794.91
12 [11] 2025-2026 30,725,038.32 18,734,920.27 11,990,118.05
13 [12] 2026-2027 30,541,301.23 18,838,805.50 11,702,495.73
14 [13] 2027-2028 30,362,554.60 18,939,819.17 11,422,735.43
15 [14] 2028-2029 30,188,590.51 19,037,387.35 11,151,203.16
16 [15] 2029-2030 30,019,221.86 19,131,193.45 10,888,028.41

Sumber data: Hasil Analisis Pokja TIPRE, 2016

6.4. Forward Looking Baseline yang Disusun Berdasarkan Rencana
Pembangunan Wilayah

Skenario forward looking dibuat berdasarkan interpretasi rencana pembangunan
Kabupaten Merauke yang akan datang dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan
dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Rencana penggunaan lahan diidentifikasi
berdasarkan unit perencanaan yang telah dibuat. Tabel 34 memperlihatkan gambaran
rencana pembangunan di Kabupaten Merauke sebagai skenario forward looking.

Tabel 6.2. Rencana umum pembangunan Kabupaten Merauke pada setiap unit perencanaan

No Unit
Perencanaan

Perkiraan Rencana Penggunaan Lahan
Yang Akan Datang

1  Pertanian Lahan ¢ Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus-Pangan 480,208
Basah (PLB) Ha untuk pencetakan sawah yang berasal dari semak belukar,
ekaliptus, rumput dsn kebun campur.

2  Hutan Produksi ¢ Diarahkan untuk enclave kawasan dan NKT berbasis kearifan lokal
(HP)

3 Hutan Lindung e Hutan lindung tetap dipertahankan sehingga fungsi lindung tetap
terjaga

STRATEGI PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN
70 | MENDUKUNG PEMBANGUNAN RENDAH EMISI KABUPATEN MERAUKE



No

10

11

12

13

14

15

16

Unit
Perencanaan

Pertanian Lahan
Kering (PLK)

Resapan Air

Taman Nasional
Darat

Permukiman

Hutan Produksi
Konversi (HPK)

Kawasan Hutan
Bakau

Perkebunan

Sempadan
Sungai

Suaka
Margasatwa

Kawasan
Perkotaan

Cagar Alam
Darat

Peternakan

Sempadan
Pantai

Perkiraan Rencana Penggunaan Lahan
Yang Akan Datang

Pertanian lahan kering semak

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus- Pangan

Penggunaan lahan diarahkan untuk tanaman pangan lahan kering
(palawija, hortikultura dan tanaman pangan lainnya)

Resapan air tetap dipertahankan sehingga fungsi lindung tetap
terjaga

Taman nasional tetap dipertahankan sehingga fungsi lindung tetap
terjaga

Penggunaan lahan diarahkan untuk pengembangan permukiman
perkotaan dan pedesaan, fasum dan fasos

Penggunaan lahan diarahkan untuk pengembangan akan tetapi
penggunaan lahannya mengikuti perubahan sebelumnya.

Penggunaan lahan diarahkan untuk mempertahankan kawasan
Hutan Bakau dengan melarang penebangan Hutan Bakau dan
rehabilitasi kawasan Hutan Bakau yang rusak

Penggunaan lahan diarahkan peningkatan luas areal Kebun Karet
dan sawit masing-masing diperkirakan 1.500 ha/tahun dari lahan
hutan

Penggunaan lahan tetap dipertahankan untuk kelestarian fungsi
sungai dengan garis sempadan £ > 500 m untuk sungai besar dan
garis sempadan sungai kecil £ 100 m

Penggunaan lahan tetap dipertahankan untuk perlindungan
kawasan suaka alam untuk melindungi keanekaragaman biota dan
berbagai tipe ekosistem

Pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhatikan
KDB dan KLB

Penggunaan lahan tetap dipertahankan untuk perlindungan
kawasan suaka alam untuk melindungi keanekaragaman biota dan
berbagai tipe ekosistem

Penggunaan lahan diarahkan untuk optimalisasi padang
penggembalaan di Distrik Elikobel, Muting, Ulilin dan Jagebob
Pemanfaatan lahan tidur sebagai sumber Hijauan Makan Ternak
(HMT) di Distrik Elikobel, Muting, Ulilin dan Jagebob

Penggunaan lahan tetap dipertahankan untuk kelestarian fungsi
laut dengan buffer 100 m di sepanjang garis pantai
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No Unit
Perencanaan

Perkiraan Rencana Penggunaan Lahan
Yang Akan Datang

17  Galian Pasir * Penggunaan lahan untuk lokasi galian pasir diarahkan pada Distrik
Malind 569 Ha dan Distrik Okaba 1,591 Ha
e Reklamasi lahan pasca tambang untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat di distrik Merauke dan Naukenjerai

18 Perikanan Darat ¢ Penggunaan lahan diarahkan untuk pembuatan tambak
¢ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Distrik
Merauke
* Rencana pengembangan Technopark di Distrik Kimaam

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

Berdasarkan telaah rencana teknis kegiatan penggunaan lahan yang akan datang disajikan
pada tabel berikut ini (Tabel 6.3). rencana teknis ini menggambarkan rencana perubahan
penggunaan Lahan dimasa yang akan datang berdasarkan telaah dokumen rencan
pembangunan daerah dan dokumen perijinan yang dikeluarkan.

Tabel 6.3. Rencana teknis penggunaan lahan

N Unit Penggunaan Lahan  Penggunaan Lahan Perkiraan Perubahan Luas
Perencanaan Awal Akhir (ha)

1 Eael:gannié‘:sah Semak belukar Sawah 5.000 ha/tahun
Rumput 100 ha/tahun

Kebun campur 200 ha/tahun

Ekaliptus 10.000 ha/tahun

2 Eaelzganniligring Semak belukar Tanaman semusim 100 ha/tahun
Rumput 500 ha/tahun

Kebun campur 500 ha/tahun

Ekaliptus Sawah 12.500 ha/tahun

Hutan rawa primer 700 ha/tahun

Hutan primer 1.000 ha/tahun

3 Permukiman Kebun cambur Permukiman 500 ha/tahun
Semak 50 ha/tahun

Ekaliptus 500 ha/tahun
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Unit Penggunaan Lahan

No
Perencanaan Awal

4 Perkebunan Semak belukar
Semak belukar
Hutan primer
Hutan primer

Kawasan

Perkotaan Kebun campur

6  Galian Pasir Savana
Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.

Penggunaan Lahan
Akhir

Karet
Sawit
Karet

Sawit
Permukiman

Lahan terbuka

Perkiraan Perubahan Luas
(ha)

20 ha/tahun
20 ha/tahun
1500 ha/thn
1500 ha/thn

200 ha/tahun

50 ha/tahun

Berdasarkan hasil perhitungan emisi dan proyeksi emisi dari kegiatan pembangunan
wilayah yang berdampak terhadap perubahan penggunaan lahan yang akan datang di
Kabupaten Merauke hingga tahun 2030 dapat dihitung perkiraan emisi kumulatif seperti

pada Gambar 6.3.

Emisi Kumulatif ( juta ton CO2-eq)
[ %)
b=

Gambar 6.3. Reference emission level berdasarkan rencana pembangunan wilayah
Kabupaten Merauke

Gambar 6.4 menunjukan perkiraan emisi yang akan datang dari interpretasi rencana
pembangunan Kabupaten Merauke pada periode tahunan. Data tahunan ini menunjukan
besaran perkiraan emisi dimasa yang akan datang berdasarkan angka tahunan (single year).
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Gambar 6.4. Nilai emisi tahunan berdasarkan Historical Projection

Tabel 6.4 dibawah ini menunjukan beberapa perhitungan emisi dan proyeksi emisi
tahunan (sigle year) di Kabupaten Merauke dari tahun 2015 hingga tahun 2030. Perkiraan
emisi tersebut didasarkan pada proyeksi perubahan penggunaan lahan rata-rata periode
2000-2014.

Tabel 6.4. Perhitungan Proyeksi Emisi Menggunakan Pendekatan FL

No Periods Emission (ton CO2-eq) Sequestration (ton CO2-eq) Net Emission (ton CO2-eq)

1 [0] 2014-2015 34,083,223.05 31,404,005.63 2,679,217.41
2 [1] 2015-2016 51,028,272.39 23,303,426.45 27,724,845.94
3 [2] 2016-2017 49,147,280.76 20,481,865.80 28,665,414.96
4 [3] 2017-2018 47,579,034.19 19,504,745.27 28,074,288.93
5 [4] 2018-2019 46,209,666.22 19,302,369.58 26,907,296.64
6 [5] 2019-2020 44,999,810.02 19,401,708.55 25,598,101.48
7 [6] 2020-2021 43,912,915.73 19,625,966.64 24,286,949.09
8 [7] 2021-2022 42,927,446.29 19,894,262.55 23,033,183.73
9 [8] 2022-2023 42,026,232.75 20,173,914.66 21,852,318.09
10 [9] 2023-2024 41,196,900.27 20,449,596.56 20,747,303.71
11 [10] 2024-2025 40,429,720.65 20,714,657.80 19,715,062.85
12 [11] 2025-2026 39,717,098.05 20,965,966.98 18,751,131.08
13 [12] 2026-2027 39,052,898.77 21,202,205.50 17,850,693.27
14 [13] 2027-2028 38,432,103.09 21,422,912.84 17,009,190.25
15 [14] 2028-2029 37,850,517.94 21,628,111.50 16,222,406.44
16 [15] 2029-2030 37,304,586.20 21,818,096.32 15,486,489.88

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.
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6.5. Pemilihan Baseline Sebagai Dasar Penentuan REL

Gambar 6.5 menunjukan perbandingan REL yang dibuat berdasarkan historical baseline
(warna biru) dan berdasarkan forward looking baseline (warna merah). Garis merah
terlihat lebih tinggi memberikan dampak terhadap emisi kumulatif hingga tahun 2030.
Hal tersebut menunjukan bahwa kejadian dilapangan pada masa lalu akan terus terjadi
hingga masa yang datang dan berada di bawah kebutuhan rencana pembangunan daerah
dimasa yang akan datang (forward looking). Diperkirakan penggunaan lahan dimasa yang
akan datang dari berbagai tutupan lahan dengan cadangan karbon tinggi akan terkonversi
untuk meningkatkan ekonomi wilayah dan berbagai rencana penggunaan lahan, hal ini
juga merupakan konsekuensi dari berbagai rencana pembangunan dari tingkat nasional
yang akan dilakukan di Kabupaten Merauke.

400
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Gambar 6.5. Perbandingan Reference Emission Level

Berdasarkan pertimbangan berbagai kebutuhan yang akan datang, maka Kabupaten
Merauke memilih menggunakan REL berdasarkan pendekatan rencana pembangunan,
dimana akan menggambarkan perkiraan emisi CO, yang akan datang. berbagai dasar
mengenai pemilihan pendekatan tersebut adalah:

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan
pertumbuhan ekonomi lokal dari sektor pertanian dan perkebunan, sesuai dengan
visi-misi Kabupaten Merauke.

2. Kebijakan pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung
pangan masional tertuang dalam program KEK/Kementerian Pertanian di
Kabupaten Merauke.
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3. Potensi daerah yang mendukung pengembangan komoditas pertanian dan
perkebunan serta hutan produksi;

4. Belum berkembangnya teknologi intensifikasi pertanian serta adanya kultur
masyarakat lokal terkait perladangan berpindah;

5. Belum berkembangnya model agroforest di masyarakat petani secara luas, sehingga
pemanfaatan lahan belum optimal.

6. Kebutuhan akan bahan baku kayu untuk material bangunan masih sangat tinggi.
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PENYUSUNAN AKSI MITIGASI
KABUPATEN MERAUKE

7.1. Pengertian Aksi Mitigasi dan Proses yang Telah Dilakukan
Pengertian mitigasi secara umum adalah segala upaya yg dilakukan untuk mengurangi
dan memperkecil dampak dari suatu kejadian, maka titik berat perlu diberikan pada tahap
sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan definisi mitigasi menurut UU Nomor
31 Tahun 2009 tentang Metereologi, Klimatologi dan Geofisika pasal 1 (satu) dijelaskan
bahwa mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan
iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas
rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)
penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) yang merupakan implementasi dari komitmen
Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26% dengan upaya sendiri
dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 yang disampaikan didepan
para pemimpin negara pada pertemuan G-20 Pittsburgh, Amerika Serikat 25 September
2009 yang lalu, menjadikan upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) bersifat mandatori
yang harus dilaksanakan tidak hanya oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi kewajiban
bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Merauke pada Tahun 2015 atas inisiasi Program LAMA-I melakukan
kajian penyusunan perencanaan pembangunan rendah emisi yang berbasiskan
penggunaan lahan yang berkelanjutan. Proses penyusunan rencana pembangunan
rendah emisi dilakukan menggunakan perangkat kerja yang dikenal dengan LUMENS
(Land Use Planning for Multiple Environment Services). Hasil kajian ini selanjutnya akan
dijadikan sebagai rekomendasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah di
Kabupaten Merauke.

7.2. Usulan Aksi Aksi Mitigasi

Kegiatan serangkaian identifikasi sumber-sumber emisi dan isu pembangunan di
Kabupaten Merauke berikut diusulkan beberapa aksi mitigasi utama yang diusulkan dan
telah di konsultasikan ke para pihak di Kabupaten Merauke. Aksi mitigasi utama terdiri dari
enam kegiatan sebagai berikut:
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1. Aksi 1 : Mengurangi emisi pada wilayah yang berpotensi mengalami pembukaan skala
besar dengan mencehag pembakaran dan mencegah konversi hutan berbasis kearifan
lokal pada unit perencanaan perkebunan

Driver atau pemicu yang mendorong pengusulan aksi mitigasi pertama di lakukan di unit
perencaraan perkebunan adalah konflik tenurial terutama tentang konflik kepemilikan
lahan dan batas wilayah kepemilikan lahan di Kabupaten Merauke pada khususnya dan
Propinsi Papua pada umumnya; kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan kebutuhan
pangan dan energi dalam skala nasional di Kabupaten Merauke (MIFEE);, kebijakan
pemerintah pusat menjadikan merauke sebagai lumbung pangan nasional tertuang
dalam program KEK Kabupaten Merauke; kebijakan pemerintah daerah dalam rangka
peningkatan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal dari sektor
perkebunan; kebutuhan profit yang tinggi bagi perusahaan perkebunan; potensi daerah
yang mendukung pengembangan komoditas perkebunan; permintaan kebutuhan energi
yang terus meningkat; adanya kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi lokal; musim
kemarau yang panjang di wilayah Kabupaten Merauke.

Tekanan terhadap lingkungan di unit perencanaan perkebunan yaitu kebutuhan lahan
untuk pembukaan perkebunan; pemberian areal konsesi baru; pembukaan hutan yang
akan dialokasikan untuk pengembangan investasi perkebunan; serta potensi hutan secara
alami sangat besar di wilayah Kabupaten Merauke.

Kondisi ekologis yang akan berubah saat dilakukan pembukaan areal hutan yang sangat
besar untuk areal perkebunan yaitu berkurangnya areal tutupan lahan; berkurangnya
hutan dengan nilai konservasi tinggi; berkurangnya daerah resapan air; meningkatnya
emisi dari sektor lahan.

Dampak positif dan negatif dari pembangunan sektor lahan dengan pembukaan lahan
sekala besar untuk perkebunan yaitu meningkanya pendapatan asli daerah; peningkatnya
taraf hidup masyarakat; dapat memepercepat pembangunan infrastruktur; nilai sosial
semakin menurun sehingga dapat meningkatkan konflik sosial di masyarakat, dan
berkurangnya kawasan pelestarian budaya (tempat penting bagi masyarakat adat);
terserapnya tenaga kerja untuk sektor perkebunan, potensi konflik tenurial, serta
pemenuhan kebutuhan energi.

Proses atau tahapan kegiatan untuk dapat melaksanakan aksi mitigasi pertama ini antara
lain:

a. Pemetaan hak ulayat tingkat marga dan sub marga untuk menjamin kepastan hukum
bagi palaku usaha dan masyarakat lokal terkait dengan perhitungan nilai tali asih
pada pembukaan lahan skala besar;
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. Pemetaan regulasi untuk implementasi NKT bagi invesrtasi berbasis lahan;

. Revisi RTRW guna mempertegas deliminasi kawasan lindung dan budidaya;

. Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Merauke;

. Kajian guna mensinergikan RTRW, RPJM dan RPJP.

. Identifikasi dan pemetaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi;

. Sosialisasi pemerintah terkait NKT;

. Membangun kemitraan perusahaan dan masyarakat (CSR, dan lain-lain);

i. Penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarkat untuk tidak melakukan pembakaran
hutan yang disengaja;

j. Mewajibkan pelaku investasi berbasis lahan untuk membangun sistem deteksi dini
kebakaran hutan;

k. Monev dan pengawasan.

. IJ0m| -« ® O n T

Aksi mitigasi pertama akan dilaksanaakan di Distrik Ulilin dengan menjaga hutan rawa
primer dan hutan prime dari konversi yang terjadi berdasarkan kondisi yang pernah terjadi
di masa lalu. Luas lahan yang harus dijaga yaitu 5.600 ha/tahun. Adapun titik dilaksanakan
aksi mitigasi dapat ditunjukkan pada Gambar 7.1.
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Gambar 7.1. Lokasi dilaksanakan aksi mitigasi 1 (Distrik Ulilin).

2. Aksi 2: Pelaksanaan Agroforestri berbasis tanaman unggulan lokal pada lahan-lahan yang
tidak dimanfaatkan pada unit perencanaan hutan produksi.
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Pemicu atau driver aksi mitigasi ke dua yatu berkurangnya kesuburan tanah; kultur
masyarakat lokal dalam bertani berpindah-pindah areal yang tidak dimanfaatkan
pada bekas pengambilan galian C; kebutuhan bahan baku meningkat. Sedangkan
tekanan terhadap lingkungan yang dapat terjadi adalah kebutuhan akan lahan oleh
masyarakat meningkat; kebiasaan masyarakat lokal melakakan pembahasan hutan saat
musim kemarau.

Kondisi ekologi yang akan berubah saat melakukan aksi mitigasi kedua ini adalah
meningkatnya tutupan lahan; biodivessitas meningkat; serapan karbon meningkat;
memperbaiki kawasan resapan air; memperbaiki pertumbuhan tanah. sedangkan
dampak perubahan dari sektor ekonomi antara lain meningkatnya kontribusi ekonomi
rumah tangga dan perekonomian daerah; terbukanya peluang untuk adanya investor
baru; memacu pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat lokal yang berbasis budaya dan
adat. Perubahan sosial yang dapat dirasakan yaitu menyerap tenaga kerja dalam kegiatan
agroforestry dan dapat membantu mempromosikan komoditas asli daerah.

Proses atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melaksanakan aksi mitigasi ini
antara lain:

a. Peningkatan kapasitas dan kepemilikan lahan dengan melakukan ground check,
identifikasi, pemetaan, sosialisasi dan kesepakatan batas wilayah;

b. Perencanaan implementasi aksi mitigasi ke dalam dokumen daerah dengan
menyusun dokumentasi, koordinasi kegiatan, sosialisasi rencana implementasi ke
OPD, dan perizinan;

¢. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah yaitu dengan kegiatan
analisis tanah, pemilihan jenis tanaman, pengairan tanaman;

d. Implementasi program agroforestry yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan
yaitu persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan monev dan pelaporan.

Aksi Mitigasi ini akan dilaksanakan di Distrik Kimaam dengan melaksanakan kegiatan
agroforestri tanaman unggulan lokal seluas 100 ha/tahun. Adapun peta lokasi pelaksanaan
aksi mitigasi ke dua disajikan di Gambar 7.2.
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Gambar 7.2. Lokasi dilaksanakan aksi mitigasi ke dua (Distrik Kimaam)

3. Aksi 3: Peningkatan serapan karbon melalui penanaman mangrove di areal yang
dialokasikan sebagai hutan bakau dan mencegah konversi areal hutan menjadi
penggunaan lahan lainnya.

Pemicu atau yang melatar belakangi aksi mitigasi ini dilakukan adalah tingginya kebutuhan
material galian C di Kabupaten Merauke; tingginya harga material galian C di Kota
Merauke; tidak tersedianya wilayah cadangan galian C yang layak di Kabupaten Merauke;
kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga potensi SDA. Tekanan lingkungan
yang terjadi karena dilakukan penggalian galian C di Kabupaten Merauke antara lain yaitu
kebutuhan lahan untuk galian C meningkat; pembukaan areal hutan mangrove untuk
aktivitas penambangan galian C; potensi hutan mangrove terdegradasi secara alami.

Kondisi ekologi yang akan berubah hutan mangrove berubah menjadi galian C;
berkirangnya daerah sempadan pantai. Sedangkan dampak positif dan negatif bagi
pertumbuhan ekonominya yaitu penyediaan lapangan pekerjaan; kerusakan infrastruktur
jalan; peningatan PAD dari sektor pertambangan; berkurangnya potensi PAD akibat
penggalian liar (illegal), sedangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan yaitu potensi
konflik tenurial.

Proses atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menurunkan emisi di areal hutan
mangrove yaitu:

1. Pemetaan kawasan hutan bakau;
2. Penegakan hukum tentang aktifitas galian C illegal pada wilayah yang tidak diijinkan
untuk mencegah konversi hutan bakau menjadi galian C (1,4%);
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3. Penanaman mangrove sesuai dengan zona pertumbuhan pertumbuhan pada
lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan seperti semak belukar dan lahan terbuka
(1,48%);

4. Sosialisasi terkait regulasi di bidang pertambangan;

5. Monev dan pengawasan.

Aksi mitigasi ke tiga ini akan dilaksanakan di Distrik Waan dengan melakukan penanaman
mangrove di lahan kritis (semak) seluas 15 ha/tahun dan melaksanakan perawatan hutan
mangrove 94 ha/tahun. Titik atau lokasi tempat dilaksanakan aksi mitigasi ke tiga disajikan
pada Gambar 7.3.
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Gambar 7.3. Lokasi dilaksanakan aksi mitigasi ke tiga (Distrik Waan)

4. Aksi 4: Mempertahankan cadangan karbon di areal hutan dan mencegah konversi hutan
menjadi penggunaan lainnya di unit perencanaan kawasan resapan air

Pemicu atau driver terjadinya emisi karbon di unit perencanaan resapan air adalah
kebutuhan lahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan masyarakat; kebutuhan
lahan untuk pemenuhan permintaan kayu masyarakat; dan tingginya permintaan terhadap
sawit. Sedangkan tekanan terhadap lingkungan yang dapat terjadi yaitu pembukaan hutan
untuk pengembangan pertanian dan perkebunan masyarakat; pembukaan hutan untuk
memenuhi permintaan kayu; serta pembukaan hutan untuk perluasan kebun sawit baik
perkebunan skala besar maupun plasma. Kondisi ekologi yang berubah akibat konversi
hutan di areal resapan air yaitu hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan serta
berkurangnya daerah resapan air. Dampak positif dan negatif secara ekonomi yang
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ditimbulkan antara lain adanya sumber pendapatan masyarakat dari pertanian dan
perkebunan, terpenuhinya kebutuhan kayu untuk masyarakat. Sedangkan dampak
sosial yang dapat terjadi antara lain terserapnya tenaga kerja di sektor pertanian dan
perkebunan; hilangnya tempat-tempat penting bagi masyarakat lokal.

Proses atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan amisi antara lain:

. Pemetaan areal resapan air;

. Mencegah konversi hutan (6,9%),

. Patroli terpadu pengamanan hutan,

. Pembatasan izin pemanfaatan di areal resapan air,

. Meminimalisis pembukaan lahan di areal penyangga pada kawasan resapan air

® O n T o

Penurunan emisi di unit perencaan resapan air akan dilaksanakan di Distrik Ulilin dengan
mencehah konversi hutan seluas 225.000 ha/tahun. Titik Pelaksanaan aksi mitigasi
disajikan pada Gambar 7.4.
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Gambar 7.4. Lokasi dilaksanakan aksi mitigasi keempat (Distrik Elikobel)

5. Aksi 5: Mempertahankan cadangan karbon di areal yang dialokasikan sebagai Cagar Alam
Darat dengan mencegah konversi areal hutan menjadi penggunaan lahan lainnya.

Pemicu atau driver aksi mitigasi ke lima ini adalah perubahan tata guna lahan akibat
perkembangan pemukiman dan perambahan/pengrusakan hutan; meningkatnya
kebutuhan dan lahan oleh masyarakat; kebutuhan lahan untuk pemenuhan permintaan
kayu masyarakat; kultur masyarakat dalam berladang berpindah. Tekanan terhadap
lingkungan yang dapat terjadi saat terjadi perubahan tutupan lahan di Cagar Alam Darat
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yaitu konversi kawasan baik di dalam maupun wilayah penyangga cagar alam; pembukaan
hutan untuk memenuhi permintaan kayu; kebutuhan lahan meningkat; kebiasaan
masyarakat lokal melakukan pembakaran hutan saat musim kemarau.

Kondisi ekologi yang akan berubah saat terjadi emisi di cagar alam darat yaitu berkurangnya
areal tutupan hutan di Cagar Alam; berkurangnya hutan dengan nilai konservasi tinggi;
berkurangnya daerah/kawasan perlindungan setempat; meningkatnya emisi dari sektor
lahan. Sedangkan perubahan kondisi ekonomi positif dan negatifnya seperti adanya
sumber pendapatan masyarakat dari pertanian dan perkebunan; terpenuhinya kebutuhan
lahan untuk masyarakat; terpenuhinya kebutuhan kayu untuk masyarakat. Sedangkan
dampak perubahan yang diterjadi antara lain yaitu terserapnya tenaga kerja; hilangnya
tempat-tempat penting bagi masyarakat lokal.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan aksi mitigasi di unit perencanaan
cagar alam yaitu:

1. Pemetaan wilayah cagar alam;

2. Penanganan lahan kritis dalam kawasan cagar alam dengan memanfaatkan lahan
kritis untuk ditanami tanaman agroforestrl;

3. Sosialisasi masyarakat sekitar cagar alam tentang dampak perambahan hutan;

4. Tidak melakukan konversi dikawasan penyangga cagar alam minimal 500 m.

Lokasi pelaksanakan aksi miitigasi di unit perencanaan cagar alam akan dilaksanakan di
Distrik Elikobel dan Distrik Muting. Titik tersebut di tunjukkan pada Gambar 7.5.
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Gambar 7.5. Lokasi dilaksanakan aksi mitigasi ke lima (Distrik Elikobel dan Muting)
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6. Aksi 6 : Mempertahankan cadangan karbon pada areal Kawasan Sentra Produksi Pertanian
Merauke melalui peningkatan produksi di lahan pertanian produktif, pemanfaatan areal
lahan pertanian non-produktif, pelaksanaan sistem agroforestry

Pemicu yang menyebabkan tingginya potensi emisi di wilayah PLK dan PLB di Kabupaten
Merauke antara lain yaitu kebijakan pemerintah pusat menjadikan Merauke sebagai
lumbung pangan nasional tertuang dalam program KEK/Kementan di Merauke sebesar
+ 900.000 Ha; kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli
daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal dari sektor pertanian; potensi daerah yang
mendukung pengembangan komoditas pertanian; permintaan kebutuhan komoditas
pertanian yang terus meningkat; adanya kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi
lokal; kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan sistem tebas bakar; meningkatnya
pemukiman baru di area pertanian; konversi sagu di area perkampungan; minimnya
intensifikasi pertanian; kultur masyarakat terkait perladangan berpindah; belum
berkembangnya model agroforestry di masyarakat petani.

Tekanan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadi tutupan lahan di unit perencanaan
lahan pertanian (PLK dan PLB) yaitu kebutuhan lahan pembukaan areal pertanian;
pemberian areal konsesi baru; pembukaan hutan yang akan dialokasikan untuk
pengembangan investasi pertanian.

Kondisi ekologi yang dapat berubah dari tutupan lahan pertanian menjadi penggunaan
lainnya yaitu berkurangnya areal tutupan hutan; berkurangnya areal tutupan hutan;
berkurangnya hutan dengan nilai konservasi tinggi; berkurangnya daerah resapan air;
meningkatnya emisi dari sektor lahan. Sedangkan dampak positif dan negatif untuk
sektor ekonomi yaitu antara lain meningkatnya PAD; peningkatan taraf hidup masyarakat;
mempercepat pembangunan infrastruktur; sedangkan dampak perubahan sosial yang
dapat berubah adalah terserapnya tenaga kerja untuk sektor perkebunan; potensi
konflik tenurial.

Kegiatan (proses) yang dapat dilakukan untuk melaksanakan aksi mitigasi di unit
perencanaan pertanian (PLK dan PLB) yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian dan kepemilikan lahan dengan melakukan ground check, identifikasi,
penetaan, sosialisasi dan kesepakatan;

b. Perencanaan implementasi aksi mitigasi dengan melakukan penyusunan
dokumentasi, koordinasi kegiatan, sosialisasi rencana implementasi, dan perizinan;

c. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dengan melkaukan
analisis tanah, pemilihan jenis tanaman, dan pengairan tanaman;

d. Mengimplementasikan program agroforestry dengan cara melakukan persiapan
lahan sebelum penanaman, penanaman tanaman agroforestry sesuai dengan kondisi
lahan, penelihataan, monev dan pelaporan program agroforestry secara terpadu.
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Pelaksanaan aksi mitigasi ke enam akan dilaksanakan di unit perencanaan pertanian (PLK
dan PLB) di titik lokasi pelaksanaan yaitu di Distrik Kurik dan Malind. Aksi mitigasi untuk
menurunkan emisi dilakukan di lahan kritis dengan melaksanakan agroforestry di lahan
seluas 50 ha/tahun di areal pertanian lahan basah (PLB) dan 25 ha/tahun di lahan pertanian
lahan kering (PLK). Titik pelaksanaan aksi mitigasi disajikan pada Gambar 7.6.
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Gambar 7.6. Lokasi dilaksanakan aksi mitigasi ke enam yaitu di Distrik Kurik dan Malind

7.3. Identifikasi Kondisi Pemungkin Untuk Pelaksanaan Aksi Mitigasi

7.3.1. Kondisi Pemungkin (enabling condition)

Keberhasilan aksi mitigasi untuk yang akan dilaksanakan di Kabupaten Merauke sangat
di pengaruhi oleh kondisi pemungkin atau faktor pendukung rencana penurunan emisi
Merauke. Kondisi pemungkin (enabling condition) merupakan suatu prasyarat yang mutlak
yang perlu dipersiapkan agar implementasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (RAD-GRK) Kabupaten Merauke dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Kondisi pemungkin ini merupakan merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan
yang perlu diperhatikan oleh stakeholders utama aksi mitigasi utama RAD-GRK, yang dalam
hal ini oleh instansi pemerintah terkait dengan kegiatan pembangunan berbasis lahan.

Keberhasilan implementasi aksi mitigasi penurunan rendah emisi tidak hanya bergantung
pada pembuat kebijakan maupun pelaku kegiatan yang bersangkutan. Aspek pendukung
lain yang dinilai ikut berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan program adalah:

a. aspek regulasi,
b. sosial ekonomi dan
c. kelembagaan.
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Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, namun harus
menjadi bobot dalam setiap strategi perencanaan maupun implementasi program.

Aspek regulasi dinilai memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program dikarenakan
regulasi merupakan acuan secara legal sebuah kebijakan baik dari level kebijakan maupun
cakupan kebijakan tersebut. Ketika kebijakan memberikan peluang untuk pemanfaatan
lahan tanpa disertai dengan telaah kritis aspek kapasitas lahan, lingkungan, sosial budaya
maupun ekonomi, maka kebijakan tersebut akan menimbulkan potensi pemanfaatan lahan
tanpa prinsip berkelanjutan. Level kebijakan juga dinilai ikut mempengaruhi kebijakan
pemanfaatan lahan yakni ketika adanya kebijakan di level yang lebih tinggi namun tidak
melihat kapasitas daerah dalam implementasi kebijakan/program tersebut. Tidak adanya
sinkronisasi kebijakan di berbagai level akan membuat adanya tumpang tindih kebijakan
secara vertikal sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan dari sisi penanggung jawab
kegiatan itu sendiri.

Aspek regulasi dari aksi mitigasi lebih banyak kepada bagaimana kebijakan terkait
pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan kapasitas lahan seperti tidak dilakukan
kegiatan pembakaran pada lahan yang memiliki ekosistem dengan pergantian musim
yang ekstrim. Selain itu pencegahan konversi hutan primer baik dalam skala perambahan
maupun untuk kegiatan investasi juga harus dibenahi khususnya untuk areal yang telah
dialokasikan menjadi kawasan resapan/tangkapan air berikut kawasan penyangganya.
Perlu adanya regulasi tentang pengoptimalan lahan non-produktif tak berhutan untuk
kegiatan agroforestry, perkebunan, pengembangan HTI dan pertanian tanpa harus
mengalokasikan kegiatan budidaya tersebut di areal hutan. Hal lain yang tidak kalah
penting adalah penguatan regulasi tentang pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan baik
di kawasan lindung maupun non-lindung yang tidak memiliki izin sesuai peraturan yang
berlaku. Khusus untuk Kabupaten Merauke yang secara legal telah mengakui keberadaan
masyarakat hukum adat, ruang kelola masyarakat adat dan pengelolaan sumberdaya
alam lokal, perlu penegasan kembali dalam bentuk produk hukum daerah mengenai hak
masyarakat atas kepemilikan tanah ulayat. Hal ini dilakukan sebagai acuan hukum turunan
dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang status hutan adat yang
bukan lagi hutan negara.

Aspek sosial dan ekonomi tidak hanya dipandang secara makro namun bisa dilihat
dari level perencanaan kegiatan. Hal ini berarti bahwa dampak sosial maupun ekonomi
akibat perencanaan program tidak harus selalu dilihat dari dampak di level kabupaten
namun bisa dilihat dampak sosial ekonomi di level kampung/distrik. Kondisi ekonomi
masyarakat di daerah rural yang masih di bawah standar dan pola hidup berdasar kearifan
lokal dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengemas bentuk pembangunan yang dapat
diakses oleh masyarakat tanpa menghilangkan asas pemanfaatan berkelanjutan yang
telah mereka anut. Konsep keberlanjutan yang digunakan masyarakat dalam mengelola
sumber daya alam merupakan pendekatan paling efektif untuk mengembangkan
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potensi lokal daerah dalam rangka pengembangan kawasan pedesaan. Kondisi geografis
persebaran kawasan pedesaan yang menyebar membuat sentral pembangunan tidak
hanya dipusatkan di daerah perkotaan. Namun, seharusnya kawasan pedesaan mampu
mengembangkan potensi lokal kawasan tersebut dengan mengembangkan potensi lokal
daerah dengan berasaskan kearifan lokal masyarakat setempat, tidak mengubah kulture
serta menyesuaikan kapasitas masyarakat setempat. Diharapkan pengembangan ekonomi
secara mikro per level perencanaan pedesaan ini, menimbulkan peningkatan ekonomi
yang dapat dirasakan secara merata di seluruh kabupaten. Pendampingan secara kontinyu
merupakan metode paling efektif dalam proses pengembangan ekonomi lokal daerah.

Aspek kelembagaan merupakan hal lain yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan
program. Sinergitas kebijakan maupun program dalam perencanaan maupun pelaksanaan
program akan memperkuat proses pendampingan kegiatan karena tidak ada tumpang
tindih program sehingga program dapat berjalan bersamaan dengan adanya kontinyuitas.
Hal lain adalah perlu dibentuk mekanisme perencanaan dan pengendalian penggunaan
lahan sebagai acuan dalam proses perencanaan penggunaan lahan hingga ketentuan
penanangan pelanggaran penggunaan lahan. Kelembagaan pembangunan rendah emisi
harus diperkuat tidak hanya dari segi alokasi anggaran namun juga dari segi kapasitas
dari anggota dalam lembaga tersebut agar dapat mengikuti perkembangan kebijakan
pembangunan rendah emisi level nasional maupun internasional.

7.3.2. Hambatan Implementasi Rencana Penurunan Emisi Merauke

Pelaksanaan program yang mendukung kegiatan penurunan emisi di Kabupaten Merauke
dapat terlaksana dengan dukungan dari beberapa faktor, namun keberhasilan program
juga akan terkendala ketika ada faktor-faktor penghambat implementasi program. Faktor
penghambat tidak dapat ditiadakan namun dapat diminimalisir dengan melakukan
identifikasi faktor-faktor tersebut sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan
program maupun langkah untuk menemukan solusi terhadap faktor penghambat tersebut.

Faktor pertama yang dinilai dapat menjadi penghambat implementasi rencana
penurunan emisi adalah aspek regulasi. Penetapan kebijakan di berbagai tingkat baik
nasional, provinsi dan kabupaten khususnya mengenai arahan pemanfaatan lahan
akan menimbulkan permasalahan dalam proses implementasi hingga pemantauan
ketika tidak dilakukan sinkronisasi tentang jenis arahan pemanfaatan lahan tersebut.
Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan skala penetapan kebijakan secara spasial serta
kurangnya konsep partisipasi dalam penetapan kebijakan lintas lembaga maupun level
lembaga. Sehingga sering adanya perbedaan peruntukan lahan di suatu daerah yang akan
berdampak pada administrasi perizinan yang digunakan maupun proses implementasi
dan monitoring. Kebijakan di level yang lebih tinggi dan memiliki perbedaan peruntukan
lahan seringkali melemahkan kebijakan di level yang lebih rendah, meskipun kebijakan
yang lebih rendah menguntungkan dari segi pencegahan terjadinya emisi. Dampak dari
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hal ini adalah pada saat terjadi indikasi pelanggaran pemanfaatan lahan, tumpang tindih
perizinan akan membuat proses penanganan indikasi pelanggaran tidak maksimal karena
adanya perbedaan acuan kebijakan.

Aspek yang kedua adalah aspek sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Merauke yang
dinilai masih jauh di bawah standar khususnya di daerah rural. Rendahnya tingkat
pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat lokal tentang rencana pembangunan
akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal untuk dilibatkan khususnya
dalam proses pemanfaatan lahan berbasis teknologi. Dampak panjangnya adalah
ketidak mampuan masyarakat lokal dalam bersaing dengan tenaga kerja lain sehingga
menimbulkan konflik horizontal. Selain itu, tidak adanya kemampuan pengelolaan finansial
di level masyarakat lokal akan membuat pembangunan yang bersinggungan dengan
sistem sewa lahan/pinjam pakai tanah ulayat masyarakat adat tidak akan memberikan
manfaat ekonomi berkelanjutan untuk masyarakat.

Keberhasilan implementasi pembangunan rendah emisi akan terhambat ketika tidak
berjalannya kelembagaan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan
rendah emisi. Lembaga berperan sebagai media untuk meminimalkan celah atau tumpang
tindih kebijakan antar instansi di daerah sehingga tumpang tindih kebijakan antar sektor
dapat diperkecil. Selain itu, peran lembaga tidak hanya dalam perencanaan kegiatan
namun juga proses berjalanannya kegiatan hingga monitoring. Mekanisme monitoring
perlu disusun dan ditetapkan sebagai standar pemantauan keberhasilan pelaksanaan
program. Selain itu, pelibatan stakeholder dalam proses monitoring yang belum maksimal
juga akan berdampak pada ketidak berhasilan pelaksanaan program karena konsep
partisipasi dalam pembangunan rendah emisi tidak hanya di level perencanaan namun
juga di level pemantauan.

7.3.3. Sistem Kelembagaan RAD-GRK Kabupaten Merauke

Kelembagaan RAD-GRK Kabupaten Merauke dibangun untuk memastikan bahwa RAD-GRK
dan implementasinya berjalan sesuai strategi, rencana aksi, prinsip-prinsip dan tujuan
yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Sistem kelembagaan yang dibagun bersifat
independen memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut :

a. Menyediakan informasi terkait wilayah dan peluang pengelolaan RAD-GRK di
Kabupaten Merauke.

b. Menyusun juknis MRV/REL Kabupaten Merauke.

c. Menetapkan kriteria dan indikator kelayakan proyek RAD-GRK dan memberi
rekomendasi perizinan pemanfaatan dan penggunaan lahan dengan skema RAD-GRK.

d. Memantau pelaksanaan RAD-GRK, termasuk kewajiban keterbukaan informasi dan
PADIATAPA/FPIC, peningkatan peran aktif masyarakat dan pembagian manfaat yang
adil dan merata.
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Kelembagaan RAD-GRK di Kabupaten Merauke harus diintegrasikan dengan perkembangan
kelembagaan Rencana Aksi GRK ditingkat nasional dan Provinsi, sehingga terjadi
keselarasan dan sinergitas kewenangan antara kelembagaan pusat dan daerah.

7.3.4. Pendanaan Untuk RAD-GRK Kabupaten

Pendanan RAD-GRK Kabupaten Merauke berasal dari berbagai sumber, beragam
penggunaan dan mengacu pada tata kelola keuagan multipihak. Oleh karena itu diperlukan
intrumen pendanaan yang dapat mengakomodir keberagaman sumber dan tata kelola
keuangan multipihak. Instrumen yang dimaksud haruslah menganut prinsip :

a. Mendukung pengembangan berbagai program dan kegiatan RAD-GRK sesuai dengan
potensi reduksi emisi bidang pembangunan ekonomi berbasis lahan.

b. Menyediakan mekanisme penyaluran dana yang memungkinkan calon donor dan
investor tertarik mendanai program RAD-GRK Kabupaten Merauke.

c. Mendorong pemanfaatan dana yang efisien dan distribusi manfaat yang adil dan
merata dari pengembangan program dan RAD-GRK Kabupaten Merauke.

d. Memastikan ketiga unsur tersebut menjadi kerangka dasar dalam pengamanan dana
RAD-GRK yang diperoleh dari berbagai sumber untuk kepentingan sosial ekonomi dan
lingkungan hidup.

Berdasarkan kebutuhan membangun instrumen pendanaan tersebut maka strategi
spesifik pendanaan RAD-GRK Kabupaten Merauke adalah :

a. Mengelola dana RAD-GRK Kabupaten Merauke secara independen, professional, dan
kredibel dengan standar angkutabilitas global.

b. Memobilisasi dana dari berbagai sumber publik dan swasta di dalam dan luar negeri
skema fund raising secara sistematis, terprogram, dan profesional.

¢. Menyiapkan mekanisme penyaluran dana untuk menukung seluruh kegiatan,
termasuk dana operasional lembaga, biaya investasi, pengembangan input tapak dan
pendanaan penyiapan pra kondisi (kondisi pemungkin), biaya kinerja pemerintah/
LSM/Lembaga yang terlibat, biaya kinerja pelaksana program dan kegiatan RAD-GRK
yang telah diverifikasi, biaya insentif kepatuhan dalam implementasi RTRW, biaya
peningkatan kapasitas SDM dan lain-lain

d. Membangun mekanisme pertanggung gugatan (accountability) yang memungkinkan
instrumen berjalan tranparan melalui audit keuangan dari lembaga audit independent,
nasional dan internasional secara berkala.

Secara holistik keberhasilan aksi mitigasi pada sektor berbasis lahan diukur dengan
menggunakan tiga kriteria yang disebut 3E+ (Stern, 2007) yaitu effectiveness (berapa besar
emisi GRK yang diturunkan), efficiency (pada tingkat biaya minimum), equity (sebaran
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manfaat bagi banyak pihak) dan co-benefits (manfaat lain yang didapat). Kriteria 3E+
mengukur apakah sebuah aksi mitigasi dapat dijalankan dengan baik.

Evaluasi awal tentang keefektifan sebuah rencana akan mempertimbangkan beberapa
kriteria tambahan seperti kedalaman dan nilai tambahan, rentang dan cakupan, keluwesan
dan kekuatan, kendali atau pencegahan kebocoran, kekekalan dan liabilitas, dan sejauh
mana suatu tindakan mengatasi penyebab pokok deforestasi dan degradasi hutan
dan lahan. Tata kelola dan korupsi juga menjadi pertimbangan yang penting. Misalnya,
sampai sejauh mana tindakan yang diusulkan rawan akan praktek-praktek korupsi.
Suatu evaluasi akhir akan mengukur perubahan cadangan karbon secara langsung dan
membandingkannya dengan standar kondisi seperti yang direncanakan.

Efisiensi, mempertimbangkan biaya pengadaan termasuk penguatan kemampuan, biaya
berjalan untuk keuangan dan sistem informasi (MRV), kompensasi untuk kehilangan
pendapatan (biaya imbangan) dan nilai sewa (nilai sewa adalah transfer dikurangi biaya)
serta biaya implementasi dari pemilik, pengelola dan pengguna lahan hutan. Seluruh
bentuk biaya ini termasuk dalam biaya transaksi, kecuali kompensasi dan nilai sewa.

Kesetaraan, mempertimbangkan berbagai skala yang berbeda (global, nasional,
subnasional), dan berbagai kelompok pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan
pendapatan, sejumlah aset seperti lahan, etnis, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dalam
menilai kesetaraan, juga terdapat perbedaan antara nilai sewa RAD-GRK, transfer rata-rata
dan biaya tindakan. Perdebatan sekarang umumnya lebih menyoroti pembagian manfaat
(transfer) dari pada masalah pendistribusian biaya. Kebanyakan program RAD-GRK tidak
membayar langsung kepada pemilik dan pengguna lahan, tetapi akan menimbulkan
biaya atau kehilangan suatu peluang. Misalnya, sejumlah kebijakan untuk menurunkan
permintaan bahan bakar kayu akan menyebabkan hilangnya pendapatan bagi produsen
arang. Biaya semacam itu seharusnya juga ikut dipertimbangkan.

PENYUSUNAN AKSI MITIGASI KABUPATEN MERAUKE | 93






TINGKAT EMISI DAN MANFAAT EKONO
AKTIVITAS MITIGASI

8.1. Penurunan Emisi Aksi Mitigasi

Gambar 8.1 menunjukan besaran penurunan emisi dari enam aksi mitigasi yang sudah
dibahas sebelumnya. Diagram batang dari masing-masing aksi mitigasi menunjukkan
besaran penurunan emisi, hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi penurunan emisi
ditunjukan oleh semakin panjangnya grafik batang tersebut. Aksi no. 1 dan 4 menunjukan
tingginya penurunan emisi yang dapat diperoleh dengan menerapkan aksi ini.
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Gambar 8.1. Grafik batang penurunan emisi Kabupaten Merauke

Hasil perhitungan penurunan emisi dari 6 aksi mitigasi dalam tonase emisi kumulatif dan
persentase dapat dilihat pada Tabel 8.1. Aksi 1 dan 4 menunjukan penurunan emisi yang
relatif tinggi dibandingkan dengan aksi yang lain. Keseluruhan aksi mitigasi menunjukan
bahwa skenario penurunan emisi menggunakan 6 aksi akan dapat menurunkan emisi total
sebesar 15,41%.

TINGKAT EMISI DAN MANFAAT EKONOMI DARI AKTIVITAS MITIGASI | 95



Tabel 8.1. Presentase penurunan emisi bersih

Perhitung-
an Unit Aksi_1 Aksi_2 Aksi_3 Aksi_4 Aksi_5 Aksi_6
Penurun-
an Emisi
. ton

Kumulatif CO2 36.699.462,84 11.769,15 325.971,07 9.852.652,16 2.983.891,71 1.675.243,28
2015- eq
2030

% 10,97 0,004 0,10 2,94 0,89 0,50
Rata-rata ton

CO2 2.446.630,86 784,61 21.731,40 656.843,48 198.926,11 111.682,89
tahunan o

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.
Keterangan:

Aksi 1: Mengurangi emisi pada wilayah yang berpotensi mengalami pembukaan skala
besar (perkebunan) dengan mencegah pembakaran dan mencegah konversi hutan
berbasis kearifan lokal

Aksi 2:  Pelaksanaan Agroforestri berbasis tanaman unggulan lokal pada lahan-lahan yang
tidak dimanfaatkan (pada wilayah hutan produksi)

Aksi4:  Peningkatan serapan karbon melalui Penanaman mangrove di areal yang dialokasikan
sebagai hutan bakau dan mencegah konversi hutan mangrove menjadi areal galian C

Aksi 4: Mempertahankan cadangan karbon di areal yang dialokasikan sebagai resapan
air dengan mencegah konversi hutan menjadi penggunaan lahan lainnya

Aksi 5: Mempertahankan cadangan karbon di areal yang dialokasikan sebagai Cagar
Alam Darat dengan mencegah konversi areal hutan menjadi penggunaan lahan lainnya

Aksi 6: Mempertahankan cadangan karbon pada areal kawasan sentra produksi
pertanian melalui peningkatan produksi di lahan pertanian produktif, pemanfaatan areal
lahan pertanian non-produktif, pelaksanaan sistem agroforestri

Aksi mitigasi Kabupaten Merauke dilakukan di zona budidaya dan zona lindung. Pada zona
budidaya aksi mitigasi yang dilakukan pada pertanian lahan kering (PLK) dan pertanian
lahan basah (PLB). Peningkatan cadangan carbon di areal PLK dan PLB menggunakan
tanaman bernilai ekonomis. Pemanfaatan areal-areal pertanian secara intensifikasi dapat
dilakukan untuk meningkatkan cadangan karbon di wilayah ini. Zona lindung yang menjadi
prioritas dalam aksi mitigasi Kabupaten Merauke ke depan yaitu di unit perencanaan atau
ada pada penggunaan ruang di perkebunan, hutan produksi, hutan mangrove, resapan air,
dan cagar alam darat.
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Kegiatan yang akan dilakukan berupa 1) upaya dengan mengurangi emisi dengan
mencegah pembakaran dan mencegah konversi hutan berbasis kearifan lokal,
melaksanakan agroforestri pada lahan hutan produksi dengan menggunakan tanaman
uggulan lokal pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan; 2) penanaman tanaman di
hutan produksi dengan menanam tanaman sela hutan alam seperti jahe, kuncit, lengkuas,
kencur, serai, dan sirih; 3) peningkatan serapan karbon melalui Penanaman mangrove di
areal yang dialokasikan sebagai hutan bakau dan mencegah konversi hutan mangrove
menjadi areal galian C; 4) mempertahankan cadangan karbon di areal yang dialokasikan
sebagai resapan air dengan mencegah konversi hutan menjadi penggunaan lahan lainnya,
peserti; 5) mempertahankan cadangan karbon di areal yang dialokasikan sebagai Cagar
Alam Darat dengan mencegah konversi areal hutan menjadi penggunaan lahan lainnya; 6)
mempertahankan cadangan karbon pada areal kawasan sentra produksi pertanian melalui
peningkatan produksi di lahan pertanian produktif, pemanfaatan areal lahan pertanian
non-produktif, pelaksanaan sistem agroforestry.

8.2. Dampak Ekonomi Aksi Mitigasi

Dampak ekonomi menunjukan seberapa besar implementasi aktivitas mitigasi
mempengaruhi nilai ekonomi kumulatif yang diperoleh dari luas penggunaan lahan
akhir dievaluasi dengan nilai profitabilitas penggunaan lahan. Secara umum sepuluh aksi
mitigasi menunjukkan adanya perubahan manfaat ekonomi. Terdapat beberapa aksi yang
berdampak pada peningkatan manfaat ekonomi dan beberapa menunjukan penurunan
manfaat ekonomi karena aksi mitigasi tersebut.

1.50%

1.00%

0.50%

0.00% —

Aksi 2 Aksi 3 :‘M Aksi 5 Aksi B

0.50%

1.00¢

1.50%

2.00%
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Gambar 8.2. Besaran perubahan manfaat ekonomi dari aksi mitigasi Kabupaten Merauke

Gambar 8.2 menunjukkan bahwa aksi mitigasi 2 dan 6 mampu meningkatkan manfaat
ekonomi jika dibandingkan dengan baseline, sedangkan 1, 3, 4, dan 5 adalah aksi mitigasi
yang lain berdampak pada turunnya manfaat ekonomi secara kumulatif. Pelaksanaan
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aksi mitigasi 2 dan 6 dapat memberikan sumbangan peningkatan ekonomi masyarakat
dan daerah karena pada aksi tersebut dilakukan penanaman pohon dengan sistem
agroforestry pada lahan kritis dan peningkatan produksi pangan di lahan produktif dan
non-produktif. Kedua aksi mitigasi ini akan memeberikan dampak positif karena dengan
pelaksanaan program penanaman dan peningkatan produksi maka ekonomi rakyat akan
tumbuh yang akan mempengaruhi ekonomi daerah.

8.3. Analisis Trade-off Aktivitas Mitigasi

Analisis ini ditujukan untuk membandingkan penurunan emisi dan penurunan manfaat
ekonomi. Diperlukan perbandingan antara penurunan emisi dan manfaat ekonomi,
sehingga dapat dianalisis apakah penurunan emisi disertai penurunan manfaat ekonomi.
Aktivitas mitigasi yang ideal adalah dengan menurunkan emisi namun tidak banyak
menurunkan manfaat ekonomi bahkan akan lebih baik apabila dapat meningkatkan
manfaat ekonomi.

Gambar 8.3 merupakan representasi yang lebih jelas untuk memperbandingkan penurunan
emisi dan manfaat ekonomi. Grafik batang dengan warna biru menunjukan penurunan
emisi sedangkan grafik warna merah menunjukan perubahan manfaat ekonomi dimana
grafik diatas sumbu x menunjukan peningkatan manfaat ekonomi dari aksi mitigasi
sedangkan grafik dibawah sumbu x menunjukan penurunan manfaat ekonomi. Gambar
tersebut memperlihatkan bahwa penurunan emisi yang tinggi disertai adanya penurunan
manfaat ekonomi. Gambar itu juga menunjukkan bahwa terlihat aksi 6 terlihat secara
relatif menurunkan emisi dengan pada saat yang sama mampu meningkatkan manfaat
ekonomi yang besar serta aksi mitigasi 2, penurunan emisi akan berdampak positif
terhadap peningkatan ekonomi walaupun sangat kecil dan tidak signifikan tetapi upaya
ini perlu dilakukan karena dalam waktu yang panjang akan memberikan dampak yang
lebih baik .

Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4 Aksi 5 Aksi 6

.‘? I
0 = N

®penurunan emisi  ®Perubahan Ekonomi

Gambar 8.3. Persen penurunan emisi dan perubahan manfaat ekonomi
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Pelaksanaan aksi mitigasi 1,3,4,dan 5 dalam upaya penurunan emisi dengan cara
pencegahan peningkatan karbon dengan mencehah kebakaran hutan dan mencegah
konversi hutan di beberapa unit perencanaan yang menjadi prioritas berkorelasi negatif
terhadap peningkatan ekonomi daerah, artinya jika aksi mitigasi tersebut dilaksanakan
akan menurunkan nilai ekonomi penggunaan lahan karena mempertahankan hutan
dengan mencegah konversi hutan untuk berbagai penggunaan. Hal ini mungkin akan
sulit dilakukan di daerah karena Kabupaten Merauke sebagai salah satu kabupaten yang
sedang membangun sehingga investasi berbasis lahan masih sangat perlu mendorong
perekonomian daerah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah
potensi lahan yang luas melalui investasi di sektor perkebunan, HTI dan HP, serta untuk PLK
dan PLB, akan tetapi dengan melakukan kegiatan tersebut pada unit perencanaan yang
sesuai dengan fungsi budidaya setidaknya masih membuka peluang untuk implementasi
aksi mitigasi tersebut.

8.4. Identifikasi Manfaat Tambahan dari Aksi Mitigasi

Selain manfaat dari segi emisi dan ekonomi dalam aksi mitigasi perlu juga dilihat manfaat
penting lain terkait dengan keanekaragaman hayati, fungsi hidrologi dan bentang
lahan sebagai bagian dari jasa lingkungan yang harus dipertahankan oleh Kabupaten
Merauke. Tujuan dari identifikasi manfaat tambahan dari ke enam aksi mitigasi yang akan
dilaksanakan di Kabupaten Merauke adalah untuk secara lebih komprehensif dapat dilihat
manfaat yang lebih luas terhadap aksi mitigasi yang diusulkan kepada pemerintah daerah.
Pada tahap ini sebagaimana ditunjukan pada Tabel 8.2 menunjukan identifikasi manfaat
tambahan dari setiap aksi mitigasi yang dilakukan di Kabupaten Merauke.
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Tabel 8.2. Identifikasi dampak tambahan dari aksi mitigasi di Kabupaten Merauke

Aksi Mitigasi

Mengurangi emisi
pada wilayah yang
berpotensi mengalami
pembukaan skala besar
dengan mencegah
pembakaran dan
mencegah konversi
hutan berbasis
kearifan lokal pada
unit perencanaan
perkebunan

Pelaksanaan
Agroforestri berbasis
tanaman unggulan
lokal pada lahan-lahan
investasi yang tidak
dimanfaatkan pada
unit perencanaan
hutan produksi

Peningkatan serapan
karbon melalui
penanaman magrove di
areal yang dialokasikan
sebagai hutan bakau
dan mencegah
konversi areal hutan
menjadi penggunaan
lahan lainnya.

Mempertahankan
cadangan karbon

di areal hutan dan
mencegah konversi
hutan menjadi
penggunaan lainnya
di unit perencanaan
kawasan resapan air.

Dampak terhadap
Keanekaragaman
Hayati

* Meningkatnya
populasi flora
fauna khas

* Meningkatnya
ragam jenis flora
khas

¢ Pencegahan hama
dan penyakit

* Meningkatnya
habitat flora fauna
di areal HP

* Mempertahankan
varietas unggulan
lokal

* Meningkatnya
jumlah populasi
mangrove

* Meningkatnya
areal tempat
berkembang biak
biota laut

¢ Terpeliharanya
tutupan hutan
yang penting bagi
dinamika ekologi
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Dampak terhadap
Hidrologi

* Daerah resapan air
meningkat

e Daerah resapan air
meningkat

* Terjaganya areal
buffer bagi sumber
air bersih

e Terpeliharanya
daerah resapan air

Dampak
terhadap
Bentanglahan

* Meningkatnya
areal tutupan
hutan
Bertahannya
hutan dengan
nilai konservasi
tinggi
Dicegahnya
emisi dari
sektor lahan

* Pencegahan
erosi

Pencegahan
abrasi

Bertahannya
hutan dengan
nilai konservasi
tinggi



Dampak terhadap Dampak
No Aksi Mitigasi Keanekaragaman Damﬁ-a dk t(lerh?dap terhadap
Hayati drologl Bentanglahan
5 Mempertahankan ¢ Terjaganya e Terpeliharanya e Terpeliharanya
cadangan karbon di kekhasan daerah resapan air kawasan hutan
areal yang dialokasikan tumbuhan, satwa dengan nilai
sebagai Cagar dan ekosistemnya konservasi
Alam Darat dengan atau ekosistem tinggi
mencegah konversi tertentu yang perlu
areal hutan menjadi dilindungi dan
penggunaan lahan perkembangannya
lainnya berlangsung alami
6 Mempertahankan * Pencegahan hama ¢ Terpeliharanya * Berkurangnya
cadangan karbon dan penyakit daerah resapan air emisi dari
pada areal Kawasan * Mempertahankan sektor lahan
Sentra Produksi varietas unggulan pertanian
Pertanian Merauke lokal * Meningkatnya
melalui peningkatan penutupan
produksi di lahan lahan

pertanian produktif,
pemanfaatan areal
lahan pertanian non-
produktif, pelaksanaan
sistem agroforestry

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.
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STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGU
RENDAH EMISI KABUPATEN MERAUKE

9.1. Pemetaan Kelembagaan

9.1.1. Lembaga potensial dalam kegiatan penurunan emisi di Kabupaten Merauke
Kelembagaan merupakan salah satu prasyarat dalam skema perencanaan pembangunan
rendah emisi dengan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan rendah
emisi dipengaruhi oleh sinkronisasi tupoksi lembaga, transformasi kelembagaan serta
dukungan baik segi kesiapan sumber daya manusia maupun alokasi dana. Sudut pandang
kelembagaan dalam implementasi pembangunan rendah emisi adalah sudut pandang
lintas sektoral dikarenakan aspek pembangunan tidak hanya berpengaruh maupun
dipengaruhi oleh satu aspek namun aspek kewilayahan secara kompleks.

Fungsi kerja lembaga potensial kegiatan penurunan emisi di Kabupaten Merauke
mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Kebijakan terkait penataan ruang wilayah. Potensi sumberdaya wilayah yang belum
terkelola secara maksimal dan beberapa isu kebijakan terkait penggunaan ruang
di Kabupaten Merauke akan membuat potensi peningkatan emisi di masa datang.
Sehingga perlu dibuat prioritas fokus kerja lembaga terhadap sektor perencanaan
tata ruang wilayah. Lembaga harus menjadi pengendali alokasi ruang dengan pola
pemanfaatan yang dinilai menimbulkan dampak peningkatan emisi. Selain itu,
isu tenurial/kepemilikan lahan menjadi satu tantangan mendasar dalam proses
implementasi pembangunan rendah emisi sehingga harus menjadi prioritas
penanganan untuk mengurangi permasalahan terkait kepemilikan lahan.

2. Pembuatan prosedur pemantauan dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan
rendah emisi dengan mengacu pada baseline emisi dan sistem MRV (monitoring,
pelaporan dan verifikasi) yang ada.

3. Aspek finansial merupakan aspek yang perlu diperhatikan khususnya dari segi
identifikasi sumber pendanaan dikaitkan dengan dampak dari program. Perlu
dikalkulasi mengenai kebutuhan pendanaan yang dibandingkan dengan potensi
penurunan emisi di masa datang. Mekanisme pengelolaan pendanaan untuk
pembangunan juga perlu diatur tidak hanya dari segi identifikasi sumber dana dan
pengumpulan dana, tetapi distribusi finansial harus dilaksanakan secara transparan
dan adil.

4. Konsep partisipasi khususnya pelibatan masyarakat adalah satu kunci keberhasilan
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pelaksanaan program pembangunan rendah emisi. Proses pelibatan masyarakat
dilakukan di semua proses dari proses perencanaan, implementasi hingga
pemantauan dan evaluasi. Terkait keterbatasan kapasitas masyarakat, perlu adanya
peningkatan kapasitas untuk menempatkan masyarakat sesuai kompetensinya
dalam skema pembangunan rendah emisi. Hal ini dikarenakan indikator keberhasilan
program pembangunan rendah emisi tidak hanya dinilai pada produk kegiatan namun
juga proses pembelajaran dan pelibatan yang adil seluruh pemangku kepentingan
khususnya masyarakat lokal setempat.

Kelompok Kerja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (Poka TIPRE) Kabupaten
Merauke dibentuk dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah lintas sektoral,
lembaga adat, masyarakat adat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan
pihak swasta. Banyaknya unsur yang dilibatkan dalam kegiatan ini bertujuan agar semua
pemangku kepentingan dapat terlibat aktif dalam perencanaan hingga pengendalian
program. Penguatan kapasitas kelompok kerja khususnya dalam mengawal implementasi
pembangunan rendah emisi hingga proses pemantauan harus dilakukan secara kontinyu
agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada.

9.2. Identifikasi Peranan Aturan atau Lembaga Baru dalam
Implementasi Kegiatan

9.2.1. Peran stakeholder dalam implementasi rencana penurunan emisi Kabupaten
Merauke

Salah satu aspek yang menjadi faktor pendukung keberhasilan perencanaan
pembangunan rendah emisi adalah peran dari stakeholder baik perencana kebijakan,
pelaksana teknis kebijakan maupun pihak yang memantau kebijakan tersebut. Identifikasi
stakeholder berikut peran perlu dilakukan agar dapat dilakukan sinergitas antar pihak
dalam perencanaan maupun pelaksanaan program sehingga tidak ada celah maupun
tumpang tindih program, dengan adanya sinergitas ini, kegiatan yang bersifat mandiri
maupun multipihak dapat dipilah sehingga prioritas program dapat dilaksanakan sesuai
peran masing-masing. Stakeholder yang dinilai berperan dalam kegiatan penurunan emisi
di Kabupaten Merauke sesuai aksi mitigasi yang direkomendasikan tersaji dalam Tabel
39 berikut.
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Tabel 9.1. Peran kelembagaan dalam kegiatan penurunan emisi berdasarkan aksi mitigasi

No
1

Aksi Mitigasi
Mengurangi emisi pada
wilayah yang berpotensi
mengalami pembukaan
skala besar dengan
mencegah pembakaran
dan mencegah konversi
hutan berbasis
kearifan lokal pada unit
perencanaan perkebunan

Pelaksanaan Agroforestri
berbasis tanaman
unggulan lokal pada
lahan-lahan investasi yang
tidak dimanfaatkan pada
unit perencanaan hutan
produksi

Peningkatan serapan
karbon melalui
penanaman magrove di
areal yang dialokasikan
sebagai hutan bakau
dan mencegah konversi
areal hutan menjadi
penggunaan lahan
lainnya.

Lembaga

Bappeda, BLH,
DisHutBun, BPMMT,
BPN

Lembaga Masyarakat
Adat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat

Akademisi

Pelaku Usaha
Masyarakat
DishutBun

Lembaga Masyarakat
Adat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat

Akademisi

Masyarakat

Pelaku Usaha

DisHutBun, BLH

PolHut

Lembaga Masyarakat
Adat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat

Akademisi

Masyarakat

Peran

Pembuat kebijakan, pengendali
kebijakan/program, Pembina
pelaku usaha dan masyarakat

Pengawas kebijakan/program,
Pembuat telaah kritis,
Pendamping masyarakat

Pengawas kebijakan/program,
Pembuat telaah kritis,
Pendamping masyarakat

Pelaksana program
Pengawas kebijakan/program

Pembuat kebijakan, pengendali
kebijakan/program, Pembina
pelaku usaha dan masyarakat

Pengawas kebijakan/program,
Pembuat telaah kritis,
Pendamping masyarakat

Pengawas kebijakan/program,
Pembuat kajian/telaah kritis,
Pendamping masyarakat

Pelaksana program, Pengawas
kebijakan/program

Pelaksana program

Pembuat kebijakan, pengendali
kebijakan/program, Pembina
pelaku usaha dan masyarakat

Pengawas kebijakan/program,
penegak hokum

Pengawas kebijakan/program,
Pembuat kajian/telaah kritis,
Pendamping masyarakat

Pengawas kebijakan/program,
Pembuat telaah kritis,
Pendamping masyarakat

Pengawas kebijakan/program ,
Pelaksana program
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No Aksi Mitigasi Lembaga Peran
4 Mempertahankan Bappeda, DisHutBun, Pembuat kebijakan, pengendali
cadangan karbon di areal  BLH kebijakan/program, Pembina
yang dialokasikan sebagai pelaku usaha dan masyarakat
CagarAIahmkDarat (.1engan PolHut Pengawas kebijakan/program,
mencegah konversi penegak hukun
areal hutan menjadi
penggunaan lahan lainnya Lembaga Masyarakat Pengawas kebijakan/program,
Adat dan Lembaga Pembuat telaah kritis,
Swadaya Masyarakat Pendamping masyarakat
Akademisi Pengawas kebijakan/program,
Pembuat telaah kritis,
Pendamping masyarakat
Masyarakat Pengawas kebijakan/program,
Pelaksana program
5  Mempertahankan BKSDA, Bappeda Pembuat kebijakan, pengendali
cadangan karbon di areal kebijakan/program, Pembina
yang dialokasikan sebagai pelaku usaha dan masyarakat
CagarAIahmkDarat ‘?e“ga“ PolHut Pengawas kebijakan/program,
mencegah konversi penegak hukun
areal hutan menjadi
penggunaan lahan lainnya Lembaga Masyarakat Pengawas kebijakan/program,
Adat dan Lembaga Pembuat telaah kritis,
Swadaya Masyarakat Pendamping masyarakat
Akademisi Pengawas kebijakan/program,
Pembuat telaah kritis,
Pendamping masyarakat
Masyarakat Pengawas kebijakan/program
6  Mempertahankan Bappeda, Tanaman Pembuat kebijakan, pengendali

cadangan karbon pada
areal Kawasan Sentra
Produksi Pertanian
Merauke melalui
peningkatan produksi di
lahan pertanian produktif,
pemanfaatan areal lahan
pertanian non-produktif,
pelaksanaan sistem
agroforestry

Pangan dan Hortikultura,
BPMMT, BPN

Lembaga Masyarakat
Adat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat

Akademisi

Masyarakat

Pelaku Usaha

kebijakan/program, Pembina
pelaku usaha dan masyarakat

Pengawas kebijakan/program,
Pembuat telaah kritis,
Pendamping masyarakat

Pengawas kebijakan/program,
Pembuat kajian/telaah kritis,
Pendamping masyarakat

Pengawas kebijakan/program.
Pelaksana program

Pelaksana Program

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016.
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9.2.2. Strategi implementasi rencana penurunan emisi terkait rencana strategis
Merauke

Implementasi rencana penurunan emisi memerlukan strategi yang dikaitkan dengan
rencana strategis Kabupaten Merauke. Tujuannya agar kebijakan maupun rencana program
yang telah ada di setiap instansi khususnya yang berkaitan dengan konsep pembangunan
rendah emisi dapat diprioritaskan secara maksimal. Sinkronisasi aksi mitigasi prioritas
dengan rencana strategis kabupaten merupakan strategi yang direkomendasikan agar
kebijakan maupun rencana program dapat disesuaikan dengan kebijakan lokal daerah dan
diharapkan tidak membebani daerah dari segi pelaksanaan program, pendanaan maupun
kapasitas daerah itu sendiri.

Strategi implementasi rencana penurunan rendah emisi di Kabupaten Merauke adalah:

1. Perubahan paradigma perencanaan penggunaan lahan Kabupaten Merauke

a. Penyelarasan kebijakan terkait perencanaan penggunaan lahan

Perbedaan kepentingan lintas sektoral disebabkan adanya perbedaan pendekatan dalam
perencanaan maupun implementasi program dan di lain pihak terdapat kesamaan obyek
maupun lokasi pelaksanaan program. Akibatnya adalah kurang maksimalnya tingkat
keberhasilan program dikarenakan hasil yang ditargetkan hanya produk dari kegiatan
bukan proses pencapaian kegiatan. Selain itu faktor pendukung khususnya dari segi
pendanaan, sumberdaya manusia pelaksana maupun obyek yang dikenakan kegiatan
akan dinilai kurang efektif apabila setiap sektor melaksanakan program masing-masing
tanpa adanya koordinasi dengan sektor lain. Hal ini dikarenakan adanya pengulangan
program dengan pendekatan berbeda namun berorientasi hal yang sama.

Selain itu, adanya perbedaan kebijakan terkait peruntukan kawasan diantaranya
perbedaan deliniasi kawasan lindung dan budidaya dalam peta peruntukan kawasan hutan
dan perairan serta peta rencana tata ruang wilayah. Apabila dipandang dari segi obyek,
kedua kebijakan tersebut memiliki obyek yang sama namun terdapat peruntukan kawasan
yang memiliki kelas berbeda. Hal ini akan membuat adanya perbedaan acuan kebijakan
khususnya dalam proses pemanfaatan ruang khususnya separasi antara kawasan lindung
dan budidaya.

Kunci keberhasilan dari hal ini adalah konsep transparansi dan partisipasi khususnya
pelibatan pihak yang memiliki pengaruh maupun yang dipengaruhi dalam setiap program.
Penyelarasan kebijakan merupakan proses yang membutuhkan upaya dari semua sektor
dikarenakan perlunya kesadaran penuh untuk merubah paradigma yang selama ini terjadi
dalam lingkaran birokrasi. Forum seperti BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah), Forum DAS Bikuma, Pokja Pembangunan Rendah Emisi maupun media lain dapat
menjadi wadah efektif untuk melakukan sinkronisasi kebijakan berdasar tematik program
dengan didukung kesadaran dan komitmen penuh dari setiap sektor untuk merubah
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paradigma egosektoral. BKPRD selama ini telah menjadi media dalam perencanaan
hingga monitoring ruang yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Merauke di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Merauke. Keterbatasan dari
segi sumberdaya manusia serta belum adanya mekanisme pemantauan serta penanganan
pelanggaran ruang menjadi hal yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kinerja BKPRD.

b. Penguatan kapasitas daerah dalam kebijakan perencanaan penggunaan lahan
Pengetahuan dan pemahaman tentang aspek kewilayahan belum menjadi prioritas di era
otonomi daerah, padahal adanya kewenangan daerah dalam pengelolaan potensi daerah
memberikan peluang daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri. Dengan adanya kondisi
ini, seharusnya pendekatan kewilayahan menjadi pendekatan yang digunakan dalam
perencanaan pembangunan daerah agar proses pembangunan memperhatikan kapasitas
daerah agar dampak fisik dan sosial dapat diminimalisir.

Penggunaan pendekatan kewilayahan diawali dengan ditingkatkannya kapasitas
sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan wilayah, pengelolaan dan
pemodelan spasial untuk perencanaan wilayah baik untuk pemangku kebijakan maupun
tenaga teknis daerah. Setelah itu diperlukan kajian atau studi fisik, sosial dan budaya
secara kontinyu sebagai kajian dasar dalam penyusunan potensi wilayah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan adanya pemahaman
yang baik dari segi pemangku kebijakan maupun tenaga teknis tentang aspek kewilayahan
maka akan didapatkan data dan informasi yang valid sesuai standar yang ada. Sehingga
data dan informasi tersebut benar-benar digunakan sebagai standar dalam proses
perencanaan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan.

c. Optimalisasi lahan non-produktif untuk kegiatan investasi

Kebijakan pemanfaatan ruang berbasis lahan skala besar seperti kegiatan investasi
maupun kebijakan lain yang menggunakan lahan skala besar perlu didasarkan pada data
kewilayahan yang tepat dan valid agar peruntukan kawasan tidak saling tumpang tindih.
Untuk mendukung pembangunan rendah emisi, kegiatan investasi maupun kebijakan
lain yang memerlukan lahan secara luas perlu dialokasikan di areal yang tidak memiliki
cadangan karbon atau areal yang memiliki cadangan karbon rendah. Namun perlu adanya
kajian lain apakah areal dengan cadangan karbon rendah tersebut merupakan ekosistem
alami yang akan mempengaruhi habitat, spesies atau aspek social budaya lain.

Kondisi fisik Kabupaten Merauke terdiri dari ekosistem hutan dataran rendah, hutan rawa dan
savanna merupakan ekosistem unik sehingga perlu dilakukan pemetaan areal yang kurang
produktif baik dari segi kemampuan lahan, kondisi tutupan lahan serta pengaruh terhadap
ekosistem lain. Dengan adanya pemetaan areal produktif maupun non-produktif ini bisa
dilakukan rasionalisasi lahan yakni mengalihkan rencana investasi di areal dengan cadangan
karbon tinggi ke lahan non-produktif sehingga stabilisasi cadangan karbon dapat dilakukan.
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4. Legalitas hukum terkait keberadaan masyarakat adat, kepemilikan tanah ulayat
dan ruang kelola masyarakat adat.

Kondisi sosial budaya Kabupaten Merauke dimana aspek lahan merupakan hak ulayat
masyarakat adat membuat kebijakan terkait aspek sosial budaya masyarakat adat perlu
menjadi konsep dalam perencanaan kebijakan terkait ruang. Konsep kepemilikan tanah
ulayat dan ruang kelola masyarakat adat dari segi pemanfaatan perlu untuk dipisahkan
secara jelas. Konsep kepemilikan lebih kepada hak milik yang mengacu pada sejarah akan
tanah yang bersangkutan sedangkan konsep ruang kelola mengarah kepada pemanfaatan
terhadap sumberdaya alam dalam ruang tersebut. Ruang kelola masyarakat adat telah
masuk ke dalam arahan kawasan lindung spiritual Peraturan Daerah (PERDA) tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tahun 2011 dan memiliki aturan zonasi
dalam proses pemanfaatannya. Konsep ruang kelola ini tidak hanya memiliki tujuan
sebagai pengakuan keberadaan dan perlindungan masyarakat adat namun juga sebagai
jaminan terhadap adanya kawasan yang masih dapat digunakan masyarakat adat dengan
pola hidup tradisional yang bergantung pada sumberdaya alam. Sehingga ketika masih
ada masyarakat adat yang belum dapat mengikuti ritme pembangunan, mereka masih
dapat menggunakan kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan lokal mereka. Dalam
level operasional perlu adanya pendetailan dan legalitas hukum terhadap informasi ruang
kelola masyarakat adat dikarenakan informasi yang tercakup dalam RTRWK masih dalam
lingkup kabupaten dan perlu didetailkan secara operasional.

Legalitas hukum tentang kepemilikan tanah ulayat juga merupakan hal yang perlu
diprioritaskan mengingat lahan yang masih dalam wilayah hukum adat merupakan
tanah adat dan bukan tanah negara. Sehingga perlu dilakukan pemetaan rinci mengenai
kepemilikan lahan tersebut khususnya untuk kepentingan kompensasi sehingga proses
negosiasi akan penggunaan lahan tidak akan memunculkan konflik horizontal maupun
vertical. Proses pengumpulan informasi tentang kepemilikan tanah ulayat tidak akan lepas
dari informasi ruang kelola karena perlu ditelusuri mengenai sejarah dan asal usul leluhur
dari marga yang bersangkutan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan komponen
masyarakat di level marga merupakan pendekatan yang paling efektif dilakukan dalam
proses inventarisasi informasi ini.

5. Pengembangan alternatif ekonomi skala mikro masyarakat

a. Identifikasi potensi lokal daerah

Ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam dikarenakan masih
minimnya tingkat pemahaman maupun kapasitas masyarakat lokal dari segi
pengembangan alternatif ekonomi. Pengembangan alternative ekonomi yang disesuaikan
dengan kemampuan masyarakat lokal berikut potensi lokal yang ada dinilai lebih efektif.
Hal yang perlu menjadi acuan adalah bahwa keberhasilan pengembangan alternative
ekonomi bukan dinilai dari meningkatnya ekonomi secara makro namun munculnya
alternative ekonomi di level kampung. Perbedaan potensi sumberdaya alam skope
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kampung dan kapasitas sumberdaya manusia di kampung akan membuat pendekatan
pengembangan alternative ekonomi akan berbeda di masing-masing kampung. Hal yang
perlu dipersiapkan adalah studi dan pemetaan potensi sumberdaya di level kampung
seperti sumberdaya alam lokal, sumberdaya manusia, pengembangan sarana prasarana
serta akses pasar.

b. Pelibatan akademisi, LSM lokal dan pihak lain dalam proses pengembangan
alternative ekonomi

Kuantitas kampung yang banyak serta persebaran kampung yang terbatasi factor geografis
membuat perlunya pelibatan semua pihak dalam pelaksanaan pengembangan alternative
ekonomi level kampung. Studi potensi hingga pendampingan pelaksanaan program harus
melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, LSM serta mitra strategis lain dengan cara
membuat standar prosedur pendampingan pengembangan alternative ekonomi level
kampung sebagai acuan pelaksanaan program. Selanjutnya dilakukan pembagian areal kerja
untuk pengembangan alternative ekonomi dengan melibatkan semua stakeholder tersebut.

Pengembangan alternatif ekonomi untuk masyarakat lokal yang masih menggunakan
sistem berburu dan meramu akan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga proses
pendampingan secara kontinyu merupakan alat efektif untuk keberhasilan pelaksanaan
program. Konsep keberlanjutan merupakan konsep dasar dalam pengembangan
alternative ekonomi agar perubahan sudut pandang dari pengelolaan sumberdaya alam
berbasis kearifan lokal menjadi pengembangan alternative ekonomi level kampung yang
tidak bertentangan dengan konsep pembangunan rendah karbon.

c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal sesuai Potensi Sumberdaya Alam

Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat lokal yang masih terbatas membuat
perlunya pelatihan dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait konsep ekonomi
berkelanjutan. Perlu adanya tenaga pendamping yang menetap di wilayah pendampingan
dalam jangka waktu lama agar proses pelatihan dan peningkatan kapasitas tidak terhenti
akibat keterbatasan akses informasi masyarakat di tingkat kampung. Model pelatihan
dua arah yakni dengan mengadopsi model pemanfaatan sumberdaya lokal masyarakat
berdasar kearifan lokal harus digunakan agar penerapan model pengembangan alternative
ekonomi tidak bertentangan dengan tradisi masyarakat lokal namun tetap mendatangkan
manfaat ekonomi lokal. Selain itu perlu dilakukan pendampingan pengelolaan finansial
tingkat kampung maupun rumah tangga untuk mendukung keberhasilan pengembangan
alternatif ekonomi lokal.

STRATEGI PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN
110 | MENDUKUNG PEMBANGUNAN RENDAH EMISI KABUPATEN MERAUKE



9.3. Identifikasi Kegiatan Pendukung Terhadap Aksi Mitigasi

Pelaksanaan aksi mitigasi memerlukan tahapan dalam pelaksanaan dimana tahapan
tersebut melibatkan banyak aktivitas dan banyak pelaku yang saling berkaitan. Aksi
pendukung yang dimaksud disini adalah aksi yang mungkin tidak secara langsung
berkorelasi dengan penurunan emisi akan tetapi keberadaannya menunjang terlaksana
dan suksesnya aksi mitigasi yang telah diusulkan.

No

Strategi/Aksi
Mitigasi

Mengurangi emisi
pada wilayah
yang berpotensi
mengalami
pembukaan skala
besar dengan
mencegah
pembakaran

dan mencegah
konversi hutan
berbasis kearifan
lokal pada unit
perencanaan
perkebunan

Kegiatan Yang Akan
Dilakukan

Pembuatan peta
tutupan lahan yang
akurat dan legalitasnya
diakui untuk
mengetahui luasan
hutan primer secara
tepat

Pemetaan hak ulayat
tingkat marga dan
submarga untuk
menjamin kepastian
hukum bagi pelaku
usaha dan masyarakat
lokal pada areal yang
berpotensi mengalami
pembukaan skala besar

Sosialisasi pembuatan
sekat bakar untuk
mencegah kebakaran
besar

Tabel 9.2. Kegiatan Pendukung Aksi Mitigasi

Rincian Tahapan/Kegiatan Yang Perlu Dilaksanakan

Pengadaan data penginderaan jauh terkini
Pengolahan citra dengan metode klasifikasi
multispectral untuk ekstraksi tutupan hutan
primer

Survei lapangan untuk mengecek akurasi hasil
pengolahan data penginderaan jauh
Perhitungan akurasi hasil klasifikasi dan survey
lapangan

Pengadaan data penginderaan jauh terkini level
detail

Pemetaan partisipatif level marga tentang tanah
ulayat

Survei lapangan untuk mengecek akurasi hasil
pemetaan partisipatif

Rekonsiliasi dan konsultasi public hasil pemetaan
partisipatif

Pengesahan dan pengakuan peta dalam peraturan
daerah

Sosialisasi hasil pemetaan kepada berbagai pihak
Pembuatan mekanisme pemantauan hasil
pemetaan partisipatif

Pengumpulan informasi dan peraturan terkait
operasional perkebunan

Melakukan sosialisasi terkait pembuatan sekat
bakar kepada pengguna ruang perkebunan
secara berkala

Membuat mekanisme pengaduan dan
penanganan pelanggaran aktifitas pembakaran
di areal perkebunan
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Strategi/Aksi
Mitigasi

Pelaksanaan
Agroforestri
berbasis tanaman
unggulan lokal
pada lahan-lahan
investasiyang tidak
dimanfaatkan pada
unit perencanaan
hutan produksi

Kegiatan Yang Akan
Dilakukan

Optimasilasi hutan
rawa permanen
sebagai cadangan
air dengan cara
mempertahankan
tutupan hutan rawa
di zona perkebunan
(0.06 %)

Penerapan HCV/

NKT pada kegiatan
pembukaan lahan
untuk mencegah
pembukaan hutan
dengan nilai konservasi
tinggi (8.5%)

Pemetaan dan
pelaksanaan program
hutan adat

Pelaksanaan
agroforestry berbasis
tanaman lokal
unggulan (kayu putih)
pada lahan-lahan yang
tidak dimanfaatkan
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Rincian Tahapan/Kegiatan Yang Perlu Dilaksanakan

Membuat zonasi kawasan cadangan air
berdasarkan keberadaan hutan rawa permanen
Melarang konversi hutan di kawasan recharge
area (imbuhan air)

Membuat mekanisme pengaduan dan
penanganan pelanggaran konversi hutan di
kawasan imbuhan air di areal perkebunan
Melakukan reboisasi di kawasan imbuhan air

Peningkatan kapasitas daerah (pemerintah/
akademisi/LSM lokal) terkait identifikasi HCV/
NKT

Pembuatan instruksi/hukum legal di level
kabupaten mengenai kewajiban pelaksanaan
identifikasi NKT/HCV di awal operasional
perkebunan

Pembuatan database spasial mengenai

keberadaan HCV/NKT di areal perkebunan
Pembuatan SOP monitoring keberadaan HCV/
NKT di areal perkebunan

Pembuatan = mekanisme  pengaduan  dan
penanganan pelanggaran HCV/NKT di areal
perkebunan

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

terkait dan masyarakat adat di bidang pemetaan
partisipatif hutan adat

Penyusunan SOP pemetaan partisipatif hutan
adat di level Kabupaten Merauke

Pelaksanaan program hutan adat di prioritas
lokasi yang dipilih

Pendampingan pengelolaan hutan adat secara
berkelanjutan

Pemetaan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan
berikut kondisi kesesuaian lahan untuk budidaya
kayu putih

Kajian jenis dan nilai ekonomi kayu komoditi
minyak kayu putih (penanaman, produksi hingga
pemasaran)

Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal
tentang penyulingan minyak kayu putih secara
berkelanjutan (Best Management Practice)
Monitoring proses penanaman, pengambilan
daun hingga proses penyulingan yang memenuhi
syarat Best Management Practice



Strategi/Aksi
Mitigasi

Peningkatan
serapan

karbon melalui
penanaman
magrove di areal
yang dialokasikan
sebagai hutan
bakau dan
mencegah
konversi areal
hutan menjadi
penggunaan lahan
lainnya.

Mempertahankan
cadangan karbon
di areal hutan
dan mencegah
konversi

hutan menjadi
penggunaan
lainnya di unit
perencanaan
kawasan resapan
air.

Kegiatan Yang Akan
Dilakukan

Kepastian status dan
kepemilikan lahan

Pemetaan kawasan
hutan bakau

Penegakan hukum
tentang aktivitas galian
Cillegal pada wilayah
yang tidak diijinkan
untuk mencegah
konversi hutan bakau
menjadi galian C

Penanaman mangrove
sesuai dengan zona
pertumbuhan pada
lahan-lahan yang tidak
dimanfaatkan seperti
semak belukar dan
lahan terbuka

Pemetaan Areal
resapan air

Rincian Tahapan/Kegiatan Yang Perlu Dilaksanakan

Pengadaan data penginderaan jauh terkini level
detail

Pemetaan partisipatif level marga tentang tanah
ulayat

Survei lapangan untuk mengecek akurasi hasil
pemetaan partisipatif

Rekonsiliasi dan konsultasi public hasil pemetaan
partisipatif

Pengesahan dan pengakuan peta dalam peraturan
daerah

Sosialisasi hasil pemetaan kepada berbagai pihak
Pembuatan mekanisme pemantauan hasil
pemetaan partisipatif

Pengadaan data penginderaan jauh terkini
Pengolahan citra dengan metode klasifikasi
multispectral untuk ekstraksi hutan bakau
Survei lapangan untuk mengecek akurasi hasil
pengolahan data penginderaan jauh

Perhitungan akurasi hasil klasifikasi dan survey
lapangan

Sosialisasi tentang pola ruang dan zonasi ruang
RTRWK Merauke kepada pelaku aktivitas galian C
Penertiban perizinan pelaku aktivitas golongan C
Pembuatan  mekanisme  pengaduan  dan
penanganan pelanggaran aktivitas galian C
secara illegal

Pemetaan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan
berikut kondisi kesesuaian lahan untuk
penanaman mangrove

Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal
tentang penanaman mangrove
Monitoring  perkembangan  areal
mangrove

tumbuh

Pengumpulan data dasar dan tematik spasial/
non spasial untuk membuat model arahan areal
resapan air

Modelling spasial arahan areal resapan air
Survei lapangan untuk pengecekan akurasi hasil
modelling
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Strategi/Aksi
Mitigasi

Mempertahankan
cadangan karbon
di areal yang
dialokasikan
sebagai Cagar
Alam Darat
dengan mencegah
konversi areal
hutan menjadi
penggunaan lahan
lainnya

Kegiatan Yang Akan
Dilakukan

Mencegah konversi
hutan

Patroli terpadu
pengamanan hutan

Pembatasan izin
pemanfaatan di areal
resapan air

Meminimalisir
pembukaan lahan di
areal penyangga pada
kawasan resapan air

Pencegahan konversi
hutan di Cagar Alam
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Rincian Tahapan/Kegiatan Yang Perlu Dilaksanakan

Sosialisasi kepada masyarakat lokal terkait fungsi
dan batasan pemanfaatan resapan air

Kajian dan pelaksanaan alternative
pengembangan ekonomi berkelanjutan
masyarakat sesuai potensi sumber daya lokal
untuk mencegah perambahan hutan

Pembinaan dan refresh materi untuk polisi hutan
Pembuatan  mekanisme  pengaduan dan
penanganan pelanggaran pemanfaatan hutan

Pembuatan  kajian  spasial dan
pemanfaatan ruang untuk investasi
Rasionalisasi lahan terkait kesesuaiannya untuk
kegiatan investasi

Penanganan dan pemberian sanksi atas indikasi
pelanggaran pemanfaatan ruang

ekologi

Pembuatan  instruksi/hukum legal terkait
perlindungan dan batasan pemanfaatan areal
penyangga resapan air

Sosialisasi perlindungan dan arahan pemanfaatan
areal penyangga resapan air kepada masyarakat
dan pelaku investasi

Penanganan dan pemberian sanksi atas indikasi

pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan
resapan air

Kajian dan pelaksanaan alternative
pengembangan ekonomi berkelanjutan

masyarakat sesuai potensi sumber daya lokal
untuk mencegah perambahan hutan

Pemetaan kawasan cagar alam

Sosialisasi perlindungan dan aturan pemanfaatan
ruang cagar alam kepada masyarakat

Kajian dan pelaksanaan alternative
pengembangan ekonomi berkelanjutan
masyarakat sesuai potensi sumber daya lokal
untuk mencegah perambahan hutan
Optimalisasi peran polisi kehutanan untuk
pengamanan kawasan hutan



Strategi/Aksi
Mitigasi

Mempertahankan
cadangan karbon
pada areal
Kawasan Sentra
Produksi Pertanian
Merauke melalui
peningkatan
produksi di

lahan pertanian
produktif,
pemanfaatan areal
lahan pertanian
non-produktif,
pelaksanaan
sistem agroforestri

Kegiatan Yang Akan
Dilakukan

Penanganan lahan
kritis dalam kawasan
cagar alam dengan
memanfaatkan lahan
kritis untuk ditanami
tanaman agroforestri

Sosialisasi masyarakat
sekitar cagar alam
tentang dampak
perambahan hutan

Tidak melakukan
konversi dikawasan
penyangga cagar alam

Pemetaan persebaran
areal lahan pertanian
produktif maupun non-
produktif

Kepastian status dan
kepemilikan lahan

Rincian Tahapan/Kegiatan Yang Perlu Dilaksanakan

Penentuan kriteria lahan kritis terkait dengan
kondisi lokal Kabupaten Merauke

Sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat
lokal terkait potensi komoditi tanaman lokal
unggulan sebagai komoditi agroforestry di areal
lahan kritis kawasan cagar alam

Pemetaan potensi lahan kritis di kawasan cagar
alam sesuai efektifitas dan kesiapan masyarakat
Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal
terkait kegiatan agroforestry

Pemberian materi tentang kawasan dan fungsi
kawasan cagar alam
Pendampingan  dan
masyarakat

pemantauan  dengan

Sosialisasi kepada pengguna ruang terkait fungsi
kawasan penyangga

Penegakan aturan terkait pelanggaran kawasan
penyangga cagar alam

Pengadaan data penginderaan jauh terkini
resolusi tinggi.

Pengolahan citra dengan metode interpretasi
visual untuk penyadapan informasi lahan
pertanian

Survei lapangan untuk mengecek akurasi hasil
pengolahan data penginderaan jauh
Perhitungan akurasi hasil klasifikasi dan survey
lapangan

Pengadaan data penginderaan jauh terkini level
detail

Pemetaan partisipatif level marga tentang tanah
ulayat

Survei lapangan untuk mengecek akurasi hasil
pemetaan partisipatif

Rekonsiliasi dan konsultasi public hasil pemetaan
partisipatif
Pengesahan dan
peraturan daerah
Sosialisasi hasil pemetaan kepada berbagai pihak
Pembuatan mekanisme pemantauan hasil
pemetaan partisipatif

pengakuan peta dalam

STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH EMISI KABUPATEN MERAUKE | 115



S R AL Rincian Tahapan/Kegiatan Yang Perlu Dilaksanakan

Mitigasi Dilakukan
Optimalisasi produksi 1. Kajian potensi lahan dan perbaikan sarana dan
lahan pertanian prasarana pendukung pertanian
produktif 2. Perbaikan kualitas input material pertanian
seperti penggunaan pupuk organic dan kualitas
benih
3. Pengenalan teknologi budidaya pertanian
4.  Peningkatan kualitas sumberdaya petani
5.  Studi akses pasar untuk distribusi hasil pertanian
Pengolahan lahan 1. Kajian potensi lahan dan perbaikan sarana dan
pertanian non- prasarana pendukung
produktif dengan 2. Kajian jenis komoditi yang akan ditanam sengan
sistem agroforestry sistem agroforestry
3. Sosialiasi teknologi budidaya dengan sistem
agroforestry

4.  Peningkatan kualitas sumberdaya petani
5. Studi akses pasar untuk distribusi hasil

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2016

9.4. Integrasi Aksi Mitigasi dalam RPJMD/Renstra/RKPD/Renja OPD

Aksi mitigasi sebagai muara dari proses perencanaan pembangunan rendah emisi akan
dilaksanakan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga dan mitra terkait. Dalam
rangka mengefektifkan implementasi aksi mitigasi yang disusun berdasarkan pendekatan
perubahan penggunaan lahan dan potensi terjadinya emisi, perlu dilakukan penyelarasan
dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP)/Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
(RTRWK), dan Rencana Strategis Kabupaten (RENSTRA).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merauke Tahun
2011-2016 merupakan pedoman yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) OPD Kabupaten Merauke. Konsep perencanaan pembangunan didasari
pada pola pikir berkelanjutan dan dalam jangka panjang dengan menitikberatkan pada
tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan konsep berkelanjutan dan
berbasis kesejahteraan masyarakat adalah mengakomodir keberadaan masyarakat adat
yang memiliki sistem penguasaan tanah secara turun temurun.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak akan lepas dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Merauke 2010-2030 terkait peruntukan ruang untuk kriteria lindung
maupun budidaya. Konsep keberlanjutan telah tertuang dalam rencana peruntukan ruang
yang disesuaikan atas asas fungsinya seperti pengelolaan kawasan budidaya dilakukan
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan misalnya tidak diperbolehkan untuk
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menanam tanaman yang menyerap banyak air tanah di kawasan hulu sungai walaupun
peruntukannya merupakan kawasan budidaya. Selain itu, pemanfaatan lahan oleh
masyarakat maupun swasta harus memperhatikan lahan-lahan sakral atau tempat penting
masyarakat adat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 bertujuan untuk
mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman, tertib, produktif dan berkelanjutan
berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Marind dan masyarakat lainnya secara harmonis.
Kebijakan penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan. Dengan demikian program pembangunan diharapkan mengacu
pada kapasitas lingkungan yang ada salah satunya tertuang dalam strategi pengembangan
perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Proses integrasi aksi mitigasi dilakukan dengan cara tagging yaknii dengan mengidentifikasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada instansi berbasis lahan. Instansi yang
berbasis lahan adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Perencaan Pembangunan
Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultra, Dinas
Pekerjaan Umum, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan. RKPD yang diindikasi merupakan kegiatan/program yang dapat menurunkan
gas rumah kaca dan disesuaikan dengan aksi mitigasi yang telah direkomendasikan. Hasil
tagging disajikan pada Tabel. 9.3
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9.5. Strategi Monitoring dan Evaluasi

Rencana aksi pembangunan rendah emisi dan ekonomi hijau mencakup penyusunan
strategi monitoring dan evaluasi yang merupakan tahap pemantauan hasil penurunan
Gas Rumah Kaca (GRK) yang dijumlahkan dari kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada
penurunan emisi sesuai aksi mitigasi utama yang telah dibuat di level kabupaten. Tujuan
dari pelaksanaan strategi monitoring dan evaluasi:

1. Menyediakan sumber informasi yang terkonsolidasi dalam menunjukkan progres/
kemajuan proyek/program;

2. Memungkinkan pembelajaran pengalaman antar proyek/program;

. Meningkatkan transparansi dan akuntability melalu pelaporan;

4. Mengungkapkan kesalahan yang terjadi dan menyediakan cara untuk pembelajaran
dan perbaikan;

5. Menjadi dasar untuk menyusun dan menguji asumsi;

6. Menyediakan wadah bagi para pihak untuk belajar dari pengalaman dan
menyertakannya dalan penyusunan kebijakan dan petunjuk praktis.

w

Kelompok kerja pembangunan rendah emisi Kabupaten Merauke telah melaksanakan
beberapa tahapan dalam membangun skema monitoring dan evaluasi diantaranya:

. Penentuan visi bersama

. Penentuan mitra kunci dalam perencanaan

. Mengembangkan hirarki prinsip, kriteria dan indicator
. Memilih alat ukur dan metode pengukuran

. Membangun rencana operasional

. Menguji system pemantauan dan evaluasi

. Melakukan pemantauan

. Melakukan evaluasi.

0o NOoOUL A WN =

Metode yang digunakan sebagai pendekatan untuk membuat skema monitoring dan
evaluasi adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) yaitu salah satu bentuk model pengambilan
keputusan dengan multiple criteria dan terintegrasi antara parameter-parameter yang
kualitatif atau bahkan yang kuantitatif. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran awal
dengan mengumpulkan data dasar sebagai acuan (baseline) terhadap proses perencanaan
dan implementasi program pembangunan rendah emisi maupun proses dalam
perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan dalam penataan ruang di Kabupaten Merauke.
Kelebihan dari pendekatan ini adalah menyelesaikan permasalahan yang komplek dimana
data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif dari masalah - masalah yang dihadapi
menjadi pilihan prioritas atau alternatif, sehingga dapat meminimalisir hambatan dan
dampak penting dalam penyusunan program kegiatan kedepannya.
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Langkah awal dalam penyusunan skema monitoring dan evaluasi adalah penyusunan
Prinsip, Kriteria dan Indikator (PCl) yang akan bermanfaat untuk penyusunan alat ukur
dan metode pengukuran. PCl yang telah disusun untuk skema monitoring dan evaluasi
pembangunan rendah emisi di Kabupaten Merauke ditunjukkan dalam Tabel 9.4.

Tabel 9.4. Hasil identifikasi prinsip, kriteria dan indikator skema monitoring dan evaluasi
pembangunan rendah emisi Kabupaten Merauke

INFORMED INCLUSIVE INTEGRATIVE
KRITERIA INDIKATOR KRITERIA INDIKATOR KRITERIA INDIKATOR
(4) (14) (5) (12) 4) 7)

1.1 Data dan 1. Tersedianya 2.1 Keterli- 1. Partisipasi 3.1 Optimalisasi 1. Perencanaan
informasi data peng- batan aktif dari  para pihak kepentingan yang memper-
yang relevan gunaan dan mitra kunci dalam seluruh dan aspirasi timbangkan
mencakup aspek  pengelolaan Secara dialogis  proses perenca- yang berag- ekonomi
sumber dayaso-  lahan oleh dalam proses naan (sosial- am dari segi (pasar dan
sial-ekonomi-poli- masyarakat perencanaan isasi, survey pembangunan,  Transportasi) &
tik-budaya-ekolo- lokal yang akan  penggunaan lapangan, etc) konservasi, lingkungan
gi lokal dalam direncanakan. lahan berdasar- perlindungan
perencanaan Tata kan aspirasi dalam hal
ruang para pihak pengelolaan

sumber daya

lahan sesuai

budaya dan

karakteristik

setempat

2. Data Po-
tensi Kawasan
(Biofisik &
Mineral) dan
SOSEKBUD

2. Adanya
komitmen un-
tuk mendukung
pembangunan
& resolusi
konflik untuk
menurunkan
intensitas
hambatan yang
memungkinkan

3. Terakomo-
dirnya wilayah
masyarakat
adat dalam
rencana pemba-
ngunan daerah

2. Perencanaan
pembangunan
sebagai pence-
gah & resolusi
konflik lahan
serta Peman-
faatan SDA
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INFORMED

KRITERIA INDIKATOR
(4) (14)

3. Data
Tumpang tindih
lahan dengan
pemukiman dan
zona adat

4. Data Investa-
si dan rencana
Investasi yang
transparan

1.2 Penggu-
naan data dan
informasi yang
shahih

1.Sumber data
yang dapat
dipertanggu-
ng-jawabkan

2.Rentang
waktu yang
sesuai dengan
kebutuhan
perencanaan

3.Data yang
akurat

INCLUSIVE INTEGRATIVE
KRITERIA INDIKATOR KRITERIA INDIKATOR
(5) (12) 4) (7)
2.2 Menjamin 1. Data dapat 3.2 Menginte- 1. Sinergi
Keterbukaan diakses publik grasikan konsep dengan berb-
akses terha- nilai konservasi  agai proses
dap data dan tinggi dengan perencanaan
informasi bagi berbagai proses pembangunan
semua mitra perencanaan para pihak
kunci sektoral mau- atas kepastian
pun non-sek- penggunaan
toral tanah dan sum-
berdaya
2. Sosialisasi 3.3 Kesetim- 1. Memper-
data publik bangan antara  timbangkan
yang aksesibel  dampak jangka dampak
kepada mas- pendek dan dan resiko
yarakat panjang, antara  pembangunan
kepentingan jangka panjang
lokal dan & pendek ke
non-lokal untuk depan baik
melindungi dari sisi SDM
kearifan dan maupun SDA
budaya lokal
kedalam per-
encanaan tata
ruang
3. Adanya pen-
gelolaan data
terpadu terkait
pemetaan atas
tanah, teritori,
dan sumber
daya.
2.3 Menjamin 1.Adanya
Pemahaman peningkatan
dan kapasitas pemahaman
mitra kunci dan kapasitas
dalam penggu-  mitra kunci

naan kearifan
lokal kedalam
proses peren-
canaan yang
ditetapkan dan
disetujui secara
bersama-sama
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2.Adanya pem-
binaan yang
berkelanjutan



4.Data yang
bisa diakses dan
open public

2.4 Legitimasi
Kelompok
pemegang hak
dan kesetaraan
Hak-Hak pe-
mangku kepent-
ingan dapat
dihargai dalam
hal penyuaraan
pendapat dan
aspirasi
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1.Adanya kebe-
basan mengelu-
arkan pendapat
dan banyaknya
aspirasi yang
terakomodir




1.4 Berbasiskan

pengalaman
masa lalu,
masa kini, dan
proyeksi masa
depan

1.Dilakukan
analisa terha-
dap dampak di
masa yang akan
datang

2. Data
berdasar-

kan laporan
pembangunan
sebelumnya

Sumber data: Hasil analisis Pokja TIPRE, 2015
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PENUTUP

Penyusunan Dokumen Strategi Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Pembangunan
Rendah Emisi Kabupaten Merauke merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten
Merauke melalui Kelompok Kerja (POKJA) Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi
(TIPRE) Kabupaten Merauke dalam menyediakan data dan informasi yang dapat dipakai
untuk mendukung pengembangan rencana strategi dalam menyusun Perencanaan
Pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada pembangunan rendah emisi.

. Selain itu, dalam proses penyusunan dokumen ini, diharapkan adanya peningkatan
kapasitas dari anggota POKJA Bagian Perencanaan khususnya baik dalam penguasaan
metodologi yang dipakai dalam menghitung maupun dalam proses menganalisis data dan
beberapa informasi terkait perubahan penggunaan lahan, laju perubahan emisi pertahun,
proyeksi emisi dan penyusunan aksi mitigasi berbasis lahan, yang kemudian dapat dipakai
dalam proses pembaharuan dokumen perencanaan pembangunan berkelanjutan ini.

Berdasarkan hasil analisis perubahan pengunaan lahan, penyebab perubahan penggunaan
lahan, dan mengacu dari REL Kabupaten Merauke yang disusun berdasarkan pendekatan
rencana pembangunan (forwad looking), maka telah dikembangkan 6 aksi mitigasi
Kabupaten Merauke dengan 5 strategi implementasi yang akan dilakukan dengan harapan
dapat menurunkan emisi Kabupaten Merauke sebesar 15.41% hingga tahun 2030.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat
dalam proses penyusunan dokumen ini dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak
Bupati Merauke beserta jajarannya yang telah menunjukan keseriusan dari Pemerintah
Daerah dalam rangka memastikan perencanaan pembangunan rendah emisi dapat
terlaksana secara berkelanjutan di Kabupaten Merauke dengan memasukan rencana
aksi mitigasi dan strategi implementasi yang telah dihasilkan kedalam Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Hal ini penting karena
keberhasilan pelaksanaan pembangunan rendah emisi akan dapat berjalan dengan baik
melalui dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan yang
terutama dari masyarakat.
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Pembangunan rendah emisi (low emission development) merupakan bagian
dari perencanaan pembangunan yang mengacu pada prinsip pembangunan
berkelanjutan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kabupaten Merauke sebagai
bagian dari Provinsi Papua memiliki peran strategis dalam upaya penurunan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK), dimana inisiatif ini juga merupakan dukungan terhadap
proses implementasi Rencana Aksi Daearah (RAD GRK Provinsi), Rencana Aksi
Nasional (RAN GRK), dan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Bagi
Kabupaten Merauke proses ini merupakan upaya memperkuat perencanaan
pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim dan berwawasan
keberlanjutan (sustainability) dimana belum semua daerah melakukannya.
Serangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas stakeholder yang
tergabung dalam Kelompok Kerja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (Pokja
TIPRE) Kabupaten Merauke telah dilakukan sebagi bagian dalam upaya mendukung
penyusunan dokumen yang akan menjadi referensi semua pihak dalam membuat
perencanaan kegiatan. Diskusi dan pengolahan data dilakukan secara bersama
oleh para pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, perwakilan adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat yang lain.
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